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RESUME HASIL AUDIT 
PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (PHL) 

 

 

Kegiatan : Sertifikasi Awal 
Sasaran Kegiatan : PT Hutan Berau Lestari 

Alamat Kantor : Wisma Indocement lantai 12 Jalan Jenderal Sudirman 
Kav. 70-71, Jakarta Pusat 

Nomor Izin Berusaha : No. 9120003711743,  NIB ditetapkan di Jakarta pada 14 
Juli 2019, Perubahan ke-2 tanggal 7 Juni 2023 

Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Tanaman 
Budidaya Pada Hutan Produksi 

SK PBPH : No. SK.771/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021 tanggal 15 
September 2021 

Luas dan Lokasi Areal 
PBPH 

 12.099.66 Hektar  
Kab. Berau Prov. Kalimantan Timur 

Nomor S-PHL : - 
Tanggal Pelaksanaan 
Audit 

: 11 - 18 Juni 2025 

Metode :  On-site (Kunjungan ke lokasi areal PBPH) 
Standar Acuan : a) Standar Penilaian Kinerja PHL Di Hutan Produksi 

sesuai Lampiran 1.1 Kepmen LHK No. 
SK.9895/MenLHK-PHL/ BPPHH/HPL.3/12/2022 

b) Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu sesuai 
Lampiran 2.1 Kepmen LHK No. SK.9895/MenLHK-
PHL/ BPPHH/HPL.3/12/2022. 

Susunan Tim Audit : 1. Ir. Wasis Kuncoro (Auditor Sosial) / Ketua Tim Audit 
2. Ir. Harijadi (Auditor Prasyarat) 
3. Wuri Pratini Hawiati, S Hut  (Auditor Produksi) 
4. Mahardika Larasati, S Hut (Auditor Ekologi) 
5. Amin Pujiyanto, S Hut ( Auditor VLHH Kayu) 

Lembaga Penilai dan 
Verifikasi Independen 

: LPVI PT TRUSTINDO PRIMA KARYA 

Nomor Akreditasi : LPVI-017-IDN 
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1. LAPORAN RINGKAS PELAKSANAAN KEGIATAN AUDIT  
1.1. DASAR  

 
a) Surat tugas tim audit No: 22/017/ST/PHL-SA/HBL/05.2025, Tanggal 19 Mei 2025 
b) Pengumuman rencana pelaksanaan audit pengelolaan hutan lestari untuk kegiatan 

sertifikasi awal PHL pada PBPH PT Hutan Berau Lestari di website SILK dan LPVI    
PT Trustindo Prima Karya, ditayangkan tanggal 27 Mei 2025 

c) Surat pengantar dari Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan (PUPH) No. 
S.142/PUPH/EKU/PHL.03.07/B/06/2025 Tanggal 05 Juni 2025 

d) Audit Plan Kegiatan Sertifikasi Awal Pada PT Hutan Berau Lestari, dibuat dan 
disampaikan ke auditi tanggal  27 Mei 2025 

 

1.2. PELAKSANAAN KEGIATAN AUDIT  

1. Koordinasi dengan 
instansi kehutanan di 
daerah sebelum 
penilaian lapangan 

: Dilakukan dengan instansi : 

a) BPHL Wilayah XIII Samarinda, tanggal 11 Juni 
2025 di Kota Samarinda, 

b) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, 
tanggal 11 Juni 2025 di Kota Samarinda 

2. Rapat Konsultasi Publik : Tanggal 12 Juni 2025 

Di ruang meeting Hotel SM Tower - Berau 

3. Pelaksanaan audit 
lapangan 

: Lokasi areal PBPH PT Hutan Berau Lestari di Kab. 
Berau Prov. Kaltim 

Pertemuan pembukaan : Tanggal 12 Juni 2025 

Verifikasi dokumen dan 
observasi lapangan 

: Tanggal 12 – 16  Juni 2025, meliputi audit 
pemenuhan : 

1) Standar Penilaian Kinerja PHL, masing-masing 
untuk aspek Prasyarat, Produksi, Ekologi dan 
Sosial; dan 

2) Standar VLHH Kayu pada pemegang PBPH. 
 

Pertemuan Penutupan : Tanggal 16 Juni 2025 

4. Koordinasi dengan 
instansi kehutanan di 
daerah setelah penilaian 
lapangan 

: Dilakukan dengan instansi : 

a) BPHL Wilayah XIII Samarinda, tanggal 18 Juni 
2025  di Kota Samarinda. 

b) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, 
tanggal 18 Juni 2025 di Kota Samarinda 
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2. RESUME HASIL AUDIT  
2.1. PEMENUHAN STANDAR PENILAIAN KINERJA PHL : 

 

1. ASPEK PRASYARAT 
Indikator 1.1 : 

Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi 

1. Verifier 1.1.1 
( Bobot : 1 ) 
 

: Ketersediaan dokumen legal SK PBPH dan Dokumen Administrasi Tata Batas 
sesuai tingkat realisasinya (Rencana Penataan Batas, Intruksi Kerja TBT, Buku 
laporan TBT, Peta TBT dan BATB). 

NILAI KINERJA : Baik  / Nilai Aktual : 3 x 1 = 3 

Ringkasan 
Justifikasi 

: Bahwa berdasarkan hasil verifikasi dokumen yang dimiliki oleh PBPH PT 
Hutan Berau Lestari terhadap ketersediaan  dokumen legal terkait SK PBPH 
dan dokumen administrasi tata batas sesuai tingkat realisasinya selama 
periode audit 6 (enam) tahun terakhir (Juli 2019 s.d Juni 2024) dapat 
diuraikan sebagai berikut: 

Ketersediaan dokumen legal SK PBPH antara lain : 
1. Terdapat SK IUPHHK-HT atas nama PT Hutan Berau Lestari berdasarkan 

Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia dengan Nomor SK. 
777/Menhut-II/2014 Tanggal 19 September 2014 tentang Pemberian Izin 
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri 
Kepada PT Hutan Berau Lestari Atas Areal Hutan Produksi seluas ± 
12.002 Ha di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur.  

SK ditanda tangani (Ttd) Menteri Kehutanan; ZULKIFLI HASAN. SK berlaku 
dengan jangka waktu 60 tahun sejak 19 September 2014 s/d 18 September 
2074. SK dilengkapi lampiran Peta Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil 
Hutan Kayu Dalam Hutan Tanaman Industri Pada Hutan Produksi PT Hutan 
Berau Lestari Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur  Skala 1:250.000 
dan ditandatangani oleh Menteri Kehutanan ZULKIFLI HASAN. 
Sesuai Peta Areal Kerja PT Hutan Berau Lestari terdiri atas 3 (tiga) Blok yaitu 
Blok I seluas ±2.017 Ha, Blok II seluas ±1.550 Ha dan Blok III seluas ±8.435 
Ha. 
Salinan SK IUPHHK sesuai dengan aslinya ditanda tangani oleh Kepala Biro 
Hukum dan Organisasi; KRISNA RYA. 
Peta lampiran SK IUPHHK-HT PT Hutan Berau Lestari ditandatangani oleh 
Menteri Kehutanan Republik Indonesia; ZULKIFLI HASAN dan dibubuhi 
dengan stempel basah Menteri Kehutanan Republik Indonesia; 
 
2. Terdapat SK. MenLHK No. SK.94/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2/2020 

tanggal 4 Februari 2020 tentang Penetapan Sebagian Areal Kerja Izin 
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri PT 
Hutan Berau Lestari (Blok III) Seluas ± 8.532,66 Ha di Kabupaten Berau 
Provinsi Kalimantan Timur. 

SK ditanda tangani di Jakarta pada tanggal 14 Februari 2020 oleh Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan; (ttd) SITI NURBAYA; Salinan sesuai 
dengan aslinya ditandatangani oleh Plt. Kepala Biro Hukum; Maman 
Kusnandar. 
SK 94 diterbitkan berdasarkan Laporan Penataan Batas (TBT) No. 96/BPKH 
IV-2/2015 Tahun 2015 tentang Laporan Hasil Penataan Batas Areal IUPHHK-
HTI PT Hutan Berau Lestari Blok III (menjadi seluas 8.532,66 Ha dari ± 8.435 
Ha), yang 5 (lima) tahun kemudian baru  dinilai dan disahkan oleh Direktur 
Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan atas nama Direktur Jenderal 
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Planologi dan Tata Lingkungan, dengan No. S.36/PKTL/KUH/OTL.0/1/2020 
tanggal 7 Januari 2020; 
 
3. Terdapat SK MenLHK No. SK.771/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021 

tanggal 15 September 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri 
Kehutanan Republik Indonesia No. SK. 777/Menhut-II/2014 Tanggal 19 
September 2014 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil 
Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri Kepada PT Hutan Berau 
Lestari Atas Areal Hutan Produksi seluas ± 12.002 Ha di Kabupaten 
Berau Provinsi Kalimantan Timur. Sesuai SK disebutkan mengubah 
sepanjang menyangkut nomenklatur menjadi Perizinan Berusaha 
Pemanfaatan Hutan (PBPH) untuk Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan 
Kayu Hutan Tanaman. 

SK ditanda tangani (Ttd) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; SITI 
NURBAYA; Salinan sesuai dengan aslinya ditandatangani oleh Plt. Kepala Biro 
Hukum; Maman Kusnandar 

Ketersediaan Dokumen Administrasi Tata Batas sesuai dengan tingkat 
realisasinya antara lain : 
1. Terdapat Laporan Penataan Batas (TBT) No. 96/BPKH IV-2/2015 Tahun 

2015 tentang Laporan Hasil Penataan Batas Areal IUPHHK-HTI PT Hutan 
Berau Lestari Blok III (menjadi seluas 8.532,66 Ha dari ± 8.435 Ha), yang 
telah dinilai dan disahkan oleh Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan 
Kawasan Hutan atas nama Direktur Jenderal Planologi dan Tata 
Lingkungan, dengan No. S.36/PKTL/KUH/OTL.0/1/2020 tanggal 7 
Januari 2020, dimana pada Laporan tersebut terdapat beberapa 
dokumen administrasi tata batas lampiran antara lain : 

 
a. Terdapat Rencana Penataan Batas Nomor : 56/KUH-2/IUPHHK-

HTI/2015, tentang Rencana Penataan Batas Areal Kerja IUPHHK-HTI 
PT HBL (Blok III) dan Batas Persekutuan dengan IUPHHK-HTI PT 
Tanjung Redep Hutani dan IUPHHK-HA PT Mardhika Insan Mulia (Unit 
Tabalar), dibuat di Bogor tanggal 15 Maret 2015 oleh Direktur Utama 
PT HBL dan disahkan di Jakarta tanggal 15 Mei 2015 oleh Plh. 
Direktur Pengukuhan, Penatagunaan dan Tenurial Kawasan Hutan an 
Direktur Jenderal Planologi Kehutanan (Ir. Yayat Surya, 
MM/NIP.19630221 198903 1 001); 

 
b. Terdapat Peta Kerja Penataan Batas Areal Kerja IUPHHK-HTI PT HBL 

(Blok III) dan Batas Persekutuan dengan IUPHHK-HTI PT Tanjung 
Redep Hutani dan IUPHHK-HA PT Mardhika Insan Mulia Skala 1 : 
50.000 sebagai lampiran dokumen Rencana Penataan Batas; 

c. Terdapat Intruksi Kerja Nomor : 34/ITK/BPKH IV-2/2015, tanggal 9 
Juni 2015 tentang Pelaksanaan Penataan Batas Areal Kerja IUPHHK-
HTI PT HBL (Blok III) dan Batas Persekutuan dengan IUPHHK-HTI PT 
Tanjung Redep Hutani dan IUPHHK-HA PT Mardhika Insan Mulia; 

d. Terdapat Berita Acara Tentang Pelaksanaan Batas Sendiri dan Batas 
Persekutuan IUPHHK-HTI PT Hutan  Berau Lestari (Blok III) dengan 
IUPHHK-HTI PT Tanjung Redep Hutani dan IUPHHK-HA PT Mardhika 
Insan Mulia Unit Tabalar Di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan 
Timur; 

e. Terdapat Peta Hasil Penataan Batas Sendiri dan Batas Persekutuan 
IUPHHK-HTI PT Hutan  Berau Lestari (Blok III) dengan IUPHHK-HTI 
PT Tanjung Redep Hutani dan IUPHHK-HA PT Mardhika Insan Mulia 
Unit Tabalar Di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur  Skala 1 : 
25.000 sebanyak 2 lembar; Intruksi Kerja tersebut dilengkapi 
lampiran 3 (tiga) lembar Peta Kerja Skala 1 : 50.000, yang 
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menggambarkan panjang trayek batas pada Blok I ± 162.187,66 
Meter dan pada Blok II ± 58.673,77 Meter; 

Lokasi Areal kerja IUPHHK-HTI PT HBL terdiri dari 3 Blok terpisah dengan 
masing masing luasan sebagai berikut : 

1. Blok I seluas ± 2.017 Ha; yang berbatasan dengan APL, areal 
kerja IUPHHK-HA PT Inhutani I Unit Meraang dan IUPHHK-HA 
PT Utama Damai Indah Timber, belum di tata batas; 

2. Blok II seluas ± 1.550 Ha; yang berbatasan dengan APL, areal 
kerja IUPHHK-HTI PT Tanjung Redeb Hutani, dan IUPHHK-HA 
PT Inhutani I Unit Meraang, belum di tata batas; 

3. Blok III seluas ± 8.435 Ha, yang berbatasan dengan areal kerja 
IUPHHK-HTI PT Tanjung Redeb Hutani dan IUPHHK-HA PT 
Mahardhika Insan Mulia Unit Tabalar, sudah di tata batas temu 
gelang sehingga luasnya berubah menjadi 8.532,66 Ha sesuai 
Laporan Penataan Batas (TBT) No. 96/BPKH IV-2/2015 Tahun 
2015. 

Sehingga total luas areal kerja PBPH PT HBL menjadi 12.099,66 Ha,  setelah 
tata batas areal kerja Blok III sudah temu gelang yaitu sepanjang 67,497 
KM, sedang batas areal kerja yang belum ditata batas di Blok I dan Blok II, 
yaitu total sepanjang 89,530 KM. 
 

2. Verifier 1.1.2 
( Bobot : 2 ) 

 Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB) serta pemeliharaannya 

NILAI KINERJA : Sedang  / Nilai Aktual : 2 x 2 = 4 

Ringkasan 
Justifikasi 

: Berdasarkan hasil verifikasi dokumen administrasi tata batas pada verifier 
1.1.1 yang tersedia lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata 
batas, yaitu kegiatan penataan tata batas areal kerja PBPH PT Hutan Berau 
Lestari di Blok III sudah selesai dilaksanakan sepanjang 67,497 KM atau 
42,98 % dari rencana penataan batas sepanjang ± 157,027 KM, sesuai 
dokumen RKUPH PT HBL Periode 2025-2034 pada Tabel berikut : 

 
 
Realisasi penataan batas areal kerja PT Hutan Berau Lestari tersebut sesuai 
dengan Laporan Penataan Batas No. 96/BPKH IV-2/2015 Tahun 2015 yang 
baru disahkan oleh Direktur Jenderal Planologi dan Tata Lingkungan pada 
tahun 2020, dengan Nomor. S.36/PKTL/KUH/OTL.0/1/2020 tanggal 7 Januari 
2020, dan kemudian diterbitkan SK Penetapan oleh Menteri Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan Nomor. SK.94/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2/2020 tanggal 
4 Februari 2020 tentang Penetapan Sebagian Areal Kerja Izin Usaha 
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri PT Hutan Berau 
Lestari (Blok III) Seluas ± 8.532,66 Ha di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan 
Timur; 
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Sedang sisa tata batas areal kerja PT Hutan Berau Lestari sepanjang 89,530 
KM merupakan penataan batas areal di Blok I dan Blok II sudah ada upaya 
dari auditee sesuai hasil verifikasi dokumen tata batas yang dimiliki terkait 
penataan batas di Blok I dan Blok II yaitu sebagai berikut : 
1. Terdapat Surat Direktur Utama PT Hutan Berau Lestari No. 019/HBL-

HTI/JKT/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019 Perihal Permohonan 
Pengesahan Pedoman Tata Batas Blok I dan Blok II Kepada Direktur 
Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Kementerian LHK di 
Jakarta; 

2. Terdapat Surat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata 
Lingkungan No. S.232/PHAT-KUH/PKHW2/PLA.2/3/2020, tanggal 6 Maret 
2020 tentang Rencana Penataan Batas IUPHHK-HTI PT HBL (Blok I dan 
Blok II) dan Batas Persekutuan dengan Areal Kerja IUPHHK-HA PT 
Inhutani I Unit Meraang dan Areal Kerja IUPHHK-HA PT Utama Damai 
Indah di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur Kepada Direktur PT 
Hutan Berau Lestari dan Kepala BPKH Wilyah IV Samarinda; 

3. Terdapat Rencana Penataan Batas (Pedoman Tata Batas) Nomor : 
38/KUH-2/IUPHHK-HTI/2020 tentang Rencana Penataan Batas Areal 
Kerja IUPHHK-HTI Pada Hutan Produksi PT Hutan Berau Lestari (Blok I 
dan Blok II), yang dibuat tanggal 23 Januari 2020 oleh Direktur Utama PT 
HBL (Hari Sumitro) dan Disahkan di Jakarta pada tanggal 6 Maret 2020 
oleh Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan a.n. 
Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (Bpk.Herban 
Heryandana, S.Hut., M.Sc./NIP.19730523 199803 1 002); Namun tidak 
terdapat lampiran Peta Rencana Penataan Batas Blok I dan Blok II yang 
menggambarkan rencana titik titik trayek batas areal kerja di Blok I dan 
Blok II. 

 
Upaya menyelesaikan penataan batas di Blok I dan Blok II terhenti pada tahun 
2020 karena adanya wabah Covid 19 dari tahun 2020 sam pai akhir tahun 
2022 seperti Surat Regional Manager Nomor : 031/HBL-HTI/JKT/VI/2025 
tanggal 15 Juni 2025 tentang Progres Penataan Batas Blok I dan II An. PT 
Hutan Berau Lestari, dan untuk kelanjutan akan dijadwalkan pada tahun 2025 
– 2026, sesuai dengan Tabel Rencana Penataan Batas pada Buku RKUPH 
Periode 2025-2034 PT Hutan Berau Lestari. 
Sehingga sampai dilakukan audit sertiɚkasi awal PHL realisasi penataan batas 
di Blok I dan II masih NIHIL, masih terbatas ketersediaan dokumen Pedoman 
Tata Batas (Rencana Penataaan Batas) yang disahkan pada tahun 2020. 
Kemudian kegiatan Pemeliharaan Tata Batas Areal Kerja PT Hutan Berau 
Lestari selama 6 (enam) tahun terakhir baru dilaksanakan pada tahun 2024 
dan 2025, yaitu saat kegiatan Blokcking Areal RKT tahun 2024 dan RKT 
Tahun 2025 yang berbatasan, sedang tahun 2020, 2021, 2022 dan 2024 tidak 
ada kegiatan pemeliharaan tata batas areal kerja di Blok III, sejak penataan 
batas Blok III selesai ditata pada tahun 2015.  
Hasil Observasi lapangan : 
Ditemukan batas areal kerja PBPH PT HBL di Blok III sebagai berikut : 
 No. Pal Batas       : P.110 
 Jenis Batas          :  Batas Persekutuan PT Hutan Berau Lestari dan PT 

Tanjung Redeb Hutani 
 Trayek Batas       : H – I 
 Koordinat            : 1°53’51,966’’LU dan 117°44’14,754’’BT 
 Bahan Pal Batas   :  Kayu Balok ukuran 10 cm x 10 cm x 150 cm di cat 

putih dan tulisan cat hitam 
3. Verifier 1.1.3 

( Bobot : 1 ) 
: Penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan KLHK 

(Not Aplicable (NA) apabila tidak terdapat penggunaan) 

NILAI KINERJA : Baik  / Nilai Aktual : 3 x 1 = 3 
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Ringkasan 
Justifikasi 

: Pada areal kerja PBPH PT Hutan Berau Lestari terdapat perizinan berusaha 
diluar skema perizinan KLHK, yaitu sesuai hasil verifikasi dokumen IPPKH 
yang tersedia sebagai arsip dokumen milik auditee (PBPH PT Hutan Berau 
Lestari)  meliputi dokumen berikut : 

1. Terdapat SK BKPM RI Nomor : SK.84/1/KLHK/2020 tanggal 18 Mei 2020 
tentang IPPKH Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sara 
Penunjangnya atas nama PT Kaltim Jaya Bara Seluas +/- 425,73 Ha, 
dan berlaku s/d 3 Februari 2030; 

2. Terdapat dokumen Berita Acara Monitoring Penggunaan Areal di Luar 
Kegiatan PBPH tahun 2023 dan tahun 2024 berupa penggunaan IPPKH 
PT Kaltim Jaya Bara seluas 198,71 Ha pada areal Blok II (Blok II seluas 
± 1.550 Ha); 

3. Terdapat SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 
649/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/2/2021 tanggal 10 Februari 2021 
tentang Penetapan Areal Kerja IPPKH Untuk Kegiatan Operasi Produksi 
Batubara dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi 
Tetap atas nama PT Kaltim Jaya Bara Seluas 425,34 Ha di Kabupaten 
Berau Propinsi Kalimantan Timur, dan terdapat Lampiran Peta 
Penetapan Areal Kerja IPPKH Untuk Kegiatan Operasi Produksi 
Batubara dan Sarana Penunjuangannya Pada Kawasan Hutan Tetap 
Seluas 425,34 Ha, Skala 1 : 25.000 yang dibuat oleh Dirjen PKTL (Sigit 
Harjowinarto/NIP 19610202 198603 1 003); 

4. Terdapat SK. MenLHK No. 367/MenLHK/Setjen/PLA.0/7/2021 tanggal 
01 Juli 2021 tentang Persetujuan PPKH untuk kegiatan Pembangunan 
SUTT 150 KV Tanjung Redeb – Talisayan Atas Nama PLN seluas 63,50 
Ha, dimana areal kerja PT HBL yang masuk kegiatan SUTT seluas +/- 
7,03 Ha. 

 
Hasil Observasi lapangan : 
Sesuai dengan ketersediaan dokumen IPPKH, maka dilakukan observasi 
sebagai berikut : 
1. Ditemukan pal batas IPPKH An PT Kaltim Jaya Bara di Blok II dengan 

koordinat 01 50 32,04 LU ; 117 16 21,80 BT; 
2. Ditemukan pembangunan tiang SUTT yang melintasi areal di Blok III 

dekat jalan menuju Base Camp Gn. Padai dengan koordinat 01 54 53,22 
LU; 117 46 37,74 BT. 

Keberadaan dokumen atau data IPPKH diatas menunjukan bahwa auditee 
memiliki arsip dokumen penting untuk menjadi bahan laporan kepada instansi 
terkait dan atau melakukan monitor dampak opersional serta terlibat aktif 
dalam upaya penanganan, seperti saat observasi di Blok II bersama pihak 
Perusahaan Tambang PT Katim Jaya Bara, untuk meninjau batas IPPKH dan 
aktifitas tambang batubara. 

4. Verifier 1.1.4 
( Bobot : 2 ) 

 Penguasaan Areal kerja oleh PBPH Di Hutan Produksi 

NILAI KINERJA : Baik  / Nilai Aktual : 3 x 2 = 6 

Ringkasan 
Justifikasi 

: Terdapat data hasil identifikasi penggunaan areal oleh masyarakat setempat 
di dalam areal kerja Blok III PBPH PT HBL seperti tergambar di Peta Lokasi 
Klaim Masyarakat (Kebun Sawit) Pada Areal PBPH PT HBL Skala 1 : 25.000, 
sebagai berikut : 
1. Kebun Sawit dengan pemilik Sdr. Bona seluas 0,85 Ha di Blok III dan 

diketahui sejak tahun 2022 
2. Kebun Sawi dengan pemilik Sdr. Masi seluas 55,81 Ha di Blok III dan 

diketahui sejak tahun 2022 
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Jadi total klaim lahan oleh masyarakat seluas 56,66 Ha 

Kemudian terdapat data monitoring penguasaan lahan yang dibuat oleh Camp 
Manager tanggal 3 Juni 2025 yang melaporkan bahwa 2 klaim kebun sawit 
tersebut selama ini masih proses negoisasi dan mediasi kepada pemilik untuk 
mendapatkan penyelesaiannya dengan status terkendali, dan sampai dengan 
audit sertifikasi awal PHL dilakukan belum ada penyelesaian atau kesepakatan 
antara perusahaan (PT HBL dengan klaimer). 
 
Kemudian seperti hasil verifikasi dokumen IPPKH di Blok II pada verifier 1.1.3 
dan data Penataan Area Kerja (PAK) PBPH PT Hutan Berau Lestari di Buku 
RKUPH Periode 2025 – 2034 maka diketahui bahwa di areal kerja PT HBL 
terdapat areal IPPKH seluas 171 Ha sebagai areal yang dikuasi oleh pihak ke 
yang mendapat areal izin sah tanpa skema perizinan  KLHK. 
 
Dengan demilkian luas pengusaan areal kerja PBPH PT HBL berkurang 56,66 
Ha karena klaim lahan berupa kebun sawit dan penggunaan areal IPPKH 
seluas 171 Ha, sehingga luas penguasaan areal kerja oleh PBPH PT HBL 
sebagai berikut : 

Luas Areal Kerja – (Luas IPPKH + Luas Klaim Lahan/Kebun Sawit) = 
( 12.099,66 Ha – (171 Ha + 56,66 Ha) = 11.872 Ha 
Sehingga dari perhitungan diatas maka diketahui penguasaan areal kerja oleh 
PBPH adalah : (11.872 Ha :12.099,66 Ha) X 100 % = 98,12 % (≥ 80 %) 
 

Nilai Kinerja 
Indikator 1.1 

: (16/18) x 100 % = 88,88 %  (BAIK) 

Nilai 
Kematangan/Bobot 

: 3 

 

Indikator 1.2 : 
Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi 

 
1. Verifier 1.2.1 

( Bobot : 1 ) 
: Keberadaan dokumen dan pelaksanaan sosialisasi visi, misi dan tujuan 

perusahaan yang sesuai dengan PHL 

NILAI KINERJA : Baik  / Nilai Aktual : 3 x 1 = 3 

Ringkasan 
Justifikasi 

: Pada audit sertifikasi awal PHL PBPH PT Hutan Berau Lestari telah tersedia 
SK Direktur Utama No.004/HBL-HTI/DIR.SK/JKT/I/2022 tanggal 8 Januari 
2022 tentang Visi dan Misi PBPH-HP PT Hutan Berau Lestari Kabupaten 
Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai berikut : 
Visi Perusahaan :  
“Menjadi  perusahaan  pengelolaan  Hutan Tanaman  Industri  yang  
Produktif  dengan melaksanakan  pengelolaan  hutan  tanaman yang  
berasaskan  Kelestarian  (Sustainability), Keuntungan  (Profitability)  dan  
Kesejahteraan (Prosperity)” 
Misi Perusahaan :  
1. Melaksanakan  kegiatan  pengelolaan  hutan tanaman  industri  

berdasarkan  Rencana  Kerja Usaha  Pemanfaatan  Hutan  pada  Hutan  
Tanaman (RKUPH)  dan  Rencana  Kerja  Tahunan  Usaha Pemanfaatan  
Hutan  pada  Hutan  Tanaman (RKTPH)  yang  telah  disahkan  Pejabat 
Berwenang; 

2. Menyelenggarakan  pengusahaan  hutan  tanaman yang berkualitas dan 
produktif  

3. Menjaga  kelestarian  lingkungan  hidup  melalui pengelolaan sumber 
daya hati dan ekosistemnya 
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4. Menyediakan  lapangan  kerja  dan  kesempatan usaha  bagi  
masyarakat  dan  industri  terkait,  yang dapat  meningkatkan  
kesejahteraan  bagi masyarakat sekitar 

5. Berupaya  mematuhi  peraturan  perundang- undangan  dan  
persyaratan  lainnya  yang  berlaku dalam  rangka  mencapai  
pengelolaan  hutan tanaman industri secara Lestari  

 
Selain itu terdapat dokumen Berita Acara Sosialisasi Visi dan Misi PBPH 
PT Hutan Berau Lestari yang meliputi : 
1. Berita Acara Sosialisasi kepada Camat, Polsek, Kodim, Kepala Desa dan 

tokoh masyarakat setempat terkait RKTPH 2022 dimana didalamnya 
terdapat Visi dan Misi Perusahaan, tempat acara di Aula Kantor Desa 
Semurut tanggal 31 Maret 2022; terlampir daftar hadir dan foto 
kegiatan; 

2. Berita Acara Sosialisasi kepada Camat, Polsek, Kodim, Kepala Desa dan 
tokoh masyarakat setempat terkait RKTPH 2023 dan CO RKTPH 2022 
dimana didalamnya terdapat Visi dan Misi Perusahaan, tempat acara di 
Aula Kantor Desa Semurut tanggal 06 Maret 2023; terlampir daftar hadir 
dan foto kegiatan; 

3. Berita Acara Sosialisasi kepada Karyawan Perusahaan dan Kontraktor 
(Mitra Kerja) yang dibuat oleh Manager Camp di Base Camp Mitra Kerja 
Semurut, tanggal 20 Februari 2023 dilampirkan foto dan daftar hadir 
karyawan perusahaan/kontraktor; 

4. Berita Acara Sosialisasi kepada Karyawan Perusahaan dan Kontraktor 
(Mitra Kerja) yang dibuat oleh Manager Camp di Base Camp Mitra Kerja 
Semurut, tanggal 06 Februari 2024 dilampirkan foto dan daftar hadir 
karyawan perusahaan/kontraktor; 

5. Berita Acara Sosialisasi kepada Camat, Polsek, Kodim, Kepala Desa dan 
tokoh masyarakat setempat terkait RKTPH 2024 dimana didalamnya 
terdapat Visi dan Misi Perusahaan, tempat acara di Aula Kantor 
Kampung Pilanjau tanggal 06 Maret 2024; terlampir daftar hadir dan foto 
kegiatan; 

6. Berita Acara Sosialisasi kepada masyarakat Desa Pesayan, Desa 
Semurut, Desa Pilanjau setempat terkait RKTPH 2025 dimana 
didalamnya terdapat Visi dan Misi Perusahaan, tempat acara di Aula 
Kantor Kampung Semurut tanggal 10 Desember 2024; terlampir daftar 
hadir dan foto kegiatan. 

Keberadaan dokumen visi dan misi PBPH PT Hutan Berau Lestari tersedia, 
legal dan sesuai dengan kerangka PHL serta sosialisasi dilakukan kepada 
level pemegang izin usaha (karyawan perusahaan dan mitra kerja) sampai 
masyarakat setempat yang terkena dampak, dan terdapat bukti 
Pelaksanaan (Berita Acara Sosialisasi, Daftar Hadir dan foto dokumentasi) 

2. Verifier 1.2.2 
( Bobot : 2 ) 

 Implementasi visi, misi dan tujuan perusahaan 

NILAI KINERJA : Buruk / Nilai Aktual : 1 x 2 = 2 

Ringkasan 
Justifikasi 

: Implementasi Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan dapat di verifikasi langsung 
terhadap pencapaian 5 (lima) MISI yang sudah ditetapkan oleh Direksi pada 
tahun 2022 (sesuai verifier 1.2.1), yaitu sebagai berikut : 

URAIAN MISI PT HBL IMPLEMENTASI 

Melaksanakan  kegiatan  
pengelolaan  hutan tanaman  
industri  berdasarkan  Rencana  
Kerja Usaha  Pemanfaatan  
Hutan Tanaman  pada  Hutan  
Produksi (RKUPH)  dan  

Keberadaan dokumen Perencanaan 
Jangka Panjang (RKUPH periode 
2015 s/d 2024) PBPH PT HBL  yang 
disahkan lengkap dan bahkan sudah 
dilakukan perpanjangan 10 tahun 
periode kedua (2025 s/d 2034), 
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Rencana  Kerja  Tahunan  Usaha 
Pemanfaatan  Hutan  pada  
Hutan  Tanaman (RKTPH)  yang  
telah  disahkan  Pejabat 
Berwenang. 

serta dokumen RKTPH selama 
periode audit (2019 s/d 2024) yang 
disahkan lengkap, namun realisasi 
kegiatan penyiapan lahan dan 
penanaman tanaman industri di 
lapangan sampai dengan audit PHL 
(sertifikasi awal) masih kecil yaitu : 
A. Penyiapan Lahan RKT 2020 s/d 

2024 sebagai berikut : 
1. Rencana seluas 6.359,60 Ha 
2. Realisasi seluas 3.054,29 Ha 
3. Pecapaian 48,03 % 

 
B. Penanaman Tanaman Industri 

RKT 2020 s/d 2024 
1. Rencana seluas 10.735,94 

Ha 
2. Realisasi seluas  1.352,95 

Ha 
3. Pecapaian 12,60 % 

   Rata –rata pencapaian = 30,32 % 
  

Menyelenggarakan  
pengusahaan  hutan  tanaman 
yang berkualitas dan produktif 

Selama periode audit PT HBL belum 
menghasilkan produksi dari tanaman 
industri karena realisasi tanaman 
industri belum mencapai umur daur 
tebang karena kegiatan penanaman 
baru ter realisasi pada RKT 2021 s/d 
RKT 2025. 
Sedang produksi kayu selama 3 
tahun terakhir (RKT 2022 s/d 2024) 
berasal dari LOA yaitu kayu alam 
hasil penyiapan lahan (land clearing) 
seluas  3.054,29 Ha.dengan  realisasi 
produksi kayu alam yang telah di 
LHP kan sebanyak 71.091,63 M3 
atau tercapai 61,25 % dari rencana 
produksi kayu alam dari LOA 
116.070,53 M3 

Menjaga  kelestarian  lingkungan  
hidup  melalui pengelolaan 
sumber daya hati dan 
ekosistemnya 
 

Realisasi kumulatif  penataan batas 
Kawasan Lindung selama 6 tahun 
terakhir atau sejak tahun 2022 
setelah diambil alih yaitu baru 
tercapai 39,85 % dari panjang 
batas KL 155,30 KM, namun masih 
banyak perambahan hutan dan 
perburuan satwa liar di dalam areal 
kerja, 

Menyediakan  lapangan  kerja  
dan  kesempatan usaha  bagi  
masyarakat  dan  industri  terkait,  
yang dapat  meningkatkan  
kesejahteraan  bagi masyarakat 
sekitar 
 

Realisasi tenaga kerja local PT HBL 
atau dari masyarakat setempat 
selama periode audit atau sejak RKT 
2022 s/d 2025 tercapai 25,48.% 
dan selama operasional pada RKT 
2022 s/d RKT 2025, dan auditee 
belum melakukan sosialisasi 



 
 

Halaman 11 dari 88 
 

F1-02.15 Rev.1 

keseluruh desa yang berada di Blok 
I dan Blok II yang belum dilakukan 
penataan batas. 

Berupaya  mematuhi  peraturan  
perundang- undangan  dan  
persyaratan  lainnya  yang  
berlaku dalam  rangka  
mencapai  pengelolaan  hutan 
tanaman industri secara Lestari  
 

Sampai dengan audit Sertifikasi 
Awal pencapaian penatataan batas 
areal kerja PT HPL baru tercapai 
42,98 % atau belum TEMU 
GELANG, yaitu di Blok III. Sedang 
pada Blok I dan Blok II yang belum 
ditata batas sudah memiliki 
Pedoman Tata Batas (Rencana 
Penataan Batas) dan disahkan oleh 
Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata 
Lingkungan yang baru akan ditindak 
lanjuti auditee pada tahun 
2025/2026 (sesuai RKUPH Periode 
2025-2034). 

Rata-rata realisasi implementasi visi – misi PT Hutan Berau Lestari adalah 
199,88 /5 =39,98 % 
Sehingga Implementasi PHL sesuai dengan visi dan misi PT Hutan Berau 
Lestari dinilai 36,50 % dalam cakupan nilai < 70 % sesuai dengan visi dan 
misi PHL. 

Nilai Kinerja Indikator 
1.2 

: (5/9) x 100 % = 55,55 %  = BURUK 

Nilai 
Kematangan/Bobot 

:  1 

 

Indikator 1.3 : 
Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerja kan tenaga profesional bidang kehutanan dan 
tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan 

pengelolaan hutan lestari. 
 

1. Verifier 1.3.1 
( Bobot : 2 ) 

: Ketersediaan organisasi pengelolaan hutan yang menjamin 
terselenggaranya pengelolaan hutan yang lestari 

NILAI KINERJA : Sedang  / Nilai Aktual : 2 x 2 = 4 

Ringkasan 
Justifikasi 

: Selama periode audit (2019 s/4 2024) terdapat 4 dokumen Struktur 
Organisasi PT Hutan Berau Lestari antara lain : 
1. SO Tahun 2022, dibuat oleh Setio Eko Wahyono (Manager), diperiksa 

oleh General Manager (Agus Woni Silvanto) dan disetujui oleh Hari 
Sumitro (Direktur Utama) pada tanggal 09 Mei 2022; 

2. SO Tahun 2023, dibuat oleh Setio Eko Wahyono (Manager), diperiksa 
oleh General Manager (Agus Woni Silvanto) dan disetujui oleh Hari 
Sumitro (Direktur Utama) pada tanggal 01 Februari 2023; 

3. SO Tahun 2024, dibuat oleh Setio Eko Wahyono (Manager 
Operasional), diperiksa oleh Regional Manager (Roby Alfadani) dan 
disetujui oleh Hari Sumitro (Direktur Utama) pada tanggal 30 Januari 
2024; 

4. SO Tahun 2024, dibuat oleh Setio Eko Wahyono (Manager 
Operasional), diperiksa oleh Regional Manager (Roby Alfadani) dan 
disetujui oleh Hari Sumitro (Direktur Utama) pada tanggal 25 
November 2024 sesuai SK No.005/HBL-HRD/JKT/XI/2024. 

Bagan SO tahun 2024 yang dibuat tanggal 25 November 2024 terdiri dari : 
1. Struktur Organisasi Operasional Umum; 
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2. Struktur Organisasi Forest Protection HSE (BRIGDALKARHUTLA) 
3. Struktur Organisasi Forest Protection HSE (KTA) 
4. Struktur Organisasi Forest Protection HSE (K3) 
5. Struktur Organisasi Forest Protection Pengamanan Hutan & Sosial 

(Resolusi Konflk) 
Terdapat dokumen job description sebanyak 23 jabatan untuk mendukung 
Struktur Organisasi yang sudah ditetapkan dan disetujui oleh Direktur 
Utama PT HBL (Hari Sumitro). 
Terdapat dokumen job description sebanyak 23 jabatan untuk mendukung 
5 Struktur Organisasi yang sudah ditetapkan dan disetujui oleh Direktur 
Utama PT HBL (Hari Sumitro). 
Hasil verifikasi dokumen Bagan SO yang tersedia dan job description yang 
dimiliki PT HBL, yaitu t  Bagan SO yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan 
organisasi perusahaan untuk mencapai kinerja pengelolaan hutan lestari 
karena didalam Bagan SO terdapat jabatan setingkat Askep meliputi 
Perencanaan, Produksi, Nursery., Plantation, HSE, Sosial dan Pengamanan 
Hutan yang mencerminkan 4 (empat) aspek PHL (Prasyarat, Produksi, 
Ekologi dan Sosial), Namun Bagan SO yang ditetapkan oleh Direksi PT 
HBL tersebut secara operasional kurang efektif masih ditemukan 
personal yang merangkap beberapa jabatan di dalam Bagan Struktur 
Organisasi setingkat Manager. 
 

2. Verifier 1.3.2 
( Bobot : 2 ) 
 

: Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, 
tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) di lapangan 
pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan 

NILAI KINERJA : Sedang / Nilai Aktual : 2 x 2 = 4 

Ringkasan 
Justifikasi 

: Pada periode audit Sertifikasi Awal PHL PBPH PT Hutan Berau Lestari 
selama 6 tahun terakhir (2019 s/d 2024) terdapat data rencana (RKUPH) 
dan realisasi penggunaan tenaga GanisPH (6 RKT) seperti tabel berikut : 

No Ganis 
PH 

RKUPH 
2015-
2024 

RKT 
2020 

RKT 
2021 

RKT 
2022 

RKT 
2023 

RKT 
2024 

RKUPH  
2025 

1 Kurpet 1 0 0 1 1 0 1 
2 Canhut 1 0 0 1 1 1 1 
3 Nenhut 1 1 2 0 0 0 0 
4 Binhut 1 0 0 1 1 2 1 
5 PKB 2 0 0 2 2 0 3 
 Jumlah 6 1 2 5 5 3 6 

 
Terdapat data penggunaan tenaga professional bidang kehutanan dan 
teknis lainnya (non kehutanan) tahun 2025 di PBPH PT Hutan Berau Lestari 
sebagai berikut : 
 Sarjana Kehutanan : 2 orang 
 Sarjana Pertanian : 1 orang 
 Diploma Kehutanan : 2 orang 
 SMK : 4 orang 
 Sarjana Non Kehutanan : 5 orang 
 Diploma Non Kehutanan : 2 0rang 
Terdapat data realisasi penggunaan GanisPH tahun 2025 (Update) sebagai 
berikut : 

1. GANISPH CANHUT atas nama Yoga Eko Prasetyo, Register 
01230002018 Persetujuan Penugasan No. 111023060 tanggal 26 
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Oktober 2023 dan Penempatan No. 115319826268 tanggal 23 
Februari 2024 yang berlaku sampai dengan tanggal 02 Februari 2026. 

2. GANISPH PKB atas nama Abib Musthofa dengan No. Register : 
23230012986 sesuai SK Persetujuan GANISPH Nomor : 110223345 
tanggal 28 Februari 2023 dan SK Penempatan GANISPH sebagai 
Penerbit LHP dengan Nomor : 115041937348 tanggal 11 Desember 
2024 yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2025; 

3. GANISPH PKB atas nama Ade Irawan dengan Nomor Register 
23250016313 sesuai SK Persetujuan GANISPH Nomor : 130625017 
tanggal 03 Juni 2025 dan SK Penempatan GANISPH sebagai Penerbit 
SKSHHK dengan Nomor : 138011847519 tanggal 03 Juni 2025 yang 
berlaku sampai dengan 31 Agustus 2025; 

4. GANISPH PKB atas nama Arfin Aris dengan No. Register : 
23240022633 sesuai SK Persetujuan GANISPH Nomor : 111224016 
tanggal 09 Desember 2024 dan SK Penempatan GANISPH sebagai 
P3KB dengan Nomor : 110465843789 tanggal 11 Desember 2024 
yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2025. 

5. GANISPH BINHUT atas nama Nuridin dengan No. Register : 
03240022634 sesuai SK Persetujuan GANISPH Nomor : 111224010 
tanggal 06 Desember 2024 dan SK Penempatan GANISPH BINHUT 
dengan Nomor : 117905896390 tanggal 12 Juni 2025 yang berlaku 
sampai dengan 01 Maret 2026; 

6. GANISPH KURPET atas nama Syarifuddin dengan No. Register : 
16240022631 sesuai SK Persetujuan GANISPH Nomor : 111224011 
tanggal 06 Desember 2024 dan SK Penempatan GANISPH KURPET 
dengan Nomor : 115085307605 tanggal 12 Juni 2025 yang berlaku 
sampai dengan 01 Maret 2026 

Sehingga selama periode audit Sertifikasi Awal (6 tahun terakhir) 
ketersediaan tenaga professional dan Ganis PH belum terpenuhi secara 
keseluruhan sesuai tingkat kebutuhan, seperti GanisPH Nenhut sejak tahun 
2019 belum dipenuhi sesuai rencana kebutuhan.   

3. Verifier 1.3.3 
( Bobot : 2 ) 

: Peningkatan kompetensi SDM 

NILAI KINERJA : Sedang/ Nilai Aktual : 2 x 2 = 4 

Ringkasan 
Justifikasi 

: Selama periode audit Sertifikasi Awal PHL pada PBPH PT Hutan Berau 
Lestari telah melakukan kegiatan peningkatan SDM karyawannya, dan 
kegiatan tersebut tertuang dalam dokumen Rencana Peningkatan SDM 
yaitu data pada tahun 2019, 2020, dan 2021 sesuai di Buku RKT yang 
disahkan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan data 
pada tahun 2022, 2023 dan 2024 dibuat oleh Kepala HRD PT HBL. 
Sesuai dengan sumber data diatas maka diketahui rencana dan realisasi 
peningkatan SDM di PBPH PT HBL selama 6 tahun terakhir seperti pada 
tabel berikut : 

No RKT 
Tahun 

Rencana 
(org) 

Realisasi 
(org) 

% Keterangan 

1 2019 1 0 0 Tidak ada data 
2 2020 1 0 0 Tidak ada data 
3 2021 1 0 0 Tidak ada data 
4 2022 2 2 100 Pelatihan drone  

 Yoga Eko 
Prasetyo 
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 Rudi 
Hartono 

5 2023 2 2 100 Pelatihan GIS 
6 6 100 PK GanisPH 4 

orang 
Sosialisasi 
SIPATOK 1 org 
Workshop 
SIPASHUT 1 org 

6 2024 6 6 
 

100 PK GanisPH 3 
org 
Ujikom GanisPH 
3 org 

11 10 91  
 

 Jumlah   301   
Pencapaian tahun 2022 = 100 % 
Rata2 persentase tahun 2023 = 100 % 
Rata2 persentase tahun 2024 = 95,50 % 
Jumlah pencapaian selama periode audit = 395,50 % 
Rata2 persentase selama periode audit 6 tahun RKT = 395,50 % / 6 tahun 
= 65,91 % 
Seluruh kegiatan pelatihan/peningkatan kompetensi SDM diatas telah 
dilengkapi (terlampir) dengan bukti peserta berupa surat tugas atau 
sertifikat ujikom dan hasil PK (penilaian kinerja) 
Realisasi peningkatan kompetensi tenaga professional bidang kehutanan di 
PT Hutan Berau Lestari sebesar 65,91 % (antara 50 - 70 %). 

4. Verifier 1.3.4 
( Bobot : 1 ) 

: Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga profesional bidang 
kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan 
tenaga lain) 

NILAI KINERJA : Baik/ Nilai Aktual : 3 x 1 = 3 

Ringkasan 
Justifikasi 

: Terdapat Dokumen Ketenagakerjaan lengkap sebagai berikut : 

1. Terdapat Daftar Karyawan PT HBL bulan Mei 2025 Dibuat oleh Darma 
Putra (KTU) dan Diketahui oleh Setio Eko Wahyono (Manager 
Operasional) tercatat jumlah karyawan sebanyak 19 orang; 

2. Terdapat Daftar Karyawan PT Tunas Wana Sejahtera (Mitra Kerja) 
bulan Mei 2025 Dibuat oleh Elena Saragih (Assisten HR PAGA), 
Diketahui oleh Muddasir Kamal (KTU), dan Disetujui oleh Jajang 
Suherlan (Estate Manager) tercatat jumlah karyawan sebanyak 30 
orang; 

3. Terdapat Daftar Karyawan PT Hamparan Hutan Hijau Emas (Mitra 
Kerja) bulan Mei 2025 Dibuat oleh Domishita Ferdinano Tupamahu 
(Kepala Kantor), tercatat jumlah karyawan sebanyak 41 orang; 

4. Terdapat Daftar Karyawan Tenaga Teknis dan Non Teknis bulan Juni 
2025 Dibuat oleh Darma Putra (KTU) tercatat jumlah karyawan teknis 
kehutanan 4 orang, GanisPH 6 orang dan non teknis kehutanan 11 
orang;  

5. Terdapat Dokumen penerimaan tenaga kerja/kontrak kerja 
6. Ijazah tenaga teknis dan non teknis 

No Nama Jabatan Ijazah 
1 Roby Alfadani Regional Operasional 

Manager 
S1 Kehutanan 

2 Yoga Eko Prasetyo Asisten FM dan Pemetaan S1 Kehutanan 
3 Setyo Eko Wahyono Manager Operasional S1 Kehutanan 
4 Rudi Hartono Askep Perencanaan D2 Kehutanan 
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5 Mudjiono Askep Tanam S1 Pertanian 
6 Darma Putra KTU S1 Keuangan 
7 Nuridin Asisten Plantation S1 Kehutanan 
8 Lulu Apriyani Inas Asisten HRD & GA S1 Teknik  
9 Syarifuddin Ganis Kurpet D1 Kehutanan 
10 Nora Fitnaningsih Asisten Logistik S1 Non 

Kehutanan 
11 Rini Anggraini Tarigan Asisten Accounting S1 Non 

Kehutanan 
12 Octha Katisa Sinaga Asisten Finance D1 Busines 

7. Terdapat Sertifikat Kompetensi GanisPH (6 orang) 
8. Surat Persetujuan Penugasan GanisPH (6 orang) 
9. Surat Penempatan GanisPH (5 orang) 
10. Kartu GanisPH (6 orang)  
11. GanisPH tercatat sebagai peserta BPJS berdasarkan dokumen Tincian 

Iuran Tenaga kerja bulan  April dan Mei 2025, bukti pembayaran BPJS 
Ketenagakerjaan total  pembayaran Rp 13.179.040 dan Jamkes total 
Rp. 4.894.176 

12. Terdapat Sertifikat Uji Kompetensi sebagai berikut : 

Nama GanisPH 
Sertifikat Kompetensi 

No Register Berlaku 
Yoga Eko Prasetyo CANHUT GNS 2063 04507 2023 06/09/23 s/d 05/09/28 

Adi Irawan PKB GNS 2063 0248 2025 25/04/25 s/d 24/01/30 
Nuridin BINHUT GNS 2063 1302 2024 08/11/24 s/d 07/11/29 
Syarifuddin KURPET GNS 2063 1299 2024 08/11/24 s/d 07/11/29 

13. Terdapat Kartu Ganis Pengelolaan Hutan lengkap sebanyak 6 orang   
14. Terdapat Surat Persetujuan Penugasan GanisPH dari Balai 

Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII Samarinda dan Surat 
Penempatan GanisPH dari Direktur Utama PT HBL, seperti rincian di 
verifier 1.3.2 

Nilai Kinerja 
Indikator 

: (15/21) X 100 %  = 71,42 % (SEDANG) 

Nilai 
Kematangan/Bobot 

: 2 

 

Indikator 1.4 : 
Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik,Pelaporan 

Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian 
(Kegiatan)/Pemegang PBPH Hutan Produksi 

 
1. Verifier 1.4.1 

( Bobot : 2 ) 
: Keberadaan perangkat sistem informasi manajemen 

NILAI KINERJA : Baik / Nilai Aktual : 3 x 2 = 6 

Ringkasan 
Justifikasi 

: PBPH PT Hutan Berau Lestari memiliki sistem informasi manajemen SIM) 
berbasis teknologi informasi yang didukung oleh ketersediaan jaringan internet 
dan telah berjalan efektif, dan sistim tersebut diduskung peralatan elektronik di 
Base Camp Gn Padai dan jenis peralatan seperti tabel berikut : 
 

No Jenis Alat Nama Alat Fungsi Alat Jumlah Kondisi 

1 Smartphone  Xiaomi 
Redmi 
9C 

 Samsung 
M14 

 

 Telepon, Alat 
Komunikasi via aplikasi 
media sosial 
(Whatsapp, Zoom, 
Email, Dsb) 

2 Unit Baik 
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 Sebagai alat 
dokumentasi, Foto 
Scan, Barcode Scan 

2 Komputer PC Dekstop Alat Komunikasi dan Alat 
Kerja 

1 Unit Baik 

3 Laptop  Asus 
 Lenovo 

Alat Komunikasi dan Alat 
Kerja Via Internet 

1 Unit Baik 

4 Starlink Starlink 
Standard 

Alat Komunikasi dan Alat 
Kerja Via Internet 

1 Unit Baik 

5 Printer Epson Alat Cetak Kertas 1 Unit Baik 

6 Printer 
Barcode 

Zebra Alat Cetak Barcode 1 Unit Baik 

Terdapat  SK Direktur Utama tentang Penunjukan Operator SIM PT HBL seperti 
pada tabel berikut 
  

No SK. Direktur Utama Operator SIM Nama 
1 006/HBL-HTI/JKT/I/2024,  

tgl 22 Januari 2024 
Siatem Informasi Reancana 
Kerja dan Pelaporan 
(SIPASHUT) 

Lulu Apriyanti Inas 

2 008/HBL-HTI/JKT/V/2024,  
tgl 06 Mei 2024 

Sistem Pelaporan Elektronik 
Perizinan Bidang Lingkungan 
Hidup (SIMPEL) 

Lulu Apriyanti Inas 
dan  
Charles Boy Sianturi 
(Kontraktor) 

3 047/HBL-HTI/JKT/XII/2023,  
tgl 28 Desember 2023 

Sistem Informasi 
Pengendalian Kebakaran 
Hutan (SIPONGI) 

Lulu Apriyanti Inas 
dan  
Charles Boy Sianturi 
(Kontraktor) 

4 010/HBL- HTI/JKT/I/2023,  
tgl 07 Januari 2023 

Sistem Informasi Penerimaan 
Negara Bukan Pajak 
(SIPNBP) 

Ade Irawan 

5 042/HBL-HTI/JKT/IX/2023,  
tgl 25 September 2023 

Sistem Informasi 
Penatausahaan Hasil Hutan 
(SIPUHH) 

Ade Irawan dan  
Abib Musthofa 

Keberadaan perangkat SIM berbasis teknologi manajemen lengkap dan 
didukung keberadaan operator SIM yang ditetapkan melalui SK Direktur Utama 
PT Hutan Berau Lestari. 

2. Verifier 1.4.2 
( Bobot : 1 ) 

 Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya 

NILAI KINERJA : Sedang/ Nilai Aktual : 2 x 1 = 2 
Ringkasan 
Justifikasi 

: Pada periode audit Sertifikasi Awal PHL PBPH PT  Hutan Berau Lestari selama 
6 tahun terakhir, telah didapatkan dokumen SK Direktur Utama No.017/SP-
HRD/SK-PENGANGKATAN/JKT/5/2022, tanggal 9 Mei 2022 tentang 
Pengangkatan Karyawan Tetap Sebagai Kpala Internal Audit PT Hutan Berau 
Lestari, sesuai Bagan Struktur Organisasi Operasional PT HBL Tahun 2024 
yang menggambarkan keberadaan Kepala Internal Audit (Waryadi Lukman) 
yang membawahi 5 Auditor antara lain : 

1. Auditor Prasyarat (Fani Fitriah); 
2. Auditor Produksi (Fernando Yanna P. 
3. Auditor Ekologi (Syamsudin) 
4. Auditor Sosial (Kamal G) 
5. Auditor VLK (Rio Perkasa) 
Selain itu Terdapat dokumen SOP Satuan Pengawas Internal (SOP SPI) 
dengan dokumen Nomor : PK/KTU-08 tentang Standar Prosedur Operasional 
(SPO) Pengawas Internal. Yang dibuat oleh Darma Putra (KTU), Diperiksa Setio 
Eko Wahyono (Manager Operasional, Disetujui Roby Alfadani (Regional Ofɚce 
Manager) 

Selama periode audit hanya 3 tahun terakhir yang tersedia 3 (tiga) Laporan 
Internal Audit / SPI yang sekaligus digabung dengan Laporan  monitoring 
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dan evaluasi (MonEv) yaitu pada RKT tahun 2022, Tahun 2023 dan RKT 2024 
dengan ruang lingkup seluruh aspek kegiatan pengelolaan hutan lestari yaitu 
Aspek Prasyarat; Aspek Produksi; Aspek Ekologi, Aspek Sosial dan Aspek VLK, 
yang mengacu SK.62 atau SK 9895. 

Kesimpulan keberadaan SPI PT HBL belum berfungsi efektif karena pada 
Laporan SPI dan Monev yang digabung hanya sebagian kegiatan PHL yang 
dilakukan audit internal serta hasil temuan audit pada RKT yang diperiksa 
belum dituntaskan keseluruhan oleh penanggung jawab (PIC) dalam hal ini 
oleh Manager Operasional PT HBL, sehingga kemugkinan besar bisa jadi 
temuan lagi pada verifier yang sama saat internal audit tahunan dilakukan, 
contohnya seperti perbaikan (revisi) SOP yang menjadi temuan tahun 2024 
untuk dilakukan revisi/perbaikan sampai dengan audit PHL dilaksanakan masih 
banyak SOP yang belum diperbaiki atau disesuaikan dengan peraturan 
perundangan yang berlaku baik aspek Produksi, Ekologi dan Sosial. 

3. Verifier 1.4.3 
( Bobot : 2 ) 

: Terlaksananya tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan 
evaluasi. 

NILAI KINERJA : Sedang/ Nilai Aktual : 2 x 2 = 4 

Ringkasan 
Justifikasi 

: Sesuai dengan dokumen laporan SPI dan MoNev pada 3 (tiga) tahun terakhir 
(RKT 2022, 2023 dan 2024) PT Hutan Berau Lestari yang ditelah verifikasi, 
maka diketahui bahwa hasil temuan SPI hanya sebagian yang dilakukan 
koreksi (seperti verifier 1.4.2) 
Sehingga dari laporan MoNev yang digabung dengan Laporan SPI per tahun 
diketahui bahwa tindak perbaikan dari kegiatan monitoring dan evaluasi belum 
dilakukan secara menyeluruh pada seluruh aspek pengelolaan hutan lestari, 
walupun pedoman SPI mengacu SK.62 atau SK.9895 yang meliputi Aspek 
Prasyarat, Produksi, Ekologi, Sosial dan VLHH. 

4. Verifier 1.4.4 
( Bobot : 2 ) 

: Keberadaan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik kementerian 
LHK dan instansi lainnya serta kepatuhan pengisiannya 

NILAI KINERJA : Sedang/ Nilai Aktual : 2 x 2 = 4 

Ringkasan 
Justifikasi 

: Terdapat dokumen SK Direktur Utama PT HBL tentang Penunjukan Operator 
SIM seperti Tabel berikut : 

No SK. Direktur Utama Operator SIM Nama 
1 006/HBL-

HTI/JKT/I/2024,  
tgl 22 Januari 2024 

Siatem Informasi 
Reancana Kerja dan 
Pelaporan (SIPASHUT) 

Lulu Apriyanti 
Inas 

2 008/HBL-
HTI/JKT/V/2024,  
tgl 06 Mei 2024 

Sistem Pelaporan 
Elektronik Perizinan 
Bidang Lingkungan 
Hidup (SIMPEL) 

Lulu Apriyanti 
Inas dan  
Charles Boy 
Sianturi 
(Kontraktor) 

3 047/HBL-
HTI/JKT/XII/2023,  
tgl 28 Desember 
2023 

Sistem Informasi 
Pengendalian 
Kebakaran Hutan 
(SIPONGI) 

Lulu Apriyanti 
Inas dan  
Charles Boy 
Sianturi 
(Kontraktor) 

4 010/HBL- 
HTI/JKT/I/2023,  
tgl 07 Januari 2023 

Sistem Informasi 
Penerimaan Negara 
Bukan Pajak (SIPNBP) 

Ade Irawan 

5 042/HBL-
HTI/JKT/IX/2023,  
tgl 25 September 
2023 

Sistem Informasi 
Penatausahaan Hasil 
Hutan (SIPUHH) 

Ade Irawan dan  
Abib Musthofa 
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Hasil verifikasi terhadap kepatuhan operasional SIM milik Kementerian 
Kehutanan yang dilakukan operator SIM yang diangkat Direktur Utama PBPH 
PT Hutan Berau Lestari selama 3 tahun terakhir (Januari 2023 s/d Mei 2025) 
dapat diketahui sebagai berikut : 

1. Terhadap laporan SIPONGI  dinilai AKTIF dan CUKUP PATUH; 
2. Terhadap laporan SIPUHH dan SI PNBP, dinilai Aktif dan tidak terdapat 

tunggakan pembayaran; 

3. Terhadap laporan SIPASHUT, dinilai BELUM TERTIB karena masih ada 
keterlambatan atau tidak melaporkan pada beberapa bulan. 

4. Terhadap pelaporan SIMPEL, dinilai AKTIF sesuai laporan RKL/RPL 
Semester 

Nilai Kinerja 
Indikator 

: (16/21) x 100 %  =  76,19 % (SEDANG)  

Nilai 
Kematangan/Bobot 

: 2 

 

Indikator 1.5 : 
Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA) 

 
1. Verifier 1.5.1 

( Bobot : 2 ) 
: Persetujuan rencana usaha pemanfaatan melalui peningkatan pemahaman, 

keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya. 

NILAI KINERJA : Sedang/ Nilai Aktual : 2 x 2 = 4 

Ringkasan 
Justifikasi 

: Pada periode audit Sertifikasi Awal PHL 6 tahun terakhir PT BHL memiliki 
dokumen RKT 2019 s/d RKT 2024 yang sudah disahkan dengan rincian 
sebagai berikut : 
1. Terdapat RKT 2019 disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi 

Kalimantan Timur No.522/110.1/121/Kpts/DK-II/2019 tanggal 7 Oktober 
2019, serta lampiran Peta RKT; 

2. Terdapat RKT 2020 disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi 
Kalimantan Timur No.522/110.1/27/Kpts/DK-II/2020 tanggal 6 Februari 
2020, serta lampiran Peta RKT; 

3. Terdapat RKT 2021 disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi 
Kalimantan Timur No.522/110.1/10/Kpts/DK-II/2021 tanggal 12 Januari 
2021, serta lampiran Peta RKT; 

4. Terdapat RKT 2022 disahkan (self approval) oleh Direktur Utama PT Hutan 
Berau Lestari (Hari Sumitro) No. 006/HBL-HTI/RKTPH/JKT/I/2022 tanggal 
04 April 2022 , serta lampiran Peta RKT; 

5. Terdapat RKT 2023 disahkan (self approval) oleh Direktur Utama PT Hutan 
Berau Lestari (Hari Sumitro) No. 007/HBL-HTI/RKTPH/JKT/I/2023 tanggal 
5 Januari 2023, serta lampiran Peta RKT; 

6. Terdapat RKT 2024 disahkan (self approval) oleh Direktur Utama PT Hutan 
Berau Lestari (Hari Sumitro) No.03/HBL-HTI/RKTPH/JKT/I/2024 tanggal 4 
Januari 2024, serta lampiran Peta RKT; 

Berdasarkan dokumen Sosialisasi RKT maka diketahui daftar nama Desa 
Terdampak/Binaan RKT PT HBL sebagai berikut  : 
1. Desa Semurut, terdapat sosialisasi RKT tahun 2022, 2023 dan 2025 
2. Desa Pilanjau, terdapat sosialisasi RKT tahun 2024  
3. Desa Pesayan, terdapat sosialisasi RKT tahun 2025 
Sedang dokumen Sosialisasi RKT yang tidak ditemukan yaitu RKT 2019, 2020, 
dan 2021 dan sesuai penjelasan pendamping auditor Prasyarat (Sdr. Roby) 
karena kegiatan sosialisasi RKT dilakukan oleh pihak manajemen lama 
(sebelum di take over tahun 2022 oleh manajemen baru). 
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2. Verifier 1.5.2 
( Bobot : 1 ) 

 Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan  

NILAI KINERJA : Sedang/ Nilai Aktual : 2 x 1 = 2 
Ringkasan 
Justifikasi 

: Pada audit Sertifikasi Awal PHL PBPH PT Hutan Berau Lestari terdapat jenis 
dan luasan kawasan lindung pada areal kerja PBPH PT HBL yang ditetapkan 
berdasarkan perubahan RKUPH An PT HBL Untuk Periode Tahun 2015-2024 
di tahun 2023 sebagai berikut : 
a. Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN) seluas 179 Ha; 
b. Kawasan Pelestarian Satwa Liar (KPSL) seluas 153,46 Ha; 
c. Sempadan Sungai seluas 246,17 Ha; 
d. Bukit Karst seluas 235 Ha  
e. Kelerengan ˃ 40 % seluas 2.064,07 Ha 
 
Terdapat SK Direktur Utama PT HBL tenttang Perubahan Penetapan Kawasan 
Lindung Di Areal Kerja PHPH-HT PT HBL Kab. Berau, Prov Kalimantan Timur, 
berdasarkan SK Perubahan RKUPH Periode 2015-2024 atas nama PT HBL No. 
SK.4871/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/4/2023 

Selama periode audit (6 tahun terakhir) kegiatan sosialisasi kawasan lindung 
hanya dilakukan pada RKT 2022, RKT 2023, RKT 2024 dan 2025, yaitu 
bersamaan dengan sosialisasi RKT (seperti verifier 1.5.1) kepada karyawan 
level manajemen dan masyarakat setmpat meliputi desa : 
1. Desa Semurut, terdapat sosialisasi RKT tahun 2022, 2023 dan 2025; 
2. Desa Pilanjau, terdapat sosialisasi RKT tahun 2024 ; 
3. Desa Pesayan, terdapat sosialisasi RKT tahun 2025 
Terdapat dokumen sosialisasi kawasan lindung, pemasangan plang himbauan 
serta penataan dan penandaan Kawasan lindung dan berdasarkan hasil 
konsultasi public tanggal 12 Juni 2025 diketahui bahwa masyarakat setempat 
tahu keberadaan tanda plang kawasan lindung dan kegiatan yang dilarang di 
kawasan lindung dari sosialisasi RKT yang diadakan oleh PT HBL. Namun 
masyarakat juga mengakui masih melakukan perburuan satwa liar (rusa, 
pelnduk dan babi) dengan cara memasang jerat atau jebakan. 
 
Sehingga kegiatan penetapan kawasan lindung yang menyangkut kepentingan 
langsung masyarakat pada RKT berjalan telah di konsultasikan dan 
mendapatkan persetujuan dari para pihak di desa terdampak, namun masih 
terdapat perambahan hutan dan kegiatan berburu di kawasan hutan 

Nilai Kinerja 
Indikator 

: (6/9) x 100 % = 66,67 %  (SEDANG) 

Nilai 
Kematangan/Bobot 

: 2 
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2. PRODUKSI 
Indikator 2.1 : 

Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari 
1
. 

Verifier 
2.1.1  

: Kelengkapan dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh pejabat 
yang berwenang. 

Bobot : 1 
NILAI 
KINERJ
A 

: BAIK / Nilai Aktual : 3 x 1 =3 

Ringkas
an 
Justifika
si 

: PT Hutan Berau Lestari pada periode Audit Sertifikasi Awal  ini memiliki dokumen 
rencana jangka panjang (manajemen plan) lengkap yang terdiri dari Buku, Peta-
Peta lampiran dan Surat Keputusan persetujuan dari pejabat yang berwenang 
yaitu: 

a) PBPH PT Hutan Berau Lestari . telah memiliki dokumen RKUPH periode 
berjalan tahun 2015 - 2024 yang telah disahkan oleh a.n. Menteri Kehutanan, 
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari. No. SK.21/UHP-2/2015 tanggal 
10 November 2015., tersedia lengkap meliputi dokumen Buku, Lampiran Peta 
dan SK Pengesahannya. 

b) PBPH PT Hutan Berau Lestari . telah memiliki dokumen RKUPH Perubahan 
periode berjalan tahun 2015 - 2024 yang telah disahkan oleh a.n. Menteri 
Kehutanan, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari. SK.4871/MenLHK-
PHL/PUPH/HPL.1/4/2023 tanggal 26 April 2023., tersedia lengkap meliputi 
dokumen Buku, Lampiran Peta dan SK Pengesahannya 

c) PBPH PT Hutan Berau Lestari . telah memiliki dokumen RKUPH periode 
berjalan tahun 2025-2034 yang telah disahkan oleh a.n. Menteri Kehutanan, 
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari. SK. No. 78 Tahun 2025 tanggal 
14 Januari 2025., tersedia lengkap meliputi dokumen Buku, Lampiran Peta dan 
SK Pengesahannya 

d) Berdasarkan pengamatan auditor di lapangan, RKUPH PT Hutan Berau Lestari  
telah sesuai dengan kondisinya di lapangan, baik dari luasan areal kerja sesuai 
SK PBPH, fungsi kawasan hutan, jenis usaha pemanfaatan yang dikembangkan  

e) RKUPH periode 2025-2034 telah memasukan multiusaha kehutanan berupa 
kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya tanaman (hutan tanaman), 
kegiatan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu , Kegatan Usaha pemanfaatan 
jasa lingkungan, Kegiatan penyerapan da/atau penyimpanan karbon sesuai 
dengan Dokumen Rancanagan Aksi Mitigasi (DRAM) yang dilakukan di seluruh 
areal kerja. 

2
. 

Verifier 
2.1.2  

: Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka 
panjang. 

Bobot : 2 
NILAI 
KINERJ
A 

: SEDANG /Nila Aktual : 2 x 2 = 4 

Ringkas
an 
Justifika
si 

: a) Penataan areal kerja PBPH PT Hutan Berau Lestari. sesuia RKUPH periode 
2025-2034 yang disahkan, meliputi : 
1) Areal kawasan yang dilindungi 2.922,77. hektar, terdiri dari : 

A. Swakelola 
- Pemanfaatan Jasa Lingkungan seluas 2.922,77 hektar 

1) Pemulihan Lingkungan 
a) Kelerengan > 40% seluas 2.109,14 hektar 
b) Sempadan sungai seluas 246,17 hektar 
c) Bukit Karst seluas 235,00 hektar. 

2) Perlindungan Keanekaragaman hayati 
a) Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN) seluas 179,00 

hektar 
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b) Kawasan Perlindungan Satwa Liar (KPSL) seluas 153,46 
hektar. 

2) Areal Budidaya 
a) Swakelola seluas 8.668,20 hektar 

- Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu budidaya (hutan tanaman) seluas 
8.668,20 hektar 

b) Kemitraan Konsesi hutan pola agroforestry seluas 188,46 hektar. 
- Pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya seluas 188,46 hektar 
- Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) seluas 81,45 

Hektar. 
c) Sarana dan Prasarana seluas 20,00 Hektar 
d) Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) seluas 300,23 

Hektar. 
b) Tingkat kesesuaian letak dan luas blok RKT pada setiap jenis usaha 

pemanfaatan hutan yang dikembangkan : 
 
TAHUN 

KEGIATAN RKUPH RKTPH 
  PROSENTASE Keterangan 

NO TAHU
N 

LOKA
SI 

LUAS 
(Ha) 

LOKA
SI 

LUAS 
(Ha) 

 LOKA
SI 

LUAS 
(Ha)   

1 2020 I 782 2020 992.83 CO 100% 78.76% RKU Periode 2015-2024 

            
Murn
i       

2 2021 V 782 2021 992.83   100% 78.76% RKU Periode 2015-2024 

                    

3 2022 IV 1915 2022 

       
1,915.0
0    100% 100.00% RKU Periode 2015-2024 

                    

4 2023 III 1960.6 2023 

       
1,960.6
0    100% 100.00% 

Perubahan blok/Perubahan 
RKU 

          

       
2,075.5
4    50%   CO 

                    

5 2024 II 1330.63 2024 

       
1,330.6
3    100% 100.00% 

RKU PERUBAHAN 
PERIODE 2015-2024 

          

       
1,737.9
0    50%   CO 

                    

6 2025 I 2656.94 2025 

       
2,656.9
4    100% 100.00% RKU 2025-2034 

          
          
701.00    50%   HT 

  Jumlah   9427.17   

     
10,549.
83    

78.30
% 89.36%   

Dalam periode penilaian ini terdiri 6 (enam) tahun RKT. Pada periode Tahun 
2020-2025 , terdapat RKT 2020-2022 mengacu pada dokumen RKUPH periode 
2015-2024, RKT 2023, 2024 mengacu pada RKU Perubahan dan RKT 2025 
mengacu pada dokumen RKU periode 2025-2034. Berdasarkan kesesuaian 
kegiatan PAK antara dokumen RKU dan RKT tahun 2020-2025 adalah 89.36 % 
dan kesesuain letak adalah 78.30  %. 

Verifier 
2.1.3 

: Pemeliharaan batas blok unit usaha pemanfaatan hutan (Intensitas Sampling 5%). 
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3
. 

Bobot : 1 
NILAI 
KINERJ
A 

: SEDANG/ Nilai Aktual : 2 x 1 = 2 

Ringkas
an 
Justifika
si 

: Letak (titik koordinat) dan kondisi pemeliharaan batas blok pada setiap unit usaha 
yang dikembangkan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan terhadap RKT 6 
(Enam) tahun terakhir adalah : 
1) Blok RKT Tahun 2020 dan 2021. 

a) Blok Usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman: 
- Tanda batas belum dilakukan di lapangan karena sebgaian besar 

adalah areal konflik. 
2) RKT Tahun 2022 

a) Blok Usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman : 
- IS  5% atau 2 petak; 
- Titik Koordinat : 01o’45’43,98” N 117o’57’59,23,” 0o’51’ 53” N 

117o’45’4” E 
- Tanda batas terlihat jelas sepanjang trayek sample, meliputi 

keberadaan plang RKT , patok batas blok RKT dan patok penomoran 
petak. 

3) RKT Tahun 2022 
a) Blok Usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman 

- IS 5% atau 3 petak  
- Titik Koordinat : 01o’45’43,98” N 117o’57’59,23,” E,   01o’51’53” N 

117o’45’4” E, 01o’53’37” N 117o’44’19” E 
- Tanda batas terlihat jelas sepanjang trayek sample, meliputi 

keberadaan plang RKT , patok batas blok RKT dan patok penomoran 
petak 

4) RKT Tahun 2023 
a) Blok Usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman 

- IS 5% atau 3 petak  
- Titik Koordinat : 01o’51’53” N 117o’45’4” E, 01o’53’37” N 117o’44’19” 

E 
- Tanda batas terlihat jelas sepanjang trayek sample, meliputi 

keberadaan plang RKT , patok batas blok RKT dan patok penomoran 
petak 

5) RKT Tahun 2025 
a) Blok Usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman 

- IS 5% atau 3 petak  
- Titik Koordinat : 01o’45’43,97” N 117o’57’59,23” E, 01o’48’37,67” N 

117o’51’44,86” E, 01o’51’23,98” N 117o’45’11,60 E 
- Tanda batas terlihat jelas sepanjang trayek sample, meliputi 

keberadaan plang RKT , patok batas blok RKT dan patok penomoran 
petak 

Tanda batas Blok RKT terlihat dengan jelas di lapangan yaitu tanda batas blok RKT 
2022, 2023,2024 dan 2025. Sementara Blok RKT 2020 , 2021 tidak dilakukan 
kegiatan PAK di lapangan. Tanda batas yang terlihat jelas adalah berupa plang 
RKT, patok batas petak, patok batas kompartemen dan rintisan batas blok dan 
petak untuk Blok LOA. 
 

Nilai 
Kinerja 

Indikator 
2.1 

: ( 9/12 ) x 100 % = 75,00 %  ( SEDANG ) 
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Indikator 2.2 : 

Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan 
hutan, dan/atau jasa lingkungan 

 
1. Verifier 2.2.1 

 
: Terdapat data potesi pemanfaatan hutan (HHK/ HHBK/ kawasan hutan/ 

jasa lingkungan) yang ada berbasis hasil inventarisasi/survey/ identifikasi. 
Bobot : 1 
NILAI KINERJA : SEDANG/ Nilai Aktual : 2 x 1 = 2 
Ringkasan 
Justifikasi 

: a) PBPH PT Hutan Berau Lestari telah memilki data potensi untuk 
setiap jenis usaha pemanfaatan hutan yang dikembangkannya, 
berupa : 
 

No. Jenis Usaha Sumber Data Potensi 
1. Pemanfaatan Hasil 

Hutan Kayu Tanaman 
a) LHC/PHI 

 
b) Dokumen data potensi lengkap dan absah, meliputi Buku dan Peta-

Peta untuk tahun 2023, 2024 dan 2025 sedangkan untuk tahun 2020-
2022 belum dilengkapi dengan peta pendukung yang benar. 

c) Berdasarkan hasil Rekapituasi LHP, masing-masing di : 
1) Tahun 2020 diketahui potensi kayu 8,38 M3/Ha. 
2) Tahun 2021 diketahui potensi kayu 8,38  M3/Ha 
3) Tahun 2022 belum terdapat reakpitulasi.23,08 M3/Ha 
4) Tahun 2023 diketahui potensi kayu 23,68 M3/Ha 
5) Tahun 2024 diketahui potensi kayu 21,87 M3/Ha 
6) Tahun 2025 diketahui potensi kayu .23,24 M3/Ha 

d) Berdasarkan hasil Observasi lapangan bahwa pada petak 30 dan 40 
pada tahun 2024 dan tahun 2025 pada kompartemen C 57 tahun 
2025 belum seluruh Barcode pohon tebang ditemukan di lapangan 
.. 
 

2. Verifier 2.2.2 
 

: Kesesuaian pemanfaatan hutan dengan daya dukung per jenis kegiatan 
usaha pemanfatan hutan sesuai ketentuan. 

Bobot : 2 
NILAI KINERJA : SEDANG/ Nilai Aktual : 2 x 2 = 4 
Ringkasan 
Justifikasi 

: Pemanfaatan hutan oleh PBPH PT Hutan Berau Lestari. telah dilakukan 
sesuai daya dukungnya, berdasarkan : 
a) Volume produksi di LOA ditentukan berdasarkan Survey potensi 

dengan Intensitas 100%, dan Untuk blok hutan tanaman dihitung 
berdasarkan survey potensi dengan IS 3 % dan belum berdasarkan 
riap tegakan. 

b) Realisasi produksi tahun 2022.2023,  2024 dan 2025 Tidak pernah. 
melampaui Jatah Tabangan Tahunan  

c) Tidak terdapat illegal Logging, masih terdapat konflik lahan seluas 
722 hektar dan masih terdapat beberapa klaim yang belum 
teridentifikasi  dan tidak terdapat kejadian kebakaran lahan. 

 
Nilai Kinerja 
Indikator 2.2 

: ( 6/9 ) x 100%  = 66.67 %  ( SEDANG)  
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Indikator 2.3 : 

Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian 
hutan. 

 
1. Verifier 

2.3.1 
 

: Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan 
hutan. 

Bobot : 1 
NILAI 
KINERJA 

: SEDANG/ Nilai Aktual : 2 x 1 = 2 

Ringkasan 
Justifikasi 

: PBPH PT Hutan Berau Lestari telah membuat SOP untuk pelaksanaan kegiatan 
usaha pemanfaatan kayu di hutan tanaman  dengan sistem THPB, meliputi  : 
 

No. Judul  Tanggal 
Berlaku 

Pedoman Teknis Acuan 

1 Perencanaan 
hutan  

PK/PRC-01 Rev 0 
Berlaku 1 Oktober 
2024 

Rev 0 

Berlaku 1 
oktober 
2024 

Permenhut No,P30/Menhut-II/2014 

Permenhut No.P30/Menhut-II/2014 

PermenLHK No.P65/MenlHK-II/2014 

PermenLHK No. 
17/MenLHK/Setjen/Kum.1/2/2017 

PermenLHK 
P.54/MenLHK/Setjen/Kum.1/9/2019 

Perdirjend PHPL No. 
P.8/PHPL/SET/HPL.4/6/2019 

Peraturan tersebut sudah tidak berlaku. 

PermenLHK No.8 Tahun 2021 tanggal 1 
April 2021. 

2 Penataan Areal 
Kerja (PAK) 

PK/PRC-04 

Rev 0 

Berlaku 
efektif 01 
Oktober 
2024 

Perdirjend BPK No,P9/VI/BPHA/2009 
tanggal 21 Agustus 2009 

PermenLHK P.11/Menhut-II/2009 tanggal 9 
februari 2009. 

Peraturan tersebut tidak berlaku lagi. 

PermenLHK No.8 Tahun 2021 tanggal 1 
April 2021 

3 Risalah hutan   

 ITSP 

PK/PRC-06 

Rev 1 

Berlaku 
efektif 1 
Oktober 
2024 

KepMenLHK SK 
9895/MenLHK=PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 

PermLHK No. P66/MenLHK-Setjen/2019 
(tidak berlaku_ 

Perdijen PHPL No. 
P.8/PHPL/SET/HPL.4/6/2019 

PermenLHK No 
P.54/MenLHK/Setjen/kum.1/9/2019 (tidak 
berlaku) 

PermenLHK No.8 Tahun 2021 tanggal 1 
April 2021 

 Plantation 
Monitoring 
Asessment (PMA) 

PK/PRC-10 

Revisi 1 

Berlaku 
efektif 1 
oktober 
2024 

PermenLHK No 
P.62.MenLHK/Setjen/kum.1/2019 (tidak 
berlaku) 

PermenLHK No.8 Tahun 2021 tanggal 1 
April 2021 
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4 PWH 

PK/PRO-01 

Revisi 0 

Berlaku 
efektif 1 
oktober 
2024 

Perdirjend BPK No,P9/VI/BPHA/2009 
tanggal 21 Agustus 2009 

PermenLHK P.11/Menhut-II/2009 tanggal 9 
februari 2009. 

Peraturan tersebut tidak berlaku lagi. 

PermenLHK No.8 Tahun 2021 tanggal 1 
April 2021 

5 Penyiapan Lahan 

PK/PROD-08 

Revisi 1 

Berlaku 
efektif 1 
Oktober 
2024 

UU No.41 tahun 1999 

UU No 5 tahun 1990 

UU N0 23 tahun 1997 

Belum mencantumkan PermenLHK No.8 
Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 

6 Pengadaan Bibit 

SOP-02/Ekologi-
THPB/PHL/PHL 

  

 Persemaian  
Akasia dan 
Eukaliptus. 

PK/PNM-04 

Revisi 0 

Tanggal 1 
Oktober 
2024 

P.62.MenLHK/Setjen/kum.1/2019 (tidak 
berlaku) 

Kepdirjen PHPL SK 
62/PHPL/Set.5/kum/1/12/2021 

PermenLHK No.8 Tahun 2021 tanggal 1 
April 2021 

 Persemian  HHBK 

PK/PNM-02 

Revisi 0 

Tanggal 1 
oktober 
2024 

P.62.MenLHK/Setjen/kum.1/2019 (tidak 
berlaku) 

Kepdirjen PHPL SK 
62/PHPL/Set.5/kum/1/12/2021 

PermenLHK No.8 Tahun 2021 tanggal 1 
April 2021 

Lengkapi peraturan tentang Budidaya 
tanaman HHBK 

7 Micro planning HTI 

PK/PRC-11 

Revisi 0 

Tanggal 
efektif 1 
Oktober 
2024 

P.62.MenLHK/Setjen/kum.1/2019 (tidak 
berlaku) 

SK 9895/MenLHK-
PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 

PermenLHK No.8 Tahun 2021 tanggal 1 
April 2021 

8 Panen Kayu 
tanaman 

PK/PRO-11 

Revisi 0 

Tanggal 
efektif 1 
Oktober 
2024 

Permen LHK P.30/2016 (tidak berlaku) 

Perdirjen PHPL P.14/2016 (tdk berlaku) 

P/66/Menlhk-Setjen/2019 (tdk berlaku) 

P.8/PHPL/SET/HPL.4/2019 

P.54/MenLHK/Setjen/Kum.19/2019 

PermenLHK No.8 tahun 2021 

9 Penanaman Akasia 
dan Eukaliptus 

PK/PNM-05 

Revisi : 0 

Berlaku 
efektif 1 
Oktober 
2024 

P.62.MenLHK/Setjen/kum.1/2019 (tidak 
berlaku) 

PermenLHK No.8 tahun 2021 

 Penanaman 
HHPK/PNM-03 

 

Revisi 0 

Berlaku 
efektif 1 
Oktober 
2024 

P.62.MenLHK/Setjen/kum.1/2019 (tidak 
berlaku) 

Kepdirjen PHPL SK 
62/PHPL/Set.5/kum/1/12/2021 

PermenLHK No.8 Tahun 2021 tanggal 1 
April 2021 
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10 Pemeliharaan 
Tanaman  

PK/PNM-01 

Revisi 1 

Berlaku 
efektif 1 
oktober 
2024 

Permenhut  No P11/Menhut-II/2009 (tidak 
berlaku) 

Permenhut No.P65/Menhut-II/2014 (tidak 
berlaku) 

Perdirjend BPK P.9/VI-BPHA/2009 (tidak 
berlaku) 

PermenLHK No.8 Tahun 2021 tanggal 1 
April 2021 

11 Perlindungan dan 
pengamanan 
hutan 

PK/FPR-EKO-05 

Revisi 1 

23 
September 
2024 

UU No 5 tahun 1990 

UU No 32 tahun 2009 

UU no 18 tahun 2013 

PP no. 4 tahun 2021 

PP No 45 tahun 2004 

PP No 6 tahun 2007 

P.12/Menhut-II/2009 (tidak berlaku) 

PermenLHK No.10 tahun 2010 

PermenLHK No. 
P32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 

 
PT Hutan Berau  Lestari  telah mempunyai SOP kegiatan Usaha 
pemanfaatan hasil hutan kayu dengan sistem silvikultur THPB, tetapi isinya 
sebagian masih belum sesuai dengan peraturan atau ketentuan teknis. Dan 
Untuk SOP Multiusaha kehutanan HHBK dan Jasa lingkungan belum 
tersedia dengan lengkap 
 

2. Verifier 
2.3.2 

: Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan 
hutan. 

Bobot : 2 
NILAI 
KINERJA 

: SEDANG/ Nilai Aktual : 2 x 2 = 4 

Ringkasan 
Justifikasi 

: a) Tingkat implementasi SOP di lapangan : 
1) Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu sistem THPB , belum seluruhnya 

terimplementasikan di lapangan,  
b) Terhadap SOP yang telah diimplementasikan di lapangan, dilakukan 

pemeriksaan kesesuaiannya, masing-masing : 
1) Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (sistem THPB) yaitu untuk 

kegiatan PAK dinilai belum sesuai dikarenakan identitas petak belum 
ditemui di lapangan (RKT 2020,2021), ITSP pada LOA belum semua 
barcode di temui di lapangan , Belum semua penataan Kawasan 
lindung dilaksanakan di lapangan, Persemaian belum dibuat untuk 
pengadaan bibit, Penebangan pada  blok tebangan masih ditemukan 
arah rebah mengarah ke Kawasan lindung. 

 
3. Verifier 

2.3.3 
 

: Tingkat kemampuan reproduksi/regenerasi/pemulihan sumberdaya alam 
menjamin kelestarian hutan. 

Bobot : 2 
NILAI 
KINERJA 

: BURUK/ Nilai Aktual : 1 x 2 = 2 

Ringkasan 
Justifikasi 

 Selama periode audit  tahun  2020. s.d  tahun  2025 PBPH PT Hutan Berau 
Lestari  telah melakukan kegiatan penanaman dan/atau pemulihan sumberdaya 
hutan yang dimanfaatkannya, meliputi : 
 
1) Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (hutan tanaman ) : 
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a) Kegiatan : Penanaman 
 

URAIAN TAHUN 
PENANAMAN 

RENCANA REALISASI % 

1 2020 991   0.0% 

2 2021 2168 608.35 28.1% 

3 2022 1915 150.43 7.9% 

4 2023 1792 320.92 17.9% 

5 2024 1213 100 8.2% 

        12.4% 

6 2025 2656.94 173.25 6.52% 
 

Pencapaian penanaman tahun 2020 sampai 2024 sebesar   12,4 .%  dan tahun 
2025 sampai dengan Bulan Mei sebesar 6,52 % sesuai dengan target RKT. 

. 
Nilai Kinerja 
Indikator 2.3 

: ( 10/15 ) x 100% = 53,33 %  ( BURUK ) 

 

Indikator 2.4 : 

Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan 
hutan. 

 
1. Verifier 2.4.1 

 
: Ketersediaan prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan dalam 

usaha pemanfaatan hutan. 
Bobot : 1 
NILAI KINERJA : SEDANG/ Nilai Akatual : 2 x 1 = 2 
Ringkasan 
Justifikasi 

: a) PBPH PT Hutan Berau Lestari . telah membuat SOP penerapan 
teknologi ramah lingkungan untuk kegiatan usaha pemanfaatan hasil 
hutan kayu (hutan tanaman / sistem THPB), meliputi  : 
 

No. JUDUL  
 

Tanggal 
Pembuatan 

PEDOMAN TEKNIS 
ACUAN 

1 SOP PK/PRC-09 1 Oktober 
2024 

UU No 1 Tahun 1970, 
UU No.13 Tahun 
2003,  PP No. 50 
tahun 2012, RKT, 
Surat Dirjen 
No.274/VI[PHA/2001,  
Pedoman RIL.,  
Pemetaan dan 
pengokuran SOP-
HBL-PRC-008, PSP 
SOP-HBL-PRC-007,  
,Pedoman SMK3 
SOP-HBL-K3-01,  
SOP HBL-K3-04,  
SOP HBL-K3-06,  
SOP-HBL-K3-07,  
SOP-HBL-K3-08). 
Peraturan /SOP 
belum seluruh 
mengacu ke isi SOP 
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dinilai lengkap (telah mencakup seluruh jenis kegiatan) dan isinya telah 
memperhatikan karakteristik biofisik dan nilai sosial budaya masyrakat 
setempat tetapi acuan yang digunakan belum sesuai. 
 

2. Verifier 2.4.2 
 

: Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan 
hutan. 

Bobot : 2 
NILAI KINERJA : SEDANG/ Nilai Aktual : 2 x 2 = 4 
Ringkasan 
Justifikasi 

  
a) Teknologi ramah lingkungan untuk usaha pemanfaatan kayu 

tanaman, baru sebagian diterapkan pada seluruh tahap kegiatan 
sesuai SOP, meliputi : 
 

No. Tahapan Kegiatan Bentuk Teknologi Ramah 
Lingkungan 

Lokasi 
Pemeriksaan 

1 Perencanaan Penataan zona areal hutan 
tahun 2025 , telah dilakukan 
penataan batas dan terdapat 
penandaan  Kawasan lindung 
missal lereng E dan 
Sempadan Sungai 

Petak V 46 
RKT 2025 

2 Operasional 
Pemanenan 

Operasional penebangan dan 
penyaradan . Masih ditemukan 
kegiatan penebangan yang 
mengarah ke Kawasan lindung 
lereng E. 

Petak V 46 
RKT 2025 

3 Pemeliharaan dan 
K3 

Terdapat perbaikan dan 
pemeliharaan alat berat dan 
belum seluruh kegiatan di 
lapangan menggunakan APD. 

Petak V 46 
RKT 2025 

4 Paska 
Pemanenan Kayu 

Pemeliharaan jalan , drainase 
dilakukan. ,  

Petak V 46 
RKT 2025 

 
 

3. Verifier 2.4.3 
 

: Tingkat kerusakan sumberdaya hutan minimal 

Bobot : 2 
NILAI KINERJA : BAIK / Nilai Aktual : 3 x 2 = 6 
Ringkasan 
Justifikasi 

 Kerusakan sumberdaya hutan pada areal kerja dengan sistim silvikultur 
THPB dinilai dari keterbukaan wilayahnya. PT Hutan Berau Lestari 
secara aktif mengimplementasikan operasional THPB dimulai pada blok 
RKT 2022 sampai 2025. 

Pada Blok RKT 2022-2025 yang telah dilakukan land clearing  seluas 
1.720 hektar. Sudah tertanam sampai dengan Bulan Mei 2025 seluas 
1.421 hektar dan luasan yang belum tertanam adalah 299 hektar 
sehingga keterbukaan wilayah menjadi 17,40 %. 

 
Nilai Kinerja 
Indikator 

2.4 

: ( 12/15 )  x 100%  = 80,00%  ( SEDANG )  

 

 

 

 



 
 

Halaman 29 dari 88 
 

F1-02.15 Rev.1 

Indikator 2.5 : 

Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai 
dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui. 

 
1
. 

Verifier 
2.5.1 

: Dokumen RKTPH disusun berdasarkan hasil inventarisasi sesuai dengan 
ketentuan. 

Bobot : 1 
NILAI 
KINERJA 

: SEDANG/ Nilai Aktual : 2 x 1 = 2 

Ringkasa
n 
Justifikas
i 

: a) Selama 6 (Enam) tahun terakhir / periode audit tahun 2020 sampai tahun 
2025., PBPH PT Hutan Berau Lestari. memilki RKT yang telah disetujui oleh 
pihak yang berwenang sebagai berikut : 
 

No. Periode 
RKT 

Tanggal 
Disetujui 

Jenis Usaha Pemanfaatan 
Hutan 

1. 2020 Keputusan Kepala Dinas 
Kehutanan Provinsi 
Kalimantan Timur No. 
522.110.1/27/Kpts/DK-
II/2020 tanggal 6 
Februari 2020    

Kayu Hutan Tanaman 

2. 2021 Keputusan Kepala Dinas 
Kehutanan Provinsi 
Kalimantan Timur  No. 
522.110.1/10/Kpts/DK-
II/2021 tanggal 12 
Januari 2021 

Kayu Hutan Tanaman 

3 2022 SK Direktur Utama PT 
Hutan Berau Lestari No. 
006/HBL-
HTI/RKTPH/JKT/IV/2022 
tanggal 4 April 2022 

Kayu Hutan Tanaman 

4 2023 SK Direktur Utama PT 
Hutan Berau Lestari No. 
007/HBL-
HTI/RKTPH/JKT/I/2023 
tanggal 5 Januari 2023 

Kayu Hutan Tanaman 

5  SK Direktur Utama PT 
Hutan Berau Lestari No. 
036/HBL-
HTI/RKTPH/JKT/VIII/2023 
tanggal 14 Agustus 2023 

Kayu Hutan Tanaman 

6 2024 SK Direktur Utama PT 
Hutan Berau Lestari No. 
03/HBL-
HTI/RKTPH/JKT/I/2024 
tanggal 4 Januari 2024 

Kayu Hutan Tanaman 

7 2025 SK Direktur Utama PT 
Hutan Berau Lestari No. 
007/HBL-
HTI/RKTPH/JKT/I/2025 
tanggal 23 Januari 2025 

Kayu Hutan Tanaman 

 
b) Data potensi hasil hutan yang akan dimanfaatkan berdasarkan : 

- Hasil survey potensi digunakan untuk penentuan Jatah tebanagan 
Tahunan. 

c) Berdasarkan hasil observasi bahwa belum semua kayu ditemukan Barcode 
di lapangan pada lokasi LOA  pada RKT 2024 dan 2025. 
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2
. 

Verifier 
2.5.2 

: Kesesuaian peta kerja dengan RKTPH 

Bobot : 1 
NILAI 
KINERJA 

: BAIK/  Nilai Aktual : 3 x 1 = 3 

Ringkasa
n 
Justifikas
i 

: a) PBPH PT Hutan Berau Lestari membuat Peta Kerja untuk setiap blok usaha 
pemanfaatan hutan yang dikembangkannya, baik pada RKT Tahun 2020-
2025. . 

b) Keberadaan batas : blok, petak kerja dan areal yang dilindungi pada seluruh 
Peta Kerja, sesuai dengan Peta RKT nya  . 

 
3
. 

Verifier 
2.5.3 
 

: Kesesuaian penandaan batas blok di lapangan untuk seluruh jenis kegiatan usaha 
pemanfaatan hutan dengan peta kerja 

Bobot : 2 
NILAI 
KINERJA 

: SEDANG/ Nilaia Aktual : 2 x 2 = 4 

Ringkasa
n 
Justifikas
i 

 Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, kondisi penataan batas blok : 
a) Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman tahun 2020 sampai 

2025 , kondisi penataan batas blok RKT 2022-2025 dilksanakan di lapangan , 
terlihat batas blok RKT, patok batas blok RKT tetapi belum semua ditemukan 
di lapangan terutama untuk blok RKT  tahun 2020-2021dan belum semua 
penandaan  kawasaln lindung didalam blok dan yang berbatasan dengan 
blok RKT dilaksanakan di lapangan. 
 

4 Verifier 
2.5.4 

: Kesesuaian produksi barang dan/atau jasa dengan dokumen rencana jangka 
pendek 

Bobot : 2 
NILAI 
KINERJA 

: SEDANG/ Nilai Aktual : 2 x 2 = 4 

Ringkasa
n 
Justifikas
i 

 Kesesuaian rencana dan realisasi produksi untuk setiap kegiatan usaha 
pemanfaatan hutan yang dikembangkan PBPH PT Hutan Berau Lestari : 
1) RKT Tahun 2020 sampai tahun 2025 sistem THPB (sampai Mei). 

N
O 

TAHU
N 

RENCANA REALISASI PROSENTASE 
KET LUAS 

(Ha) 
PRODUK
SI (M3) 

LUAS 
(Ha) 

PRODUK
SI (M3) 

LUAS 
(Ha) 

PRODUK
SI (M3) 

1 2020 
           
992.83  

               
8,323.20            

2 2021 
           
992.83  

               
8,323.20            

3 2022 

        
1,915.0
0  

             
44,211.65  

        
199.67  

            
6,072.57  

10.43
% 13.74%   

4 2023 

        
1,960.6
0  

             
31,284.52  

        
315.29  

            
5,516.89  

16.08
% 17.63% Reguler 

    

        
2,075.5
4  

             
44,438.50  

     
1,092.2
2  

          
23,384.32  

52.62
% 52.62% CO 

5 2024 

        
1,330.6
3  

             
32,024.31  

        
330.91  

            
8,620.51  

24.87
% 26.92% Reguler 

    

        
1,737.9
0  

             
25,767.63  

     
1,116.2
0  

          
27,497.34  

64.23
% 106.71%   

  
Jumla
h 

        
6,359.6
0  

           
116,070.5
3  

     
3,054.2
9  

          
71,091.63  

48.03
% 61.25%   

6 2025 

        
2,656.9
4  

             
64,269.52  

        
798.45  

          
19,313.94  

30.05
% 30.05% 

LOA/M
ei 
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701.00  

             
58,896.00          HT 

Jumlah 

        
9,717.5
4  

           
239,236.0
5  

     
3,852.7
4  

          
90,405.57  

39.65
% 37.79%   

 
Luas, lokasi dan jenis kayu produksi usaha pemanfaatan hutan sesuai RKTPH 
tahun 2020-2024 dengan: Volume produksi minimal mencapai (THPB) 50%-
80%. yaitu untuk realisasi seluas 3.054,29 hektar dan produksi 71.091,63 M3.. 
 

Nilai Kinerja 
Indikator 2.5 

: ( 13/18 ) x 100% = 72,22.%  ( SEDANG ) 

 

Indikator 2.6 : 

Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan 
usaha pemanfaatan hutan. 

 
1. Verifier 2.6.1 

 
 

: Kondisi kemampuan finansial yang cukup berdasarkan laporan 
penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman 
Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit 
oleh akuntan publik). 

Bobot : 1 
NILAI KINERJA : SEDANG/ Nilai Aktual : 2 x 1 = 2 
Ringkasan 
Justifikasi 

: a) PBPH PT Hutan Berau telah membuat laporan keuangan 
perusahaan tahun buku terakhir 2019-2023, dan telah diaudit oleh 
akuntan public. dengan nilai likuiditas, solvabilitas > 150% dan 
rentabilitas negative, dengan opini adalah wajar dengan 
pengecualian. 

 
2. Verifier 2.6.2 

 
 

: Realisasi Alokasi dana yang proporsional 
(Cat: Dalam hal terdapat realisasi lebih dari 100 % yang disebabkan 
keadaan force majeur / perubahan kebijakan proporsional alokasi dana 
yang dituangkan dalam RKAP dianggap 100 %) 

Bobot : 1 
NILAI KINERJA : BURUK/ Nilai Aktual : 1 x 1 = 1 
Ringkasan 
Justifikasi 

: PBPH PT Hutan Berau telah membuat laporan keuangan perusahaan 
tahun buku terakhir 2019-2023, dan telah diaudit oleh akuntan public dan 
laporan keuangan tahun 2024 yang telah disetujui oleh Manajemen PT 
HBL. Berdasarkan laporan tersebut bahwa proporsionalitas rata-rata 
diatas 50% yaitu tahun 2020 sebesar 27,98%, tahun 2023 sebesar 
601,57% dan tahun 2024 sebesar 289,34%, tahun 2021 sebesar 1048,33 
% dan tahun 2020 sebesar 57.50%. 

3. Verifier 2.6.3 
 
 

: Realisasi alokasi dana yang cukup dibuat sesuai dengan Pedoman 
Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit 
oleh akuntan publik/atau laporan unaudited tahun terakhir yang telah 
disetujui dan ditandatangani komisaris/yang berwenang/ hasil RUPS). 

Bobot : 2 
NILAI KINERJA : BAIK/ Nilai Aktual : 3 x 2 = 6 
Ringkasan 
Justifikasi 

 PBPH PT Hutan Berau telah membuat laporan keuangan perusahaan 
tahun buku terakhir 2019-2023, dan telah diaudit oleh akuntan public dan 
laporan keuangan tahun 2024 yang telah disetujui oleh Manajemen PT 
HBL bahwa Realisasi alokasi dana pemanfaatan hutan berdasarkan 
laporan keuangan yang dibuat sesuai ketentuan tahun 2020-2024 yang 
telah disetujui ≥ 80 %. nilai alokasi dana untuk  Kelola hutan Untuk tahun 
2020 alokasi dana sebesar 104,44% dan tahun 2021 alokasi dana sebesar 
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1048,33 %, tahun 2022 sebesar 104,79 % , tahun 2023 sebesar 89,54% 
dan tahun 2024 sebesar 118,28 %.  

4 Verifier 2.6.4 
 

: Realisasi pendanaan yang lancar. 

Bobot : 2 
NILAI KINERJA : SEDANG/ Nilai Aktual : 2 x 2 = 4 
Ringkasan 
Justifikasi 
 

 PBPH PT Hutan Berau telah membuat laporan keuangan perusahaan 
tahun buku terakhir 2019-2023, dan telah diaudit oleh akuntan public dan 
laporan keuangan tahun 2024 yang telah disetujui oleh Manajemen PT 
HBL . PT Hutan Berau Lestari telah merealisasikan pendaan untuk 
operasional teknis kehutanan diatas  80%. Dengan angka-angka tersebut 
menunjukkan pendanaan yang cukup lancar namun bila ditinjau dari 
alokasinya tidak cukup merata antar kegiatan. Berdasarkan laporan fisik 
kegiatan bulanan perusahaan, terdapat pelaksanaan kegiatan yang tidak 
sesuai dengan rencana dan tata waktu. 

5. Verifier 2.6.5 
 

: Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan. 

Bobot : 2 
NILAI KINERJA  BAIK/ Nilai Aktual : 3 x 2 = 6 
Ringkasan 
Justifikasi 

 PBPH PT Hutan Berau telah membuat laporan keuangan perusahaan 
tahun buku terakhir 2019-2023, dan telah diaudit oleh akuntan public 
dan laporan keuangan tahun 2024 yang telah disetujui oleh Manajemen.  
Berdasarkan hal tersebut  PT Hutan Berau Lestari  telah merealisasi 
modal untuk kegiatan pembinaan hutan (pembibitan, penanaman, 
pemeliharaan), litbang dan inovasi, perlindungan dan pengamanan 
sumberdaya hutan tahun 2020-2024  ≥ 80% dari jumlah yang 
direncanakan.  Tahun 2020 terealisasi sebesar 92.98%, tahun 2021 
sebesar 98,08%, tahun 2022 sebesar 110,19%, tahun 2023 sebesar 
389,17% dan tahun 2024 sebesar 315,16 %. 
 

Nilai Kinerja 
Indikator 2.6 

: ( 19/24 )  x 100 %  = 79,17 %  ( SEDANG ) 

 

3. EKOLOGI 
Indikator 3.1 : 

Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi 
Tinggi (ABKT) 

1. Verifier 
3.1.1  

 

: Luasan kawasan lindung sesuai dengan dokumen lingkungan atau 
dokumen perencanaan, serta terdapat informasi hasil identifikasi ABKT 

Bobot : 1 

NILAI 
KINERJA 

: BAIK/ Nilai Aktual : 3 x 1 = 3 
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Ringkasan 
Justifikasi 

: a) PBPH PT Hutan Berau Lestari telah menetapkan kawasan yang dilindungi 
di dalam areal kerja sesuai SK Direktur Utama PT Hutan Berau Lestari No. 
020/HBL-HTI/JKT/V/2023 tanggal 1 Mei 2023 tentang Perubahan 
Penetapan Kawasan Lindung di Areal Kerja PBPH-HT PT Hutan Berau 
Lestari Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur. Jenis dan luas 
kawasan lindung meliputi : 

No. Jenis Kawasan Lindung Luas (Ha) 

1. Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah 
(KPPN) 

179,00 

2. Kawasan Pelestarian Satwa Liar (KPSL) 153,46 

3. Sempadan Sungai 246,17 

4. Bukit Karst 235,00 

5. Kelerengan >40% 2.109,14 

Jumlah (Ha) 2.922,77 

b) Luasan kawasan yang dilindungi sesuai dimaksud butir a), telah sesuai 
dengan RKUPH Tahun 2025 (Periode 2025 – 2034) yang telah disetujui 
sesuai Kepmenhut No. 78 Tahun 2025 tanggal 14 Januari 2025. 

c) PBPH PT Hutan Berau Lestari telah memiliki hasil identifikasi ABKT sesuai 
Laporan Penilaian Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (KBKT/HCV) Pada 
Kawasan PBPH HTI PT Hutan Berau Lestari Kab. Berau Kalimantan Timur 
Tahun 2025 yang bekerjasama dengan PT Ecositrop. Areal Bernilai 
Konservasi Tinggi PT Hutan Berau Lestari ditunjukkan pada tabel berikut. 

NKT Luas Kawasan (Ha) 

HCV 1 Konsentrasi Keanekaragaman Hayati 4.240,30 

HCV 2 Lanskap Yang Luas 1.918,12 

HCV 3 Ekosistem Langka 3.827,92 

HCV 4 Jasa Ekosistem Pada Situasi Kritis 4.297,32 

HCV 5 Kebutuhan Dasar Masyarakat Lokal 420,56 

HCV 6 Nilai Sosial & Budaya - 

. 

2. Verifier 
3.1.2  

: Penataan kawasan lindung (persentase yang telah ditandai, tanda batas 
dikenali) dan/atau deliniasi ABKT 

Bobot : 2 

NILAI 
KINERJA 

: BURUK/ Nilai Aktual : 1 x 2 = 2 

Ringkasan 
Justifikasi 

: a) Realisasi penataan batas kawasan lindung sampai dengan periode audit 
Sertifikasi Awal (2025) sebesar 61,89 Km (39,85% dari panjang batas 
kawasan lindung). Secara rinci ditunjukkan pada tabel berikut. 

 

No. Kawasan Lindung Panjang batas 
total (Km) 

Realisasi 
Penataan KL 

(Km) 

1. Kawasan Perlindungan Plasma 
Nutfah (KPPN) 

9,56 11,92 
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2. Kawasan Pelestarian Satwa Liar 
(KPSL) 

3,85 
0,00 

3. Sempadan Sungai 51,03 33,48 

4. Bukit Karst 10,21 10,21 

5. Kelerengan >40% 80,66 6,28 

 Total (Km) 155,30 61,89 Km 
(39,85%) 

 
b) Implementasi penandaan batas kawasan lindung di lapangan dibandingkan 

dengan prosedur terdokumentasi sebagai berikut : 

Jenis Kawasan 
Lindung 

Koordinat Keberadaan batas kawasan lindung 

Kelerengan E  

(lokasi 1) 

1˚53’19,224” N 
117˚44’20,202” E 

- Plang nama warna hijau dari kayu 
(bertuliskan nama kawasan lindung 
Kelerengan E) 

- Tidak ditemukan patok ikat  
- Batas rintis berwarna cat merah 

polet silang X di pohon (interval 10-
20 meter), ditemukan 3 tanda batas 
rintis 

Kelerengan E  

(lokasi 2 – 5) 

Lokasi 2 
(1˚49’11,706” N 
117˚44’51,024” E) 

Lokasi 3 
(1˚50’24,024” N 
117˚44’11,97” E) 

Lokasi 4 
(1˚50’24,948” N 
117˚44’19,182” E) 

Lokasi 5 
(1˚50’43,77” N 
117˚44’37,77” E) 

Plang nama warna hijau dari kayu 
(bertuliskan nama kawasan lindung 
Kelerengan E) dan papan 
himbauan/larangan 

Sempadan 
Sungai Semurut 

1˚51’52,758” N 
117˚45’9,384” E 

- Plang nama warna hijau dari kayu 
(bertuliskan nama kawasan lindung 
Kelerengan E) 

- Batas rintis kawasan lindung dari 
cat merah dengan bentuk polet 
tidak seragam : 
Polet garis lurus (I) 
(1) 1˚51’53,598” N 117˚45’8,82” 

E 
(2) 1˚51’55,638” N 

117˚45’10,944” E 
Polet silang (X)  
(1) 1˚51’55,566” N 

117˚45’10,578” E 
(2) 1˚51’55,506” N 

117˚45’10,908” E  
c) PT HBL telah memiliki peta deliniasi ABKT sesuai dengan hasil identifikasi 

ABKT tahun 2025. Hasil pengecekan lapangan, tanda lokasi ABKT dan 
deliniasi ABKT belum tersedia.  

3. Verifier 
3.1.3  

: Kondisi penutupan kawasan lindung/rehabilitasi kawasan lindung 

Bobot : 1 
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NILAI 
KINERJA 

: BAIK/ Nilai Aktual : 3 x 1 = 3 

Ringkasan 
Justifikasi 

: a. PT Hutan Berau Lestari memiliki Peta Penafsiran Citra Satelit Tahun 2023 
dengan skala 1 : 100.000 (Sumber: Mosaik Citra Landsat 8OLI Path 117/59 
Liputan tanggal 26 Agustus 2023 dan 26 Juli 2023) dibuat oleh konsultan 
atas nama PT Kurnia Sylva Consultindo.  

b. Data penutupan kawasan lindung sesuai overlay peta ini sebagai berikut. 

No. 
Kawasan 
Lindung 

Penutupan Lahan (Ha) 

 Hutan 
Lahan 
Kering 

Sekunder 

Hutan 
Tanaman 

Belukar 
Pertanian 
Campuran 

Total  

1. 
Kelerengan 
> 40% 

658,33 269,3 1.120,51 61 2.109,14 

2. 
Sempadan 
Sungai 90,91 12,85 134,65 7,76 246,17 

3. Bukit Karst 139 - 96 - 235,00 

4. KPPN 179 - - - 179,00 

5. KPSL 153,46 - - - 153,46 

  Jumlah 1.220,70 282,15 1.351,15 68,77 2.922,77 

 Kategori 
Berhutan : 

2.854 Ha (97,64%) 

Tidak 
Berhutan : 

68,77 Ha 
(2,35%) 

 

  

c. Selama periode audit 6 tahun terakhir, terdapat penanaman di kawasan 
lindung sebagai upaya memperbaiki tutupan lahan kawasan lindung yang 
terbuka. Penanaman dilaksanakan di Lereng E >40% dan Sempadan 
Sungai Pilanjau sebanyak 400 bibit dengan jenis Sengon.   

d. Kondisi penutupan kawasan lindung sesuai hasil pengecekan lapangan 
secara sampling diketahui pada Kelerengan E >40% yang tersebar di 
beberapa lokasi pengamatan, mayoritas penutupan masih berhutan 
dengan jenis hutan lahan kering sekunder dengan kerapatan sedang 
hingga tinggi. Sementara itu pada Sempadan Sungai Semurut 
(1˚51’52,758” N 117˚45’9,384” E), tutupan lahan didominasi hutan 
sekunder dengan campuran belukar dan semak pada areal yang dekat 
sungai. Tidak teridentifikasi adanya perambahan masyarakat pada areal 
kawasan lindung yang dilakukan observasi 

4. Verifier 
3.1.4 

: Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila jenis tanah 
selain gambut maka verifier ini menjadi Not Applicable) 

Bobot : 2 

NILAI 
KINERJA 

: Not Applicable (N/A) 

Ringkasan 
Justifikasi 

 

 Berdasarkan dokumen RKUPHHK-HTI Tahun 2020 Periode Tahun 2020 – 2029, 
diverifikasi sebaran jenis tanah yang terdapat di areal kerja PBPH PT Hutan 
Berau Lestari yaitu Kambisol 11.399 Ha (94,98%), Podsolik Merah Kuning (PMK) 
577 Ha (4,81%), dan Tanah Aluvial 26 Ha (0,22%). Tidak terdapat jenis tanah 
gambut, sehingga tidak diwajibkan pengelolaan tanah gambut dan verifier ini 
tidak diterapkan (Not Applicable). 
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5. Verifier 
3.1.5  

: Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung 

Bobot : 2 

NILAI 
KINERJA 

: SEDANG/ Nilai Aktual : 2 x 2 = 4 

Ringkasan 
Justifikasi 

 a) Pada areal yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung, terdapat 
aktifitas yang tidak sesuai ketentuan, diantaranya : 

- Saat dilakukan verifikasi lapangan blok III RKT 2025 yang berbatasan 
dengan lereng E (koordinat 1˚49’47,268”N 117˚44”36,966”E), 
ditemukan sisa gesekan kayu lama. Pada koordinat 1˚49’31,8”N 
117˚44”44,526”E ditemukan sisa gesekan kayu yang masih baru. 

- Wawancara antara Auditor Sosial dengan Kepala Kampung Semurut 
(Zainuddin Maru) diketahui sudah jarang ada perburuan di wilayah 
Kampung Semurut karena lokasinya cukup jauh dari desa, namun 
berdasarkan keterangan dari Ketua RT 02 Kampung Semurut (Alexius), 
masih ada perburuan dengan jenis Payau/Rusa, Babi, dan 
Kancil/Pelanduk. Sementara itu, pada wilayah Kampung Pilanjau dan 
Kampung Pesayan sudah tidak ada lagi perburuan. Hal ini berdasarkan 
keterangan dari Kepala Kampung Pilanjau (Andi Baso G.) dan Kepala 
Kampung Pesayan (Rahmansyah). Masyarakat saat ini fokus ke ladang 
sawit mereka. 

- Berdasarkan pengecekan lapang (1°53'34,962" N, 117°45'32,502" E), 
diketahui sebagian areal PT Hutan Berau Lestari terdapat konflik dengan 
masyarakat berupa perambahan hutan / klaim lahan menjadi sawit. 
Adapun jumlah total areal klaim belum dilakukan identifikasi secara pasti 
dan belum dilakukan monitoring berkala. 

b) PT HBL telah melakukan upaya sosialisasi kawasan lindung pada karyawan 
dan desa binaan dengan tanggal pelaksanaan sebagai berikut : 

Tahun Karyawan 
Desa Binaan 

Pesayan Pilanjau Semurut 

2019 - - - - 

2020 - - - - 

2021 - - - - 

2022 - - - 31 Mar 2022 

2023 20 Feb 2023 - - 6 Mar 2023 

2024 6 Feb 2024 - 6 Mar 2024 - 

2025 4 Feb 2025 10 Des 2024 10 Des 2024 10 Des 2024 

c) Kegiatan sosialisasi belum dilaksanakan secara rutin setiap tahun RKT pada 
setiap desa binaan. Upaya kegiatan sosialisasi belum sampai pada tahap 
Nota Kesepahaman Kerjasama (NKK) atau MoU terkait penyelesaian konflik 
para pihak. 

6. Verifier 
3.1.6  

: Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai 
AMDAL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKUPH 

Bobot : 1 

NILAI 
KINERJA 

: SEDANG/ Nilai Aktual : 2 x 1 = 2 
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Ringkasan 
Justifikasi 

 a) Rencana pengelolaan kawasan lindung PBPH PT Hutan Berau Lestari 
mengacu pada dokumen RKTPH selama periode audit (RKT 2019 s.d 
2025) dengan teknis kegiatan menyesuaikan prosedur yang disusun. 
Laporan pengelolaan kawasan dilindungi yang tersedia mencakup kegiatan 
penataan batas kawasan lindung, pengayaan kawasan lindung, dan patroli 
areal, diantaranya : 

1. BA Rehabilitasi Kawasan Lindung SS. Pilanjau tanggal 20 Juni 2023 

2. BA Rehabilitasi Kawasan Lindung Kelerengan >40% tanggal 17 
September 2024. 

3. Laporan Hasil Kegiatan Penataan Batas KL RKT 2023 tanggal 5 April 
2022 s.d 20 Juli 2022 

4. Laporan Hasil Kegiatan Penataan Batas KL Revisi RKT 2023 tanggal 5 
Mei 2023 s.d 15 Juli 2023 

5. Laporan Hasil Kegiatan Penataan Batas KL RKT 2024 tanggal 5 
Januari 2023 s.d 20 April 2023 

6. Laporan Hasil Kegiatan Penataan Batas SS. Semurut tanggal 15 
Oktober 2023 s.d 30 Oktober 2023 

7. Laporan Hasil Kegiatan Penataan Batas SS. Semurut 2 tanggal 15 
Januari 2024 s.d 30 Januari 2024 

8. Laporan Hasil Kegiatan Penataan Batas KL KPPN tanggal 10 
Desember 2024 s.d 24 Desember 2024 

9. Laporan Hasil Kegiatan Penataan Batas Kawasan Lindung Karst 
tanggal 5 Januari 2025 s.d 19 Januari 2025 

10. BA Kegiatan Patroli (Bulanan) selama tahun 2024 dan 2025 

b) PBPH PT Hutan Berau Lestari telah membuat dan melaporkan hasil 
kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup secara langsung 
ke instansi terkait dan/atau secara elektronik dengan tanda terima 
penyampaian sebagai berikut. 

Tahun Semester I Semester II 

2019 - - 

2020 - - 

2021 - - 

2022 Penyampaian langsung : 

Dinas Lingkungan Hidup dan 
Kebersihan Kab. Berau 
Tanggal Surat Penyampaian 5 
Juli 2022 

Penyampaian langsung : 

Dinas Lingkungan Hidup dan 
Kebersihan Kab. Berau Tanggal 
Surat Penyampaian 5 Januari 
2023 

2023 Penyampaian langsung : 

Dinas Lingkungan Hidup dan 
Kebersihan Kab. Berau 
Tanggal 20 Juli 2023 

Penyampaian langsung : 

Dinas Lingkungan Hidup dan 
Kebersihan Kab. Berau Tanggal 
22 Januari 2024 

2024 Penyampaian secara online : 

ID TTE : 1747794088-29593 

Periode TTE : 01-01-2024 s/d 
30-06-2024 
Waktu Cetak TTE : 05-07-2024 

Penyampaian secara online : 

ID TTE : 1747793926-29593 
Periode TTE : 01-07-2024 s/d 
31-12-2024 
Waktu Cetak TTE : 06-01-2025 

Catatan : Kegiatan operasional baru efektif dilaksanakan mulai tahun 2022 

Nilai Kinerja 
Indikator 3.1 

: ( 14 / 21 ) x 100% = 66,67%  ( SEDANG ) 
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Indikator 3.2 : 

Perlindungan dan pengamanan hutan 

1. Verifier 
3.2.1  

 

 

: Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis 
gangguan, terdiri dari perambahan kawasan hutan, pemanenan atau 
penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau 
jenis gangguan lain yang teridentifikasi 

Bobot : 1 

NILAI 
KINERJA 

: BAIK/ Nilai Aktual : 3 x 1 = 3 

Ringkasan 
Justifikasi 

: Potensi gangguan hutan di areal PT Hutan Berau Lestari diantaranya pencurian 
kayu, perladangan berpindah, dan kebakaran hutan. Adapun berdasarkan 
verifikasi lapangan, terdapat jenis gangguan berupa perburuan liar, klaim lahan, 
dan hama penyakit tanaman. PBPH PT Hutan Berau Lestari telah menyusun 
dan menetapkan prosedur untuk mencegah dan menangani gangguan hutan 
dan mengacu pada aturan terkait, diantaranya ditunjukkan pada tabel berikut. 

No. Prosedur Deskripsi 

A. Pencurian Kayu  

1. SPO Perlindungan dan 
Pengamanan Hutan (No. 
PK/FPR-EKO-05, Rev.1 Terbitan 
1, tanggal 23 September 2024). 

Teknis penanganan pencurian kayu 
melalui pembentukan tim, penerapan 
sanksi hukum, memberikan alternatif 
program PMDH, dan pola pemanfaatan 
hutan yang adil. 

B. Kebakaran Hutan  

1. SPO Pengendalian Kebakaran 
Hutan dan Lahan (No. PK/FPR-
EKO-06 Rev. 1 Terbitan 1, 
berlaku efektof 23 September 
2024) 

 

Prosedur menjelaskan penilaian dasar 
dan pemetaan bahaya kebakaran, 
metode monitoring bahaya kebakaran, 
deteksi dini, peralatan penunjang, dan 
teknis pencegahan dan pemadaman 
kebakaran hutan secara lengkap.  

Prosedur telah mengacu kepada 
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan No. 
P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 
tentang Pengendalian Kebakaran Hutan 
dan Lahan. 

2. SPO Pengukuran Tingkat 
Bahaya Kebakaran (No. 
PK/FPR-EKO-21 Rev. 0 Terbitan 
1 berlaku efektif 23 September 
2024) 

 

Prosedur menjelaskan teknis 
pengukuran curah hujan, kelembaban, 
suhu udara, dan kecepatan angin yang 
merupakan data dasar dari pengukuran 
tingkat bahaya kebakaran. Prosedur 
menjelaskan indeks bahan bakar halus, 
indeks kekeringan, dan indeks cuaca 
kebakaran hingga diperoleh nilai KBDI.  

KBDI: Indeks kekeringan yang 
digunakan untuk mengukur potensi 
kekeringan tanah dan vegetasi. 

C. Perburuan liar  

1. SPO Perlindungan dan 
Pengamanan Hutan (No. 
PK/FPR-EKO-05, Rev.1 Terbitan 
1, tanggal 23 September 2024). 

Penanganan perburuan liar dilakukan 
melalui penataan kawasan lindung, 
pengawasan periodik, penyuluhan, 
pemasangan papan himbauan, dan 
pengelolaan flora dan fauna dilindungi.  
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D. Klaim lahan/perambahan areal dan perladangan berpindah 

1. SPO Perlindungan dan 
Pengamanan Hutan (No. 
PK/FPR-EKO-05, Rev.1 Terbitan 
1, tanggal 23 September 2024). 

 

Penanganan terhadap perambahan 
dilakukan melalui enclave areal, 
pengembangan areal pertanian 
produktif, penyuluhan, program PMDH, 
pemanfaatan HHBK dengan masyarakat, 
patroli rutin, dan menerapkan sanksi 
hukum yang sesuai.  

E. Hama Penyakit Tanaman  

1. SPO Perlindungan dan 
Pengamanan Hutan (No. 
PK/FPR-EKO-05, Rev.1 Terbitan 
1, tanggal 23 September 2024). 

 

Prosedur pengelolaan hama dan 
penyakit mencakup identifikasi, 
pencegahan, pengendalian, dan 
pemberantasan, yang dilanjutkan 
dengan monitoring untuk menilai 
efektivitas tindakan dan mendeteksi 
serangan baru. Prosedur teknis lengkap 
diatur dalam SPO-EKO-20 Hama dan 
Penyakit Tanaman. 

2. SPO Pengendalian Hama dan 
Penyakit Tanaman (No. PK/FPR-
EKO-20 Revisi 1 Terbitan 1 
berlaku efektif 23 September 
2024). 

Prosedur menjelaskan teknis 
pengendalian hama aren, durian, petai, 
alpukat, akasia, dan eukaliptus sesuai 
jenisnya masing-masing. Prosedur telah 
mengacu pada aturan terkait. 

F. Penggembalaan Liar  

1. SPO Perlindungan dan 
Pengamanan Hutan (No. 
PK/FPR-EKO-05, Rev.1 Terbitan 
1, tanggal 23 September 2024). 

 

Prosedur penanganan penggembalaan 
liar mencakup penyediaan areal 
kompensasi, pelokalisiran, pembatasan 
jumlah ternak, dan penerapan sistem 
penggembalaan bergilir. Edukasi 
masyarakat dilakukan melalui 
penyuluhan, sosialisasi kandangisasi, 
dan papan imbauan. Program PMDH 
disusun secara partisipatif dengan 
masyarakat, serta dilakukan patroli rutin 
dan penerapan sanksi hukum bagi 
pelanggar sesuai ketentuan yang 
berlaku. 

G. Penangkapan ikan di sungai menggunakan racun, alat listrik, dan 
bahan peledak 

1. SPO Perlindungan dan 
Pengamanan Hutan (No. 
PK/FPR-EKO-05, Rev.1 Terbitan 
1, tanggal 23 September 2024). 

 

Prosedur penanganan penangkapan 
ikan ilegal dimulai dengan identifikasi 
lokasi rawan, pemasangan papan 
peringatan, dan penghentian langsung 
setiap kegiatan ilegal yang ditemukan. 
Pelaku didata, barang bukti disita, dan 
dicatat dalam jurnal patroli. Jika pelaku 
sudah pernah disosialisasi, mereka 
ditangkap dan diserahkan ke pihak 
berwenang. 

Sumber : Prosedur terkait perlindungan dan pengamanan hutan PT Hutan Berau Lestari 

2. Verifier 
3.2.2  

: Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sesuai 
ketentuan 

Bobot : 1 

NILAI 
KINERJA 

: BURUK/ Nilai Aktual : 1 x 1 = 1 
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Ringkasan 
Justifikasi 

: Keberadaan sarana prasarana perlindungan dan pengamanan hutan yang 
dimiliki PBPH PT Hutan Berau Lestari saat audit Sertifikasi Awal (2025) 
meliputi: 

Jenis Gangguan 
Hutan Sarana Prasarana yang disediakan 

Pencegahan dan 
Pengendalian 
Kebakaran Hutan 

- Sarana prasarana dalkarhutla belum lengkap sesuai 
standar penyediaan menurut PermenLHK No. P.32 
tahun 2016 untuk kebutuhan 1 regu inti dalkarhutla.  

1. Berdasarkan hasil pengecekan sarana prasarana 
dalkarhutla di lapangan, ketersediaan sebagai 
berikut : 

- Lokasi : Camp HBL-TWS (1˚51’23,832” N 
117˚45’11,574” E) tersedia Pompa Jinjing (1 Unit); 
Nozzle (3 Unit); Selang (1 Unit); Helm pengaman / 
helm proyek (masih baru, >10 unit); Papan FDR (Fire 
Danger Rating) / Peringkat Bahaya Kebakaran 

- Lokasi : Camp HBL Site Gunung Padai (1˚56’20,124” 
N 117˚44’24,624” E) - seluruh peralatan masih baru, 
terbungkus rapi, terdiri dari : Selang (17 Unit), Kapak 
(4 Unit), Garu Pacul (3 Unit), Sekop (6 Unit), Garu 
Tajam (6 Unit), Gepyok, Lampu kepala, Pompa 
punggung, Papan FDR (Fire Danger Rating) / 
Peringkat Bahaya Kebakaran. 

2. PT HBL belum memiliki menara api maupun 
peralatan lainnya (drone) untuk groundcheck patroli 
pengamatan langsung di lapangan.  

Perambahan/okupasi 
lahan hutan, pencurian 
kayu, perladangan 
berpindah, hama dan 
penyakit tanaman, dan 
gangguan terhadap 
flora-fauna dilindungi 

Sarana prasarana security PT Hutan Berau Lestari : Pos 
jaga security di areal masuk camp PT HBL Site Gunung 
Padai (1˚54’59,994” N 117˚46’35,796” E). 

PT HBL belum memiliki personil security sehingga tidak 
tersedia sarana prasarana security (seragam, peralatan 
tangan, transportasi, dan lainnya) 

 

.. 

3. Verifier 
3.2.3  

: Ketersediaan SDM perlindungan hutan yang memadai didukung dengan 
pemanfaatan teknologi 

Bobot : 1 

NILAI 
KINERJA 

: BURUK/ Nilai Aktual : 1 x 1 = 1 

Ringkasan 
Justifikasi 

: a) Dukungan SDM perlindungan dan pengamanan hutan PBPH PT Hutan 
Berau Lestari saat ini, terdiri dari : 

No. Unit Kerja 
Perlindungan dan 

Pengamanan Hutan 
Jumlah Personil 

Personel 
Certified 

1. Brigade Pengendalian 
Kebakaran Hutan dan 
Lahan 

  

 - Regu Inti Dalkarhutla 1 Regu (15 orang) Tidak ada 

- Regu Pendukung 
Dalkarhutla 

Seluruh karyawan 
perusahaan dan kontraktor 

- 
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- Regu Perbantuan 
Dalkarhutla / 
Masyarakat Peduli 
Api (MPA) 

Tidak ada MoU / BA 
Pembentukan yang 
disetujui para pihak 
Tim Dalkarhutla Desa 
Semurut (10 org); Desa 
Pinalau (5 org); Desa 
Pesayan (5 org) 

- 

2. Security Tidak ada - 

b) Keberadaan personel terlatih (memiliki sertifikat pelatihan sesuai bidang 
dalkarhutla dan pengamanan hutan), dinilai belum memadai, yakni seluruh 
personil dalkarhutla belum memiliki sertifikat kualifikasi Manggala Agni dari 
Pusdiklat SDM LHK dan PT HBL belum memiliki personil security yang 
kompeten. 

c) Kerjasama pengamanan hutan dengan instansi lain : Tidak ada 

d) Pelatihan internal : Tidak ada 

e) Pemanfaatan fasilitas teknologi terkini untuk mendukung kegiatan 
perlindungan dan pengamanan hutan : monitoring hotspot dan pelaporan 
dalkarhutla via SIPONGI. 

4. Verifier 
3.2.4  

: Efektifitas pelaksanaan perlindungan hutan (preemptif/ preventif/ represif) 

Bobot : 2 

NILAI 
KINERJA 

: SEDANG/ Nilai Aktual : 2 x 2 = 4 

Ringkasan 
Justifikasi 

 Selama periode audit, PT HBL telah melaksanakan kegiatan perlindungan dan 
pengamanan hutan secara preemtif, preventif, maupun represif, diantaranya : 

a. Tindakan preemtif, berupa : Sosialisasi pada masyarakat dan karyawan 
(merujuk verifier 3.1.5.) 

b. Tindakan preventif berupa : Monitoring hotspot melalui SIPONGI; Patroli 
pengamanan hutan sebulan sekali; Menyediakan Peta Rawan Kebakaran 
sebagai sarana identifikasi areal rawan kebakaran; Menyediakan waterpoint 
untuk penyediaan sumber air saat kebakaran; Pemasangan plang-plang 
atau rambu-rambu perlindungan hutan, seperti larangan merambah hutan, 
membakar hutan dan lahan, pencurian kayu/illegal logging, dan larangan 
berburu; serta penyediaan beberapa sarana prasarana dalkarhutla. 

c. Tindakan represif, berupa : 

1) Penyampaian laporan bulanan pengendalian kebakaran hutan dan lahan 
ke instansi terkait via SIPONGI 

2) Penyampaian Laporan Periodik Pemetaan Resolusi Konflik setiap 
semester 

Kegiatan perlindungan hutan yang belum optimal diantaranya : 

1. Sarana prasarana security dan kebakaran hutan belum lengkap sesuai 
ketentuan dan kebutuhan personil  (merujuk verifier 3.2.2) 

2. Belum memiliki tenaga pengamanan hutan / security 

3. SDM dalkarhutla belum kompeten 

4. Belum terdapat kesepakatan/MoU pembentukan Masyarakat Peduli Api 
pada setiap desa binaan sesuai kewajiban Pasal 40 PermenLHK P.32 Tahun 
2016. 

Nilai Kinerja 
Indikator 3.2 

: ( 9 / 15 ) x 100% = 60,00%  ( SEDANG )  
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Indikator 3.3 : 

Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat 
pemanfaatan hutan 

 

1. Verifier 3.3.1  

 

: Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak 
terhadap komponen fisik dan kimia 

Bobot : 1 

NILAI KINERJA : SEDANG/ Nilai Aktual : 2 x 1 = 2 

Ringkasan 
Justifikasi 

: a) Berdasarkan Dokumen ANDAL PT Hutan Berau Lestari Tahun 2014, 
dampak penting pada komponen fisik-kimia akibat kegiatan 
operasional perusahaan diantaranya : Penurunan kualitas udara 
ambien; Meningkatnya debit aliran permukaan (run off); Perubahan 
laju erosi tanah; Perubahan tingkat kesuburan tanah; Perubahan laju 
sedimentasi di sungai-sungai; dan Penurunan kualitas air sungai. 

b) Prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak fisik dan kimia dari 
kegiatan pemanfaatan hutan PT Hutan Berau Lestari ditunjukkan 
pada tabel berikut : 

No. Prosedur Deskripsi 

A. Meningkatnya debit aliran permukaan (run off), Perubahan laju 
erosi tanah; Perubahan tingkat kesuburan tanah 

1. SPO Konservasi Tanah 
dan Air pada Tebing 
Sungai (No. PK/FPR-
EKO-09 Terbitan 1 
Revisi 0 Berlaku efektif 
1 Oktober 2024). 

 

Pada prosedur ini, teknik untuk 
memperbaiki dan mencegah erosi 
sepanjang tepi sungai melalui 
penanganan insidentil berupa penutupan 
dengan ranting pohon dan stabilisasi tepi 
sungai dengan penanaman.  

Acuan belum terbaru seperti : UU No. 37 
Tahun 2014; PermenLHK No. P.105 
Tahun 2018  

2. SPO Konservasi Tanah 
dan Air di Areal Efektif 
(No. PK/FPR-EKO-07 
Terbitan 1 Revisi 0 
Berlaku efektif 4 
September 2023). 

 

Prosedur mengatur KTA di areal efektif 
melalui stabilisasi (pembuatan parit dan 
penanaman), pemeliharaan, dan 
sosialisasi. Prosedur turut mencakup 
teknis pemantauan kesuburan tanah 
untuk diuji di laboratorium pihak ketiga. 

Acuan belum terbaru seperti : UU No. 37 
Tahun 2014; PermenLHK No. P.105 
Tahun 2018. 

3. SPO Konservasi Tanah 
dan Air di Lokasi Jalan, 
TPn, dan TPK (No. 
PK/FPR-EKO-08 
Terbitan 1 Revisi 0 
Berlaku efektif 1 
Oktober 2024). 

 

Pengelolaan dilakukan melalui : 
Pembuatan saluran drainase dan 
bangunan pelengkap; Pembuatan 
saluran drainase melintang; Pembuatan 
rintangan/ jalur pelindung pada tebing 
jalan; Penanaman penutup tanah; 
Pembuatan bangunan (gully control); dan 
Pengaman tebing. Prosedur juga 
menjelaskan teknis pemantauan debit 
aliran permukaan. 

Acuan belum terbaru seperti : UU No. 37 
Tahun 2014; PermenLHK No. P.105 
Tahun 2018 

4. SPO Pengukuran dan 
Pengolahan Data Erosi 

Prosedur belum merujuk pada 
Permenhut RI No. P.60/Menhut-II/2014 
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Tanah (No. PK/FPR-
EKO-11 Terbitan 1 
Revisi 0 Berlaku efektif 
1 Oktober 2024). 

tentang Kriteria Penetapan Klasifikasi 
DAS (memuat tentang teknis perhitungan 
erosi). 

5. SPO Pengukuran dan 
Pengolahan Data 
Curah Hujan (No. 
PK/FPR-EKO-14 
Terbitan 1 Revisi 0 
Berlaku efektif 1 
Oktober 2024). 

Prosedur menjelaskan pemasangan 
penakar curah hujan manual dan metode 
pengukurannya. Pengolahan data telah 
dijelaskan berupa kedalaman curah 
hujan dan erosivitas hujan.  

6. SPO Pengukuran Debit 
Air Sungai (No. 
PK/FPR-EKO-19 
Terbitan 1 Revisi 1 
Berlaku efektif 4 
September 2024). 

Prosedur menjelaskan pengukuran debit 
sungai dengan metode pelampung (bola 
pingpong). Teknis meliputi pembuatan 
plot pengamatan, pemasangan peilscale 
(pemantauan TMA), dan pengukuran 
debit air sungai. 

B. Penurunan kualitas air sungai, Perubahan laju sedimentasi di 
sungai-sungai 

1. Kualitas air sungai Kualitas air sungai merupakan dampak 
turunan dari laju erosi dan sedimentasi 
tanah, sehingga teknis pengelolaan 
tercakup dalam prosedur tersebut. 
Belum tersedia prosedur pemantauan 
kualitas air sungai (termasuk parameter 
TSS / tingkat sedimentasi sungai). 

C. Pengelolaan limbah 
B3 

 

1. SPO Pengelolaan 
Limbah B3 (No. 
PK/FPR-EKO-12 
Terbitan 1 Revisi 0 
Berlaku efektif 1 
Oktober 2024). 

 

Prosedur mencakup teknis pengelolaan 
penanganan oli bekas, penanganan 
bekas kemasan pestisida, penanganan 
baterai aki bekas, standar bangunan TPS 
LB3, penanganan akhir LB3 dan lainnya. 

Prosedur belum mengacu ke : 

1. PP RI No. 22 Tahun 2021 Tentang 
Penyelenggaraan Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup 

2. Permen LHK No. 6 Tahun 2021 
tentang Tata Cara dan Persyaratan 
Pengelolaan Limbah Bahan 
Berbahaya dan Beracun 

2. SPO Pengelolaan 
Limbah Bengkel (No. 
PK/FPR-EKO-13 
Terbitan 1 Revisi 0 
Berlaku efektif 1 
Oktober 2024). 

 

Prosedur cukup lengkap menjelaskan 
penanganan Limbah di Bengkel 
(Workshop) termasuk teknis 
penyimpanan limbah dari bengkel.  

Prosedur belum mengacu ke : 

1. PP RI No. 22 Tahun 2021 Tentang 
Penyelenggaraan Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup 

2. Permen LHK No. 6 Tahun 2021 
tentang Tata Cara dan Persyaratan 
Pengelolaan Limbah Bahan 
Berbahaya dan Beracun 

D. Pengelolaan limbah domestik 

1. SPO Pengelolaan 
Sampah (No. PK/FPR-

Dokumen ini berisi pedoman 
pengelolaan sampah di site perusahaan, 
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EKO-10 Terbitan 1 
Revisi 0 Berlaku efektif 
1 Oktober 2024). 

 

mulai dari identifikasi, penyediaan 
fasilitas, penanganan sampah domestik 
dan B3, hingga pemantauan dan evaluasi 
berkala. Prosedur telah mengacu ke UU 
No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan 
Sampah.  

Aturan terkait lainnya yang belum dirujuk 
: 

1. PP No. 81 Tahun 2012 tentang 
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga 
dan Sejenis Sampah Rumah Tangga 

2. Permen LHK No. 14 Tahun 2021 
tentang Pengelolaan Sampah pada 
Sumbernya 

3. Permen LHK No. 10 Tahun 2018 
tentang Pemanfaatan Limbah Non B3                                                                                                       

Sumber : Dokumen prosedur PT Hutan Berau Lestari 
 

2. Verifier 3.3.2  

 

 

: Ketersediaan sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan 
pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk 
pengelolaan limbah B3 yang didukung dengan SDM yang memadai  

Bobot : 1 

NILAI KINERJA : SEDANG/ Nilai Aktual : 2 x 1 = 2 

Ringkasan 
Justifikasi 

: a) Keberadaan sarana prasarana untuk pengelolaan dan pemantauan 
dampak fisik-kimia dan limbah B3 ditunjukkan pada tabel berikut : 

No. Sarana Prasarana  Kondisi  

A. Komponen Fisik  

1.  Pengukur curah 
hujan (rain cauge/ 
ombrometer) 

Jumlah 2 buah 

Lokasi : Camp HBL-TWS (1˚51’25,68”N 
117˚45’11,4”E) dan Camp HBL Site Gn. 
Padai (1˚56’20,028”N 117˚44’24,228”E) 

Kondisi : Baik 

2.  Pengukur suhu dan 
kelembaban udara 
(thermohigrometer) 

Jumlah : 1 Unit 

Lokasi : Camp HBL Site Gn. Padai 
(1˚56’20,028”N 117˚44’24,228”E) 

Kondisi : Baik 

3.  Pengukur tinggi 
muka air sungai 
(TMAS) dan debit 
sungai 

Tidak ditemukan di lapangan 

4.  TPS sampah organik 
dan anorganik 

Belum dibedakan jenisnya (organik-
anorganik) 

5.  TPS Limbah B3 Tidak ditemukan di lapangan 

6.  Gudang genset Jumlah 1 buah 

Lokasi : Camp HBL-TWS (1˚51’25,68”N 
117˚45’11,4”E) 

Kondisi :  

- Lantai gudang telah disemenisasi 
namun banyak ceceran BBM yang 
belum dibersihkan 

- Dilengkapi oiltrap 
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- Tidak disediakan spill kit emergency 
untuk pembersihan rutin 

7.  Tempat pengisian 
BBM 

Jumlah : 1 buah 

Lokasi : Camp HBL-TWS (1˚51’25,68”N 
117˚45’11,4”E) 

Kondisi :  

- Tangki solar tidak beratap 
- Lantai belum kedap cair 
- Tidak ada parit-parit yang mengarah ke 

oiltrap 
- Tidak disediakan spill kit emergency 

untuk pembersihan rutin 
8.  TPA Sampah 

Organik dan 
Anorganik 

Lokasi : Dekat dengan Camp HBL-TWS 
(1˚50’56,364”N 117˚45’15,894”E) 

Kondisi : Lubang telah dibedakan organik 
dan anorganik namun sampah masih 
bercampur (lubang organik berisi sampah 
anorganik). 

9.  Laju erosi Jumlah : 2 buah 
1. Stik erosi kontrol di Lereng E 

(1˚53’19,38”N 117˚44’20,238”E) 
2. Stik erosi RKT 2023 Petak 29 

(1˚52’21,582”N 117˚44’16,674”E) 
Kondisi : Baik  

10.  Persemaian Jumlah 1 buah  
Lokasi : Camp (1˚51’21,882”N 
117˚45’13,716”E) 

Kondisi : Persemaian berupa persemaian 
satelit/transit yang sudah tidak 
difungsikan. Tanaman rusak/tidak 
terawat. Hal ini karena bibit rencananya 
akan beli dari persemaian birang (milik 
PT Tanjung Redeb Hutani). 

 
b) Sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak didukung 

personil berikut.  

SDM Kelola Lingkungan 

No. Jabatan Nama 

1. Askep Forest Protection Ruslin 

2. Asisten HSE Heri Erawan 

3. Asisten Pengamanan Hutan dan 
Sosial 

Fatkhur Aries 

4. Penanggung Jawab Program KTA Setio Eko Wahyono 

5. Koordinator Program KTA Nuridin 

6. Perencanaan/ 

Pengawasan KTA 

Arfin Aris 

7. Koordinator Lapangan Yoga Eko Prasetyo 

8. Logistik dan Peralatan Nora Fitrianingsih 

Ganis PH Pembinaan Hutan.. 
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PBPH PT Hutan Berau Lestari memiliki GANISPH-BINHUT dengan 
nomor register, penugasan, dan penempatan yang masih berlaku, 
atas nama Nuridin. 

3. Verifier 3.3.3 : Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap 
komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai 
dengan dokumen lingkungan 

Bobot : 2 

NILAI KINERJA : SEDANG/ Nilai Aktual : 2 x 2 = 4 

Ringkasan 
Justifikasi 

: Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan terhadap komponen dampak 
fisik-kimia di areal PBPH PT HBL, diantaranya : 

1. Pembuatan terasering dan saluran drainase lainnya 
2. Pemantauan sedimentasi secara berkala dan pembuatan sediment 

trap untuk mencegah aliran permukaan (run off) yang terlalu besar 
ke areal sungai 

3. Melakukan pemantauan debit di Semester II 2023 
4. Pemantauan erosi dilakukan pada : Tahun 2023 dilakukan di Blok 

RKT 2023 perbulan; Tahun 2024 dilakukan di Petak C32 RKT 2023 
dan Hutan Lindung. 

5. Dilakukan uji lab pemantauan kesuburan tanah tahun 2023 dan 2024  
6. Pemantauan kualitas air sungai di Sungai Gunung Labuh (Inlet dan 

Outlet) Tahun 2023 dan 2024 
7. Pemantauan neraca limbah B3 Triwulan selama tahun 2024 
 Kegiatan pengelolaan dan pemantauan yang belum dilaksanakan yakni 

: 

1. Penanaman LCC (Land Cover Crop) sesuai rencana 
2. Belum dilakukan pemantauan kualitas ambien  
3. Kegiatan pengamatan debit, erosi, kesuburan tanah, dan 

pemantauan kualitas air sungai belum dilaksanakan secara periodik 
sesuai tata waktunya 

4. Pelaporan LB3 ke instansi terkait belum ada (via SIMPEL dan/atau 
secara langsung ke DLH) 

Nilai Kinerja 
Indikator 

: ( 8 / 12 ) x 100%  = 66,67%  ( SEDANG ) 

 

Indikator 3.4 : 

Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang 
(rare), terancam punah (threatened) dan endemik 

1. Verifier 
3.4.1 

 

: Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi 
dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH 

Bobot : 1 

NILAI 
KINERJA 

: BAIK/ Nilai Aktual : 3 x 1 = 3 
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Ringkasan 
Justifikasi 

: Prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, 
jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH PT Hutan Berau 
Lestari diantaranya :  

No. Nama dan 
Pengesahan 

Prosedur 
Deskripsi Singkat 

1. SPO Identifikasi Flora 
Dilindungi (No. 
PK/FPR-EKO-15 
Terbitan 1 Revisi 1 
Berlaku efektif 4 
September 2023). 

 

Pengamatan flora dilakukan dengan membuat 
plot metode kuadrat dimana membagi kegiatan 
identifikasi sesuai strata tegakannya (semai, 
pancang, tiang, pohon). Prosedur telah merujuk 
pada Appendices CITES, IUCN Redlist, dan 
PermenLHK P.106 tahun 2018 terkait status 
perlindungan flora. SOP telah menjelaskan 
sampai dengan inventarisasi vegetasi 
(kerapatan, dominansi, frekuensi, INP, indeks 
keanekaragaman jenis). 

2. SPO Identifikasi 
Fauna Dilindungi (No. 
PK/FPR-EKO-16 
Terbitan 1 Revisi 1 
Berlaku efektif 4 
September 2023). 

 

Kegiatan identifikasi meliputi identifikasi 
morfologi satwa, habitat satwa, perilaku satwa, 
sarang, dan tanda-tanda lainnya. Prosedur telah 
merujuk pada Appendices CITES, IUCN Redlist, 
dan PermenLHK P.106 tahun 2018 terkait 
status perlindungan satwa. Hasil identifikasi 
fauna dilakukan perhitungan indeks keragaman 
menggunakan rumus Shannon dan Wiener (H’) 
dan indeks kelimpahan jenis. 

. 

2. Verifier 
3.4.2 

 Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi 
dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH 

Bobot : 2 

NILAI 
KINERJA 

: BURUK/ Nilai Aktual : 1 x 2 = 2 

Ringkasan 
Justifikasi 

: Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau 
langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH 
dibandingkan dengan prosedur identifikasi, diantaranya sebagai berikut. 

1. Metode pemantauan flora dilindungi sudah sesuai prosedur yakni 
pemantauan potensi tegakan menggunakan metode analisis vegetasi 
garis berpetak, pemantauan kepadatan populasi satwa liar mengunakan 
metode transek garis (line transect), dan pemantauan kepadatan 
populasi Burung menggunakan metode Point Counts. 

2. Identifikasi flora dilindungi dilakukan di Sempadan Sungai Semurut, 
sedangkan fauna dilindungi di dalam hutan, tepi jalan hutan, dan 
Sempadan Sungai Semurut 

3. Data pemantauan flora dan fauna dilindungi sama persis antara 
Semester II tahun 2023, Semester I 2024, dan Semester II 2024. 

4. Tahun 2019 – 2022 tidak terdapat pelaksanaan identifikasi flora dan 
fauna dilindungi. 

3. Verifier 
3.4.3 

 

: Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi 
dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH 

Bobot : 2 
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NILAI 
KINERJA 

: BURUK/ Nilai Aktual : 1 x 2 = 2 

Ringkasan 
Justifikasi 

: Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau 
langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH PT Hutan 
Berau Lestari selama periode audit dibandingkan dengan prosedur yang 
disusun diantaranya : 

No. Laporan Kelengkapan Data 

1. Laporan Pelaksanaan 
Pengelolaan dan 
Pemantauan 
Lingkungan (RKL-RPL) 
Semester I Tahun 2023 

- Jumlah dan jenis flora yang ditemukan 
pada setiap strata tegakan tidak 
dicantumkan, hanya kesimpulan total 
jumlah individu dan indeks 
keanekaragaman jenis. 

- Data identifikasi fauna telah 
diklasifikasikan status perlindungan sesuai 
PermenLHK No. P.106 Tahun 2018, 
Appendices CITES, dan IUCN Redlist. 
Sementara itu, data identifikasi flora 
belum diklasifikasikan status 
perlindungannya 

- Data tidak dilengkapi rekaman yang 
memadai (foto/video berkoordinat jenis 
yang ditemukan, rekaman camera trap, 
dan bukti lainnya). 

2. Laporan Pelaksanaan 
Pengelolaan dan 
Pemantauan 
Lingkungan (RKL-RPL) 
Semester II Tahun 2023 

- Data pemantauan flora dan fauna 
dilindungi sama persis antara Semester II 
tahun 2023, Semester I 2024, dan 
Semester II 2024.  

- Jumlah dan jenis flora yang ditemukan 
pada setiap strata tegakan tidak 
dicantumkan, hanya kesimpulan total 
jumlah individu dan indeks 
keanekaragaman jenis. 

- Data identifikasi fauna telah 
diklasifikasikan status perlindungan sesuai 
PermenLHK No. P.106 Tahun 2018, 
Appendices CITES, dan IUCN Redlist. 
Sementara itu, data identifikasi flora 
belum diklasifikasikan status 
perlindungannya 

- Data tidak dilengkapi rekaman yang 
memadai (foto/video berkoordinat jenis 
yang ditemukan, rekaman camera trap, 
dan bukti lainnya). 

3. Laporan Pelaksanaan 
Pengelolaan dan 
Pemantauan 
Lingkungan (RKL-RPL) 
Semester I Tahun 2024 

4. Laporan Pelaksanaan 
Pengelolaan dan 
Pemantauan 
Lingkungan (RKL-RPL) 
Semester II Tahun 2024 

5. Daftar jenis flora yang 
teridentifikasi di PT HBL 

Daftar satwa liar PT HBL 

- Tidak ada keterangan tanggal/tahun 
pengamatan, lokasi ditemukan, jumlah 
yang ditemukan, dan kategori strata 
tegakan (untuk flora).  

- Belum dilakukan inventarisasi populasi 
sesuai prosedur 

- Data tidak dilengkapi rekaman yang 
memadai (foto/video berkoordinat jenis 
yang ditemukan, rekaman camera trap, 
dan bukti lainnya). 

. 

Nilai Kinerja 
Indikator 3.4 

: ( 7 / 15 ) x 100% = 46,67%  ( BURUK )  
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Indikator 3.5 : 

Pengelolaan flora dan fauna untuk : 
1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak 

(kawasan yang dilindungi dan ABKT) 
2. Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan 

terancam punah serta endemik hasil dari kegiatan identifikasi 

1. Verifier 3.5.1 

 

: Ketersediaan prosedur terdokumentasi pengelolaan flora dan fauna 
yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan 
endemik 

Bobot : 1 

NILAI KINERJA : SEDANG/ Nilai Aktual : 2 x 1 = 2 

Ringkasan 
Justifikasi 

: PT Hutan Berau Lestari telah menyediakan prosedur dalam kegiatan 
pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi, yakni :  

1. SPO Identifikasi Flora Dilindungi (No. PK/FPR-EKO-17 Terbitan 1 
Revisi 1 Berlaku efektif 4 September 2024).  

Prosedur memuat tahapan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, 
pembinaan habitat, penyelamatan, penelitian, sosialisasi, hingga 
patroli dan rehabilitasi yang ditujukan untuk menjaga kelestarian flora 
dilindungi di dalam habitatnya, termasuk upaya pengamanan dan 
pelibatan masyarakat serta pengolahan data sebagai dasar 
pengambilan keputusan konservasi. 

2. SPO Identifikasi Flora Dilindungi (No. PK/FPR-EKO-18 Terbitan 1 
Revisi 1 Berlaku efektif 4 September 2024).  

Dokumen ini menjelaskan langkah-langkah pelaksanaan konservasi 
fauna dilindungi, mulai dari inventarisasi, pemantauan, pembinaan 
habitat, penyelamatan satwa yang terancam, penelitian, sosialisasi, 
pemasangan papan informasi, hingga patroli rutin, guna menjaga 
kelestarian populasi satwa liar dan keseimbangan ekosistem di area 
kerja perusahaan. 

Prosedur pengelolaan flora dan fauna dilindungi belum mengadopsi 
ketentuan : 

- Intruksi MenLHK No. Ins.1/MenLHK/ Setjen/Kum.1/6/2022 tentang 
Perlindungan Satwa Liar Atas Ancaman Penjeratan dan Perburuan 
Liar Di Dalam dan Di Luar Kawasan Hutan 

- Surat Edaran No. Se.7/PHL/PUPH/ HPL.1/10/2022 tanggal 14 
Oktober 2022 tentang Perlindungan Satwa Liar Yang Dilindungi di 
Dalam Areal Kerja PBPH 

- SOP KSDAE No. SOP.1/KSDAE/SET.3/ KSA.2/12/2022 tentang 
Perlindungan Satwa Liar di Dalam dan Di Luar Kawasan Hutan 

- PermenLHK No. 17 Tahun 2024 tentang Penyelamatan Jenis Satwa  

2. Verifier 3.5.2 

 

: Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau 
langka, jarang, terancam punah dan endemik 

Bobot : 2 

NILAI KINERJA : SEDANG/ Nilai Aktual : 2 x 2 = 4 

Ringkasan 
Justifikasi 

: Kegiatan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi di areal PBPH PT 
Hutan Berau Lestari dibandingkan dengan prosedur, diantaranya : 

1. Melaksanakan identifikasi dan inventarisasi flora fauna dilindungi 
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2. Patroli areal kerja sebulan sekali 

3. Melaksanakan upaya perlindungan hutan, baik melalui penyediaan 
SDM dan sarpras karhutla, monitoring konflik lahan, dan pelaporan 
dalkarhutla secara rutin 

4. Pemasangan plang larangan berburu pada beberapa lokasi 

5. Pembinaan habitat melalui penataan batas kawasan lindung 

6. Membentuk tim perlindungan flora dan fauna dilindungi 

Beberapa kegiatan belum dilaksanakan sesuai dengan prosedur, 
diantaranya seperti : 

1. Data identifikasi dan inventarisasi flora-fauna dilindungi tidak 
tersedia setiap tahun 

2. Belum melaksanakan sebagian kewajiban sesuai pengesahan 
RKUPH PT Hutan Berau Lestari Tahun 2025 (Periode 2025 – 2034) 
Kepmenhut No. 78 Tahun 2025 (Pasal 5), seperti monitoring 
pergerakan satwa, penerapan konsep berbagi ruang (living 
harmony), edukasi konservasi dan peningkatan kapasitas sumber 
daya manusia terkait pelestarian tumbuhan-satwa liar yang 
dilindungi 

3. Verifier 3.5.3 
 

: Kondisi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, 
terancam punah dan endemik dan habitatnya di areal PBPH 

Bobot : 2 

NILAI KINERJA : SEDANG/ Nilai Aktual : 2 x 2 = 4 

Ringkasan 
Justifikasi 

: a. PBPH PT Hutan Berau Lestari telah mengalokasikan areal PBPH nya 
untuk perlindungan habitat flora dan fauna yang dilindungi, yakni 
berupa areal KPPN untuk perlindungan plasma nutfah, KPSL untuk 
pelestarian satwa dilindungi, dan sempadan sungai sebagai habitat 
flora dan fauna dilindungi untuk mencari minum dan makan serta 
tempat berkubang satwa. 

b. Pada areal kawasan lindung PT Hutan Berau Lestari, terdapat 
gangguan terhadap kawasan lindung sesuai verifikasi dokumen, 
pemeriksaan lapang, dan wawancara sebagai berikut : 

1. Saat dilakukan verifikasi lapangan blok III RKT 2025 yang 
berbatasan dengan lereng E (koordinat 1˚49’47,268”N 
117˚44”36,966”E), ditemukan sisa gesekan kayu lama. Pada 
koordinat 1˚49’31,8”N 117˚44”44,526”E ditemukan sisa 
gesekan kayu yang masih baru. 

2. Wawancara antara Auditor Sosial (Ir. Wasis Kuncoro) dengan 
Kepala Kampung Semurut (Zainuddin Maru) diketahui sudah 
jarang ada perburuan di wilayah Kampung Semurut karena 
lokasinya cukup jauh dari desa, namun berdasarkan keterangan 
dari Ketua RT 02 Kampung Semurut (Alexius), masih ada 
perburuan dengan jenis Payau/Rusa, Babi, dan Kancil/Pelanduk. 
Sementara itu, pada wilayah Kampung Pilanjau dan Kampung 
Pesayan sudah tidak ada lagi perburuan. Hal ini berdasarkan 
keterangan dari Kepala Kampung Pilanjau (Andi Baso G.) dan 
Kepala Kampung Pesayan (Rahmansyah). Masyarakat saat ini 
fokus ke ladang sawit mereka. 

3. Berdasarkan pengecekan lapang (1°53'34,962" N, 
117°45'32,502" E), diketahui sebagian areal PT Hutan Berau 
Lestari terdapat konflik dengan masyarakat berupa perambahan 
hutan / klaim lahan menjadi sawit. Adapun jumlah total areal 
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klaim belum dilakukan identifikasi secara pasti dan belum 
dilakukan monitoring berkala. 

Berdasarkan kondisi diatas, disimpulkan bahwa terdapat alokasi areal di 
dalam PBPH antara lain habitat, lintasan, homerange flora dan/atau fauna 
namun masih terdapat gangguan. 

Nilai Kinerja 
Indikator 

: ( 10 / 15 ) x 100% = 66,67%  ( SEDANG ) 

 

4 . SOSIAL 
Indikator 4.1 : 

Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah 
masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam 

areal PBPH Hutan Produksi. 

1. Verifier 4.1.1 
( Bobot : 1) 

: Ketersediaan prosedur identifikasi keberadaan dan hak- hak dasar 
masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal 
kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif.  

NILAI KINERJA : SEDANG / Nilai Aktual : 2 x 1 = 2 

Ringkasan 
Justifikasi 

: PBPH PT Hutan Berau Lestari (PT HBL) memiliki prosedur terkait identifikasi 
keberadaan dan hak- hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat 
setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara 
partisipatif tertuang dalam : 

1. SOP Identifikasi Hak - Hak Dasar Masyarakat (No. PK/FPR—SOS-
08 Rev.0), tanggal berlaku 01 Oktober 2024, dibuat oleh Askep 
Forest Protection, diperiksa oleh Manager Operasional dan disetujui 
oleh Regional Office Manager. 

2. SOP Deliniasi Batas Sosial Dengan Masyarakat (No. PK/FPR—
SOS-03 Rev.0), tanggal berlaku 01 Oktober 2024, dibuat oleh 
Askep Forest Protection, diperiksa oleh Manager Operasional dan 
disetujui oleh Regional Office Manager. 

3. SOP Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Hutan (No. 
PK/FPR—SOS-07 Rev.0), tanggal berlaku 01 Oktober 2024, dibuat 
oleh Askep Forest Protection, diperiksa oleh Manager Operasional 
dan disetujui oleh Regional Office Manager. 

4. SOP Deliniasi Batas Sosial Dengan Masyarakat (No. PK/FPR—
SOS-03 Rev.0), tanggal berlaku 01 Oktober 2024, dibuat oleh 
Askep Forest Protection, diperiksa oleh Manager Operasional dan 
disetujui oleh Regional Office Manager. 

5. SOP Pelaksanaan FPIC atau PADIATAPA RKT (No. PK/FPR—SOS-
02 Rev.0), tanggal berlaku 01 Oktober 2024, dibuat oleh Askep 
Forest Protection, diperiksa oleh Manager Operasional dan disetujui 
oleh Regional Office Manager. 

Hasil telaahan terhadap dokumen prosedur yang tersedia  sebagian belum 
mengacu pada peraturan yang terbaru seperti peraturan PermenLHK Nomor 
: P.8 Tahun 2021, PermenLHK No. P.9 Tahun 2021 dan KemenLHK No. 9895 
dan peraturan lainnya. 

PBPH PT Hutan Berau Lestari memiliki SOP identifikasi keberadaan dan hak-
hak dasar masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat, namun 
belum mengacu kepada pedoman teknis dan/atau ketentuan perundang-
undangan yang berlaku. 

2. Verifier 4.1.2  Ketersediaan rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak 
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( Bobot : 1) dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat 

NILAI KINERJA : SEDANG / Nilai Aktual : 2 x 1 = 2 

Ringkasan 
Justifikasi 

: Pada periode Sertifikasi Awal (tahun 2025), PT Hutan Berau Lestari memiliki 
rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar 
masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat tertuang dalam : 
1. Peta Sebaran desa PBPH PT Hutan Berau Lestari skala 1 : 250.000, areal 

PT Hutan Berau Lestari terbagi menjadi 3 Blok dengan desa terdampak 
sebagai berikut : 
a. Blok I  luas  = 2.017 Ha, masuk wilayah administrasi desa/kampung 

: Bena Baru, Tumbit Dayak, Long Lanuk, dan Merasa 
b. Blok II luas  = 1.550 Ha, masuk wilayah administrasi desa/kampung 

: Merasa dan Muara Lesan 
c. Blok III luas = 8.532,66 Ha, masuk wilayah administrasi 

desa/kampung : Pesayan, Pilanjau dan Semurut 
Sampai saat ini yang sudah ada operasional di Blok III sedangkan 
untuk Blok I & II belum ada kegiatan 
 

2. Laporan Penilaian Konservasi Bernilai Tinggi (KBKT/HCV) pada Kawasan 
PBPH PT Hutan Berau Lestari Kab. Berau Prov. Kaltim (Tahun 2025), di 
areal PT HBL terdapat  KBKT 5 terkait Kebutuhan Dasar Masyarakat 
Lokal seluas 420,56 Ha (sungai dan mata air) 

3. Revisi RKUPH PT Hutan Berau Lestari Periode Tahun 2015 – 2024 yang 
telah disahkan berdasarkan SK. MenLHK No.4871/MenLHK-
PHL/PUPH/HPl.1/4/2023 tanggal 26 April 2023 

4. RKUPH PT Hutan Berau Lestari Periode Tahun 2025 – 2034 yang telah 
disahkan berdasarkan SK. MenLHK No.78 Tahun 2025 tanggal 14 
Januari 2024 

Hasil wawancara dengan wakil masyarakat sekitar (Kepala Kampung 
Semurut/Bpk. Zainudin Maru), Kepala Kampung Pesayan /Bpk. 
Rakhmansyah) dan Kepala Kampung Pelinjau (Bpk. Andi Baso Galigo) 
diperoleh informasi bahwa kegiatan yang masih dilakukan oleh masyarakat 
sekitar di areal PT HBL adalah berladang/berkebun Kelapa Sawit, 
berdasarkan informasi masyarakat membuka kebun sudah berlangsung sejak 
tahun 1995 – 1996 sebelum izin PT HBL diterbitkan tahun 2014. 
PBPH PT Hutan Berau Lestari belum memiliki laporan/dokumen terkait 
pemanfaatan lahan oleh masyarakat secara lengkap. 
PBPH PT Hutan Berau Lestari memiliki rekaman yang berisi data dan informasi 
hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat 
hukum adat dan/atau masyarakat setempat, namun belum seluruhnya 
sesuai dengan prosedur yang mengacu pada pedoman teknis dan 
perundangan yang berlaku. 
 
Hasil observasi lapangan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar 
masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat di areal PT Hutan 
Berau Lestari meliputi : 
a) Klaim Lahan Baru ( Sawit) masyarakat Kampung Pilanjau dengan 

koordinat N = 1⁰ 53’ 52,17” dan E = 117⁰ 46’ 31,23” 
b) Klaim Lahan Kebun Sawit (Umur 10 thn) dengan koordinat N = 1⁰ 53’ 

36,00” dan E = 117⁰ 45’ 32,64” 
c) Lahan kalim baru di buka masyarakat Pelinjau dengan koordinat N = 1⁰ 

56’ 17,54” dan E = 117⁰ 44’ 25,07” 
d) Klaim Tanaman Akasia (an. Bpk Lasse) dengan koordinat N = 1⁰ 54’ 

16,27” dan E = 117⁰ 46’ 0,01” 
PBPH PT Hutan Berau Lestari memiliki rekaman hasil pelaksanaan identifikasi 
keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat 
setempat, namun belum seluruhnya sesuai dengan prosedur yang mengacu 
pada pedoman teknis dan perundangan yang berlaku. 
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3. Verifier 4.1.3 

( Bobot : 2 ) 
 Hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal 

PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat 
setempat sesuai prosedur 

NILAI KINERJA : SEDANG / Nilai Aktual : 2 x 2 = 4 

Ringkasan 
Justifikasi 

: PBPH PT Hutan Berau Lestari telah melakukan deliniasi dan implementasi 
penandaaan batas secara partisipatif pada sebagian di areal PBPH PT Hutan 
Berau Lestari yang dikuasai masyarakat adalah tertuang dalam dokumen: 

1) Peta Sebaran desa PBPH PT HBL skala 1 : 250.000, areal PT Hutan Berau 
Lestari terbagi menjadi 3 Blok dengan desa terdampak sebagai berikut : 

a) Blok I  luas  = 2.017 Ha, masuk wilayah administrasi 
desa/kampung : Bena Baru, Tumbet Dayak, Long Lanuk, dan 
Merasa 

b) Blok II luas  = 1.550 Ha, masuk wilayah administrasi 
desa/kampung : Merasa dan Muara Lesan 

c) Blok III luas = 8.532,66 Ha, masuk wilayah administrasi 
desa/kampung : Pesayan, Pilanjau dan Semurut 
 

2) Berdasarkan Peta Sebaran desa PBPH PT Hutan Berau Lestari skala 1 : 
250.000, areal PT Hutan Berau Lestari sudah ada batas administrasi antar 
desa akan tetapi dilapangan belum dilakukan penataan secara partispatif 
disebabkan masing-masing desa belum ada kesepakatan 

3) PBPH PT Hutan Berau Lestari telah melakukan penataan batas temu 
gelang pada Blok III seluas 8.532,66 ha, sedangkan untuk Blok I dan Blok 
II belum tata batas temu gelang 

4) Batas kesepakatan Kampung/Desa Pilanjau dengan Kampung Semurut 
memakai batas alam berupa Aliran Sungai Simanuk sampai pinggir 
gunung Labu, batas ini sebagai dasar pembayaran fee produksi kayu 
alam 

Hasil wawancara dengan wakil masyarakat sekitar pada saat konsultasi publik 
(tanggal 12 Juni 2025) dan wawancara langsung, diperoleh informasi bahwa 
batas definitif antar desa sekitar areal PT Hutan Berau Lestari sudah di 
deliniasi dalam peta, namun masih belum dilakukan penataan batasnya di 
lapangan dikarenakan masing-masing desa masih belum sepakat terhadap 
batas yang telah dibuat oleh pemerintah kabupaten. 

PBPH PT Hutan Berau Lestari  telah melakukan deliniasi terhadap wilayah 
masing-masing desa di dalam arealnya tertuang dalam Peta Sebaran Desa, 
akan tetapi batas dilapangan belum dilakukan penataan batasnya secara 
partisipatif karena masing-masing desa belum sepakat. 

Di areal PT Hutan Berau Lestari banyak ditemukan pemanfaatan lahan oleh 
masyarakat berupa ladang atau kebun milik masyarakat atau kelompok 
masyarakat, PT Hutan Berau Lestari telah melakukan deliniasi sebagian pada 
peta, serta baru sebagian yang telah dilakukan penandaan batas partisipatif 
dilapangannya (< 80 %). 

Nilai Kinerja 
Indikator 

: ( 8 / 12 ) x 100% = 66,67 %  ( SEDANG ) 

Nilai 
Kematangan/Bobot 

: 2 
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Indikator 4.2 : 
Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan 

terukur 
 

1. Verifier 4.2.1 
( Bobot : 2 ) 

: Tersedia laporan pemetaan potensi konflik.  
 

NILAI KINERJA : SEDANG  / Nilai Aktual : 2 x 2 = 4 

Ringkasan 
Justifikasi 

: Pada periode Sertifikasi Awal (Tahun 2025), PT Hutan Berau Lestari memiliki  
sebagian dokumen terkait pemetaan konflik yang tertuang dalam : 

1. Laporan Pemetaan dan Resolusi Konflik Semester 1 & Semester II Tahun 
2022 PT Hutan Berau Lestari, dengan nilai status potensi konflik untuk 2 
desa (Pesayan dan Pelinjau) sebesar 37 % (TERKENDALI) dan 12 desa 
lainnya nilai status potensi konflik dengan range sebesar 26 % - 28 % ( 
AMAN), dan laporan telah disampaikan ke Dinas Kehutanan Prov Kaltim 
(Bukti Tanda terima tanggal 9/1/2023), untuk tanda terima BPHL XI tidak 
tersedia. 

2. Laporan Pemetaan dan Resolusi Konflik Semester 1 & Semester II Tahun 
2023 PT Hutan Berau Lestari, dengan nilai status potensi konflik untuk 2 
desa (Pesayan dan Pelinjau) sebesar 37 % (TERKENDALI) dan 12 desa 
lainnya nilai status potensi konflik dengan range sebesar 26 % - 28 % ( 
AMAN), dan telah disampaikan ke Dinas Kehutanan Prov Kaltim (Bukti 
Tanda terima tanggal 15/1/2024), untuk tanda terima BPHL XI tidak 
tersedia 

3. Laporan Pemetaan dan Resolusi Konflik Semester 1 Tahun 2024 PT 
Hutan Berau Lestari, dengan nilai status potensi konflik untuk 2 desa 
(Pesayan dan Pelinjau) sebesar 37 % (TERKENDALI) dan 12 desa lainnya 
nilai status potensi konflik dengan range sebesar 26 % - 28 % ( AMAN), 
dan telah disampaikan ke Dinas Kehutanan Prov Kaltim (tidak tesedia 
Bukti Tanda terima laporan). 

4. Laporan Pemetaan dan Resolusi Konflik Semester II Tahun 2024 PT 
Hutan Berau Lestari, dengan nilai status potensi konflik untuk 2 desa 
(Pesayan dan Pelinjau) sebesar 37 % (TERKENDALI) dan 12 desa lainnya 
nilai status potensi konflik dengan range sebesar 26 % - 28 % ( AMAN), 
dan telah disampaikan ke Dinas Kehutanan Prov Kaltim (Bukti Tanda 
terima tanggal 9/1/2023), untuk tanda terima BPHL XIII tidak tersedia 

Hasil telaahan terhadap laporan yang tersedia, PT Hutan Berau Lestari telah 
menyusun Laporan pemetaan potensi dan resolusi konflik, akan tetapi dalam 
laporan tersebut tidak menyebutkan jumlah kasus yang ada di areal PT HBL 
serta luas yang di klaim oleh masyarakat sekitar. 

Hasil Observasi lapangan klaim lahan di areal PT Hutan Berau Lestari : 

a) Klaim Lahan Baru (Sawit) masyarakat Kampung Pilanjau dengan 
koordinat N = 1⁰ 53’ 52,17” dan E = 117⁰ 46’ 31,23” 

b) Klaim Lahan Kebun Sawit (Umur 10 thn) dengan koordinat N = 1⁰ 53’ 
36,00” dan E = 117⁰ 45’ 32,64” 

c) Klaim Lahan baru di buka masyarakat Pelinjau dengan koordinat N = 1⁰ 
56’ 17,54” dan E = 117⁰ 44’ 25,07” 

d) Klaim Tanaman Akasia (an. Bpk Lasse) dengan koordinat N = 1⁰ 54’ 
16,27” dan E = 117⁰ 46’ 0,01” 

Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, PT Hutan Berau Lestari telah 
melakukan deliniasi status konflik berdasarkan Peta Citra Satelit, akan tetapi 
baru sebagian yang telah dilakukan identifikasi di lapangan terhadap 
konflik/klaim lahan oleh masyarakat dan atau kelompok masyarakat sekitar, 
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dan PT HBL telah menyusun Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik 
(sesuai PermenLHK P.8 Tahun 2021 Lampiran V) yang dibuat setiap semester 
dan menyampaikan ke Instansi berwenang namun belum sesuai dengan tata 
waktunya. 

PBPH PT Hutan Berau Lestari telah menyusun Laporan Pemetaan Potensi 
dan Resolusi Konflik (sesuai PermenLHK P.8 Tahun 2021 Lampiran V) yang 
dibuat setiap semester dan menyampaikan ke Instansi berwenang namun 
belum lengkap dan belum sesuai dengan tata waktunya. 

2. Verifier 4.2.2 
( Bobot : 1 ) 

 Tersedia mekanisme resolusi konflik 
 

NILAI KINERJA : SEDANG / Nilai Aktual : 2 x 1 = 2 

Ringkasan 
Justifikasi 

: Pada periode Sertifikasi Awal (Tahun 2025), PT Hutan Berau Lestari memiliki 
prosedur/mekanisme resolusi konflik tertuang dalam :  

1. SOP Penyelesaian Konflik (No. PK/FPR—SOS-06 Rev.0), tanggal 
berlaku 01 Oktober 2024, dibuat oleh Askep Forest Protection, diperiksa 
oleh Manager Operasional dan disetujui oleh Regional Office Manager. 

2. SOP Penangan dan Penyelesaian Klaim Areal (No. PK/FPR—SOS-05 
Rev.0), tanggal berlaku 01 Oktober 2024, dibuat oleh Askep Forest 
Protection, diperiksa oleh Manager Operasional dan disetujui oleh 
Regional Office Manager. 

3. SOP Pemetaan Konflik Sosial (No. PK/FPR—SOS-04 Rev.0), tanggal 
berlaku 01 Oktober 2024, dibuat oleh Askep Forest Protection, diperiksa 
oleh Manager Operasional dan disetujui oleh Regional Office Manager 
(ruang lingkup tidak sesuai dengan judul SOP) 

Prosedur tersebut memiliki sistimatika yang mencakup tujuan, Ruang 
Lingkup, Referensi, Penanggung Jawab, Prosedur,  Monitoring & Evaluasi, 
dan Pengendalian dan Pengawasan. 
Hasil wawancara dengan wakil masyarakat pada waktu konsultasi Publik 
(tanggal 12 Juni 2025) dan wawancara langsung dengan wakil masyarakat 
sekitar, Kepala Kampung Semurut/Bpk. Zainudin Maru), Kepala Kampung 
Pesayan /Bpk. Rakhmansyah) dan Kepala Kampung Pilanjau (Bpk. Andi 
Baso Galigo), diperoleh informasi bahwa selama periode audit  (2020 - 2025), 
tidak pernah terjadi konflik dengan masyarakat sekitar dengan PT Hutan 
Berau Lestari, hasil observasi lapangan banyak ditemukan klaim lahan oleh 
masyarakat sekitar terutama masyarakat kampung Pesayan dan Pilanjau, 
berdasarkan informasi masyarakat membuka lahan sejak tahun 1995 – 1996 
sebelum izin PT Hutan Berau Lestari terbit. 

Hasil telaahan terhadap prosedur yang tersedia, PBPH PT Hutan Berau 
Lestari memiliki SOP Mekanisme Penyelesaian Konlfik dengan Masyarakat, 
telah mengakomodir PermenLHK P.8 Tahun 2021 Lampiran V, namun belum 
disepakati oleh para pihak. 

3. Verifier 4.2.3 
( Bobot : 1 ) 

 Tersedia   kelembagaan penanganan konflik yang didukung dengan 
pendanaan 
 

NILAI KINERJA : SEDANG / Nilai Aktual : 2 x 1 = 2 

Ringkasan 
Justifikasi 

: PBPH PT Hutan Berau Lestari memiliki struktur organisasi/lembaga yang 
bertugas khusus menangani konflik berdasarkan SK. Direktur Utama PT HBL 
Nomor : 005/HBL-HRD/JKT/X/2024 tanggal 24 November 2024, akan tetapi 
struktur yang ada belum dilengkapi dengan nama instansi terkait dan tokoh 
masyarakat yang dimaksud serta belum tersedia job description 
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Struktur Organisasi Penyelesaian Konflik PT Hutan Berau Lestari Tahun 
2024 : 

-  Koordinator Resolusi Konflik : Setio Eko Wahyono 

-  Koordinator Program KTA  : Nuridin  

-  Dept Forest Protection : Ruslin 

-  Asisten HSE   :  Heri Erawan 

-  Asisten Pengamanan Hutan dan Sosial : Fatur Aries 

-  Keterlibatan Pihak Eksternal :  1. Instansi Terkait (tidak rinci instansi mana 
saja) 

                                                    2. Tokoh masyarakat (tidak dijelaskan 
siapa saja) 

Dalam hal penyiapan dana untuk penanganan konflik PT Hutan Berau Lestari 
telah menyusun Rencana Anggaran untuk Resolusi Konflik setiap tahunnya, 
sebagai berkut : 

- Tahun 2020 – 2021, tidak tersedia anggaran resolusi konflik 
- Tahun 2022, anggaran resolusi konflik sebesar Rp. 500.000,-  
- Tahun 2023, anggaran resolusi konflik sebesar Rp. 500.000,-  
- Tahun 2024, anggaran resolusi konflik sebesar Rp. 101.000.000,- 
- Tahun 2025, anggaran resolusi konflik sebesar Rp. 1.500.000,- 

 
Hasil wawancara dengan Bagian Kelola Sosial dan hasil konsultasi publik, 
selama ini apabila ada konflik dengan masyarakat sekitar, diselesaikan 
dengan musyawarah dan kekeluargaan dengan mengikutsertakan Aparat 
Pemerintah Desa dan Tokoh Adat setempat serta instansi terkait. 

PBPH PT Hutan Berau Lestari memiliki struktur organisasi/lembaga 
penanganan konflik yang melibatkan para pihak, dan PT Hutan Berau Lestari 
telah menyiapkan anggaran untuk penanganan konflik namun belum sesuai 
dengan kebutuhan menurut tahapan penyelesaian konflik berdasarkan 
ketentuan peraturan perundangan. 

4. Verifier 4.2.4 
( Bobot : 1) 

 Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik 
 

NILAI KINERJA : BURUK  / Nilai Aktual : 1 x 1 = 1 

Ringkasan 
Justifikasi 

 Berdasarkan Laporan Identifikasi dan Pemetaan Konflik Tahun 2022 - 2024  
PT Hutan Berau Lestari, di areal PT Hutan Berau Lestari terdapat potensi 
konflik terkait pemanfaatan lahan oleh masyarakat dan atau kelompok 
masyarakat/Kelompok Tani berupa ladang/kebun sawit dan pemukiman. 
PBPH PT Hutan Berau Lestari telah menyusun anggaran resolusi konflik 
sebagai berikut : 

a) Tahun 2020 - 2021, tidak tersedia Anggaran Resolusi Konflik 

b) Rencana dan Angggaran Penyelesaian Konflik PT Hutan Berau Lestari 
Tahun 2022 sebesar Rp. 500.000,- untuk kegiatan Penyuluhan dan 
Sosialisasi  

c) Rencana dan Angggaran Penyelesaian Konflik PT Hutan Berau Lestari 
Tahun 2023 sebesar Rp. 500.000,- untuk kegiatan Penyuluhan dan 
Sosialisasi 

d) Rencana dan Angggaran Penyelesaian Konflik PT Hutan Berau Lestari 
Tahun 2024 sebesar Rp. 1.000.000,- untuk kegiatan Penyuluhan dan 
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Sosialisasi dan Rp. 100.000.000,- untuk Penyelesaian Lahan Tananam 
Akasi (an. Bpk. Lasse) 

e) Rencana dan Angggaran Penyelesaian Konflik PT Hutan Berau Lestari 
Tahun 2025 sebesar Rp. 1.500.000,- untuk kegiatan Penyuluhan dan 
Sosialisasi 

PBPH PT Hutan Berau Lestari pada peride Tahun 2020 – 2021 belum 
menyiapkan anggaran untuk penyelesaian konflik, karena belum ada kegiatan 
operasional di lapangan. 
Pada tahun 2022 – 2025 PT Hutan Berau Lestari telah menyiapkan rencana 
anggaran penyelesaian konflik, akan tetapi belum memuat sasaran yang jelas,  
tata waktu, alokasi sumber daya (SDM & biaya), mekanisme kerja, monitoring 
dan evaluasi dan belum meilbatkan para pihak 
 
PBPH PT Hutan Berau Lestari belum melakukan identifikasi potensi konflik 
yang ada di arealnya secara lengkap, dan PT Hutan Berau Lestari belum 
menyusun rencana resolusi konflik yang berbasis hasil identifikasi pemetaan 
konflik serta belum melibatkan para pihak. 
 
PBPH PT Hutan Berau Lestari tidak memiliki rencana resolusi konflik 
berdasarkan hasil pemetaan konflik yang memuat sasaran yang jelas,  tata 
waktu, alokasi sumber daya (SDM & biaya), mekanisme kerja, monitoring dan 
evaluasi dan belum meilbatkan para pihak. 
 

5. Verifier 4.2.5 
( Bobot : 2 ) 

 Realisasi pelaksanaan penanganan konflik yang terdokumentasi 

NILAI KINERJA : BURUK / Nilai Aktual : 1 x 2 = 2 

Ringkasan 
Justifikasi 

  
Pada periode Sertifikasi Awal (Tahun 2025), PT Hutan Berau Lestari telah 
melakukan penanganan konflik meliputi : 
1. Register Isu Konflik Tahun 2023 – 2024 dilengkapi dengan kronologis 

Penyelesaian Konlfik Klaim Lahan Areal Tanaman Akasia an. Kelompok 
Tani  Lasse Cs. 

2. Perjanjian Kerjasama Produksi Kayu Akasi (No.015/HBL-
LGL/SPK/JKT/IX/2024) tanggal 30 September 2024 antara PT HBL 
dengan Tuan Lasse (Ketua Kelompok Tani). 

3. Klaim lahan Akasia yang telah diidentifikasi seluas 722 ha dan yang 
telah diselesaikan dengan kesepakatan membayar DP sebesar Rp. 
100.000.000,- untuk lahan seluas 90,2 Ha an. Bpk. Lasse  

PBPH PT Hutan Berau Lestari memiliki laporan rencana realisasi pelaksanaan 
penanganan konflik di lapangan, dan terealisasi  sebesar 12,49 % , PT Hutan 
Berau Lestari telah membuat laporan realisasi pelaksanaan penanganan 
konflik, akan tetapi belum disampaikan  kepada instansi yang berwenang. 
 

Nilai Kinerja 
Indikator 

: ( 11 / 21 ) x 100% = 52,38 %  ( BURUK ) 

Nilai 
Kematangan/Bobot 

: 1 

 

Indikator 4.3 : 
Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak 

1. Verifier 4.3.1 
( Bobot : 1) 

: Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau 
masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh 
aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH.  
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NILAI KINERJA : SEDANG / Nilai Aktual : 2 x 1 = 2 

Ringkasan 
Justifikasi 

: PBPH PT Hutan Berau Lestari memiliki dokumen/laporan data dan informasi 
masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, 
tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang 
PBPH, terdapat dalam dokumen : 
 
1) Peta Sebaran desa PBPH PT Hutan Berau Lestari skala 1 : 250.000, areal 

PT Hutan Berau Lestari terbagi menjadi 3 Blok dengan desa terdampak 
sebagai berikut : 
a) Blok I  luas  = 2.017 Ha, masuk wilayah administrasi desa/kampung : 

Bena Baru, Tumbet Dayak, Long Lanuk, dan Merasa 
b) Blok II luas  = 1.550 Ha, masuk wilayah administrasi desa/kampung : 

Merasa dan Muara Lesan 
c) Blok III luas = 8.532,66 Ha, masuk wilayah administrasi 

desa/kampung : Pesayan, Pilanjau dan Semurut 
       Sampai saat ini yang sudah ada operasional di Blok III, sedangkan 
untuk Blok I & II belum ada kegiatan 

2) Laporan Penilaian Konservasi Bernilai Tinggi (KBKT/HCV) pada Kawasan 
PBPH PT Hutan Berau Lestari Kab. Berau Prov. Kaltim (Tahun 2025), di 
areal PT Hutan Berau Lestari terdapat  KBKT 5 terkait Kebutuhan Dasar 
Masyarakat Lokal seluas 420,56 Ha 

3) Revisi RKUPH PT Hutan Berau Lestari Periode Tahun 2015 – 2024 yang 
telah disahkan berdasarkan SK. MenLHK No.4871/MenLHK-
PHL/PUPH/HPl.1/4/2023 tanggal 26 April 2023 

4) RKUPH PT Hutan Berau Lestari Periode Tahun 2025 – 2034 yang telah 
disahkan berdasarkan SK. MenLHK No.78 Tahun 2025 tanggal 14 Januari 
2024 

5) Pemanfaatan Kontraktor dari lokal (Kab. Berau) ada 1 kontraktor lokal dari 
2 kontraktor yang ada di PT Hutan Berau Lestari 

6) Pemanfaatan Tenaga kerja lokal tahun 2022 – 2025, rata-rata sebesar .. 
7) BA Serah Terima Bantuan kegiatan PMDH PT Hutan Berau Lestari Tahun 

2022 – 2025, (pada tahun 2020 – 2021 belum ada kegiatan) 
PBPH PT Hutan Berau Lestari memiliki dokumen atau data  dan informasi 
masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, 
tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang 
PBPH tersedia sebagian (belum tersedia dokumen/laporan dampak sosial 
kegiatan PT HBL & data klaim lahan oleh masyarakat di areal PT Hutan Berau 
Lestari masih belum terdata secara lengkap). 
PBPH Hutan Berau Lestari memiliki data dan informasi masyarakat hukum 
adat dan/ atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh 
oleh aktivitas  pengelolaan SDH, namun belum lengkap. 
 

2. Verifier 4.3.2 
( Bobot : 1 ) 

 Ketersediaan mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif 
masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat. 

NILAI KINERJA : SEDANG / Nilai Aktual : 2 x 1 = 2 

Ringkasan 
Justifikasi 

: PBPH PT Hutan Berau Lestari memiliki kebijakan/prosedur terkait 
peningkatan peran serta ekonomi masyarakat yang tertuang dalam  : 

1. SOP Pelaksanaan Studi Dasar Sosial (No. PK/FPR—SOS-01 Rev.0), 
tanggal berlaku 01 Oktober 2024, dibuat oleh Askep Forest Protection, 
diperiksa oleh Manager Operasional dan disetujui oleh Regional Office 
Manager 

2. SOP Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Hutan (No. PK/FPR—
SOS-07 Rev.0), tanggal berlaku 01 Oktober 2024, dibuat oleh Askep 
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Forest Protection, diperiksa oleh Manager Operasional dan disetujui oleh 
Regional Office Manager 

3. SOP Pemanfaatan HHNK dan Infrastruktur Perusahaan (No. PK/FPR—
SOS-10 Rev.0), tanggal berlaku 01 Oktober 2024, dibuat oleh Askep 
Forest Protection, diperiksa oleh Manager Operasional dan disetujui oleh 
Regional Office Manager 

4. SOP Pemanfaatan HHBK dalam Kawasan Lindung (No. PK/FPR—SOS-
11 Rev.0), tanggal berlaku 01 Oktober 2024, dibuat oleh Askep Forest 
Protection, diperiksa oleh Manager Operasional dan disetujui oleh 
Regional Office Manager 

5. SOP Pola Kemitraan (No. PK/FPR—SOS-11 Rev.0), tanggal berlaku 01 
Oktober 2024, dibuat oleh Askep Forest Protection, diperiksa oleh 
Manager Operasional dan disetujui oleh Regional Office Manager 

Prosedur tersebut memiliki sistimatika yang mencakup tujuan, ruang lingkup, 
referensi, definisi, penanggung jawab, prosedur, monitoring dan evaluasi, dan 
pengendalian dokumen. 

Hasil telaahan terhadap SOP yang tersedia, PT Hutan Berau Lestari memiliki 
mekanisme terkait peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi produktif 
masyarakat telah disosialisasikan kepada masyarakat setempat, PT Hutan 
Berau Lestari belum memiliki prosedur terkait dengan Pemberdayaan 
masyarakat dibidang ekonomi produktif 

PBPH PT Hutan Berau Lestari memiliki sebagian mekanisme/prosedur kerja 
terkait peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi produktif masyarakat 
yang lengkap dan telah disosialisasikan kepada masyarakat hukum 
masyarakat setempat. 

3. Verifier 4.3.3 
( Bobot : 1 ) 

 Keberadaan dokumen rencana pemegang PBPH yang memuat upaya 
peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau 
masyarakat setempat 

NILAI KINERJA : SEDANG / Nilai Aktual : 2 x 1 = 2 

Ringkasan 
Justifikasi 

: PBPH PT Hutan Berau Lestari memiliki dokumen rencana yang memuat 
upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat 
dan/atau masyarakat setempat tertuang dalam : 

1. Revisi RKUPH PT Hutan Berau Lestari Periode Tahun 2015 – 2024 
yang telah disahkan berdasarkan SK. MenLHK No.4871/MenLHK-
PHL/PUPH/HPl.1/4/2023 tanggal 26 April 2023 

2. RKUPH PT Hutan Berau Lestari Periode Tahun 2025 – 2034 yang 
telah disahkan berdasarkan SK. MenLHK No.78 Tahun 2025 tanggal 
14 Januari 2024 

3. Rencana Operasional (RO) Kegiatan PMDH PT Hutan Berau Lestari 
Tahun 2022 – 2025, tersedia namun belum dirinci kegiatannya pada 
masing-masing desa binaan 

Hasil telaahan terhadap dokumen yang ada, PT Hutan Berau Lestari memiliki 
Rencana Kegiatan PMDH yang dibuat setiap tahun, akan tetapi rencana 
tersebut dibuat PT HBL belum mengikutsertakan masyarakat sekitar. 

Rencana Operasinal (RO) disusun berdasarkan kegiatan yang akan 
dilakukan, kondisi yang ada di PT Hutan Berau Lestari saat ini adalah tidak 
sesuai antara rencana operasional PMDH tahun berjalan dengan realisasi 
kegiatan PMDH. 

Hasil wawancara dengan wakil masyarakat sekitar diperoleh informasi bahwa 
PT Hutan Berau Lestari telah menyusun sebagian program peningkatan 



 
 

Halaman 60 dari 88 
 

F1-02.15 Rev.1 

ekonomi setempat berdasarkan hasil kesepakatan dengan masyarakat 
sekitar. 

PBPH PT Hutan Berau Lestari memiliki dokumen rencana pemegang PBPH 
mengenai kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat 
hukum adat dan/atau masyarakat setempat, serta belum mengakomodir 
aspirasi masyarakat. 

3. Verifier 4.3.4 
( Bobot : .2) 

 Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat 
hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan 
peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya 

NILAI KINERJA : SEDANG / Nilai Aktual : 2 x 2 = 4 

Ringkasan 
Justifikasi 

: PBPH PT Hutan Berau Lestari telah melakukan implementasi kegiatan 
peningkatan ekonomi produktif masyarakat tertuang dalam : 

- Peningkatan Ekonomi dalam Realisasi Kegiatan kelola sosial Tahun 2020 
- 2024, kegiatan CSR berupa pembayaran honor Aparat Desa, Bantuan 
dana saja, atau sebesar 0 % 

- Penyerapan tenaga kerja lokal oleh PT Hutan Berau Lestari : 

a) PT HBL karyawan Lokal sebesar = 33,33 % ( 7  dari 21 orang ) 
b) PT TWS karyawan lokal sebesar = 33,33 % ( 10 dari 30 orang), mitra 
c) PT H3M karyawan lokal sebesar  = 9,76 % ( 4 dari 41 orang), mitra 

Rata-rata sebesar = 25,48 % 
- Kontraktor dari lokal ada 1 kontraktor dari 2 kontraktor yang ada, atau 

sebesar 50,00 % 

- Pembayaran Fee produksi telah dibayar sesuai kesepakatan, atau sebesar 
100 % 

- Kerjasama kemitraan dengan masyarakat sekitar, belum ada atau 0 % 

Sehingga persentase kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat oleh PT 
Hutan Berau Lestari sebesar : 

                                 (0 + 25,48 + 50,00 + 100 + 0) % : 5 = 35,09 % (< 50%) 

Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat 
hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan 
peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya, telah mencapai antara 
35,09 % (< 50 %) dari rencana, tersedia rekamannya dan dapat dibuktikan 
kesesuaiannya di lapangan. 
 

Nilai Kinerja 
Indikator 

: ( 10 / 15 ) x 100% = 66,67 %  ( SEDANG ) 

Nilai 
Kematangan/Bobot 

: 2 

Indikator 4.4 : 
Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan 

yang berlaku 
 

1. Verifier 4.4.1 
( Bobot : .2) 

: Identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan 
lingkungan Pemegang PBPH  

NILAI KINERJA : SEDANG / Nilai Aktual : 2 x 1 = 2 

Ringkasan 
Justifikasi 
 

: PBPH PT Hutan Berau Lestari memiliki dokumen/laporan hasil identifikasi 
kebutuhan masyarakat sekitar dan program tanggung jawab sosial & 
lingkungan meliputi :  

a) Fee Produksi Kayu Alam sesuai kesepakatn 
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b) Perbaikan Jalan Tani masyarakat desa Pilanjau 

c) Bantuan hari besar agama (natal & qurban)  

PBPH PT Hutan Berau Lestari telah melakukan sosialisasi kegiatan tahun 
2020 - 2025 kepada masyarakat desa binaan, akan tetapi kegiatan PMDH PT 
Hutan Berau Lestari yang dilaksanakan sebagian besar masih berdasarkan 
proposal dari masyarakat sekitar. 

Hasil wawancara dengan wakil masyarakat pada waktu konsultasi Publik 
(tanggal 12 Juni 2025) dan wawancara langsung dengan wakil masyarakat 
sekitar diperoleh informasi bahwa PT Hutan Berau Lestari telah melakukan 
sosialisasi kepada masyarakat sekitar terkait Blok RKT tahun berjalan dan 
Fee produksi kayu sesuai wilayahnya, akan tetapi PT Hutan Berau Lestari 
belum menyampaikan program prioritas pada masing-masing desa binaan. 

PBPH PT Hutan Berau Lestari memiliki dokumen/ laporan hasil identifikasi 
kebutuhan masyarakat sekitar dan program tanggung jawab sosial & 
lingkungan yang prosesnya melibatkan masyarakat desa terdampak 
dan/atau pihak terkait lainnya, melalui forum komunikasi/ konsultasi/ 
koordinasi dan belum disepakati program prioritas. 

 
2. Verifier 4.4.2 

( Bobot : .1) 
 Ketersediaan dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan 

pemegang PBPH sesuai ketentuan 

NILAI KINERJA : SEDANG  / Nilai Aktual : 2 x 1 = 2 

Ringkasan 
Justifikasi 
 

: Pada periode Sertifikasi Awal (Tahun 2025), PT Hutan Berau Lestari memiliki 
dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang 
mencakup program prioritas sasaran yang jelas dukungan SDM, sarana 
prasarana PBPH dan anggaran dan didasarkan hasil identifikasi tertuang 
dalam dokumen : 
 Revisi RKUPH PT Hutan Berau Lestari Periode Tahun 2015 – 2024 (tahun 

2023) 
 Dokumen RKPH PT Hutan Berau Lestari Periode Tahun 2025 – 2034 

(tahun 2025) 
 RKTPH PT Hutan Berau Lestari Tahun 2022 – 2025  
 Rencana Operasional (RO) Kegiatan PMDH PT Hutan Berau Lestari 

Tahun 2022 - 2025 
 Pemanfaatan kontraktor dari lokal kab. Berau (ada 1 kontraktor) 
 Pemanfaatan tenaga kerja lokal, rata-rata sebesar .. % 
Hasil wawancara dengan bagian kelola sosial & wakil masyarakat sekitar 
diperoleh informasi bahwa masyarakat telah mendapatkan sosialisasi terkait 
tanggung jawab sosial dari PT Hutan Berau Lestari, saat ini kegiatan PMDH PT 
Hutan Berau Lestari yang dilaksanakan sebagian besar masih berdasarkan 
proposal/usulan dari masyarakat selanjutnya dimintakan persetujuan kepada 
pimpinan perusahaan baru direalisasikan. 
PBPH PT Hutan Berau Lestari memiliki dokumen rencana kerja tanggung 
jawab sosial dan lingkungan yang mencakup sebagian program prioritas 
sasaran yang jelas, sarana prasarana PBPH dan anggaran serta didasarkan 
hasil identifikasi. 
 

3. Verifier 4.4.3 
( Bobot : 1) 

 Ketersediaan mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan 
lingkungan oleh pemegang PBPH 

NILAI KINERJA : SEDANG / Nilai Aktual : 2 x 1 = 2 

Ringkasan 
Justifikasi 
 

: Pada periode Sertifikasi Awal Tahun 2025), PT Hutan Berau Lestari memiliki 
mekanisme terkait implementasi tanggung jawab perusahaan kepada sosial 
dan lingkungan tertuang dalam : 
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1. SOP Pelaksanaan Studi Dasar Sosial (No. PK/FPR—SOS-01 Rev.0), 
tanggal berlaku 01 Oktober 2024, dibuat oleh Askep Forest Protection, 
diperiksa oleh Manager Operasional dan disetujui oleh Regional Office 
Manager 

2. SOP Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Hutan (No. PK/FPR—
SOS-07 Rev.0), tanggal berlaku 01 Oktober 2024, dibuat oleh Askep 
Forest Protection, diperiksa oleh Manager Operasional dan disetujui oleh 
Regional Office Manager 

3. SOP Pemanfaatan HHNK dan Infrastruktur Perusahaan (No. PK/FPR—
SOS-10 Rev.0), tanggal berlaku 01 Oktober 2024, dibuat oleh Askep 
Forest Protection, diperiksa oleh Manager Operasional dan disetujui oleh 
Regional Office Manager 

4. SOP Pemanfaatan HHBK dalam Kawasan Lindung (No. PK/FPR—SOS-
11 Rev.0), tanggal berlaku 01 Oktober 2024, dibuat oleh Askep Forest 
Protection, diperiksa oleh Manager Operasional dan disetujui oleh 
Regional Office Manager 

5. SOP Pola Kemitraan (No. PK/FPR—SOS-11 Rev.0), tanggal berlaku 01 
Oktober 2024, dibuat oleh Askep Forest Protection, diperiksa oleh 
Manager Operasional dan disetujui oleh Regional Office Manager 

Prosedur tersebut memiliki sistimatika yang mencakup tujuan, ruang lingkup, 
referensi, definisi, penanggung jawab, prosedur, monitoring dan evaluasi, dan 
pengendalian dokumen 

Implementasi dalam kegiatan : 

a) Pemanfaatan Kontraktor Lokal  

b) Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal 

PBPH PT Hutan Berau Lestari memiliki sebagian mekanisme implementasi 
tanggung jawab dan lingkungan yang menjamin terlaksananya seluruh 
program prioritas,  dalam bentuk keberadaan SOP yang memuat tugas dan 
tanggung jawab para pihak sesuai ketentuan, dan telah mendapat 
pengesahan dari yang berwenang. 
 

4. Verifier 4.4.4 
( Bobot : 2) 

 Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan 
oleh pemegang PBPH 

NILAI KINERJA : SEDANG / Nilai Aktual : 2 x 1 = 2 

Ringkasan 
Justifikasi 
 

: Pada periode Sertifikasi Awal (Tahun 2025) PT Hutan Berau Lestari telah 
melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sekitar dengan bukti : 

1. BA Sosialisasi Rencana Kerja Tahunan RKT) PT Hutan Berau Lestari 
Tahun 2022, Areal Konsesi, Visi Misi, Kawasan Lndung Flora Fauna 
dilindungi, perlindungan dan pengamanan hutan, Fee ke masyarakat, 
dan kegiatan sosial kepada masyarakat terdampak tahun 2022, tanggal 
31 Maret 2022 bertempat di Kantor Kepala Kampung Semurut ( 
peserta 73 orang) 

2. BA Sosialisasi Rencana Kerja Tahunan RKT) PT Hutan Berau Lestari 
Tahun 2023, Areal Konsesi, Visi Misi, Kawasan Lndung Flora Fauna 
dilindungi, perlindungan dan pengamanan hutan, Fee ke masyarakat, 
dan kegiatan sosial kepada masyarakat terdampak tahun 2023, tanggal 
6 Maret 2023 bertempat di Kantor Kepala Kampung Semurut ( peserta 
21 orang) 
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3. BA Sosialisasi Rencana Kerja Tahunan RKT) PT Hutan Berau Lestari 
Tahun 2024, Areal Konsesi, Visi Misi, Kawasan Lndung Flora Fauna 
dilindungi, perlindungan dan pengamanan hutan, Fee ke masyarakat, 
dan kegiatan sosial kepada masyarakat terdampak tahun 2024, tanggal 
6 Maret 2024 bertempat di Kantor Kepala Kampung Pilanjau ( peserta 
35 orang) 

4. BA Sosialisasi Rencana Kerja Tahunan RKT) PT Hutan Berau Lestari 
Tahun 2025, Areal Konsesi, Visi Misi, Kawasan Lndung Flora Fauna 
dilindungi, perlindungan dan pengamanan hutan, Fee ke masyarakat, 
dan kegiatan sosial kepada masyarakat terdampak tahun 2025 
(Kampung Semurut, Pesayan dan Pilanjau), tanggal 6 Maret 2024 
bertempat di Kantor Kepala Kampung Pilanjau ( peserta 45 orang) 

Hasil wawancara dengan wakil masyarakat desa sekitar pada saat konsultasi 
publik (tanggal 12 Juni 20250 dan wawancara langsung, diperoleh informasi 
bahwa PT Hutan Berau Lestari telah melakukan kegiatan sosialisasi kepada 
masyarakat, namun tidak rutin dilakukan serta tidak disampaikan terkait 
program kegiatan PMDH PT Hutan Berau Lestari pada masing-masing desa 
binaan 

PBPH PT Hutan Berau Lestari telah melakukan kegiatan sosialisasi kepada 
masyarakat sekitar, akan tetapi tidak disampaikan program prioritas 
tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH. 

5. Verifier 4.4.5 
( Bobot : 2) 

 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang 
PBPH. 
 

NILAI KINERJA : SEDANG  / Nilai Aktual : 2 x 2 = 4 

Ringkasan 
Justifikasi 
 

: Pada periode Sertifikasi Awal (tahun 2025), PT Hutan Berau Lestari memiliki 
rencana dan realisasi kegiatan PMDH Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 
sebagai berikut : 

a) Tahun 2022 realisasi mencapai 99,38 %,   
b) Tahun 2023 realisasi mencapai 98,34 %  
c) Tahun 2024 realisasi mencapai 102,11%. 

 Rata-rata mencapai 99,94 %, dilengkapi dengan BA serah terima dan 
atau bukti kuitansi sesuai kegiatan yang dilaksanakan. 

Realisasi pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dapat 
dibuktikan di lapangan dengan rata-rata sebesar 99,94 % , serta dilengkapi 
dengan bukti BA serah terima dan atau bukti kuitansi sesuai kegiatan yang 
dilaksanakan, akan tetapi kegiatan CSR/Kelola Sosial sebagian besar 
merupakan honor kepada aparat pemerintah desa dan tokoh masyarakat. 

Nilai Kinerja 
Indikator 

: ( 16 / 24 ) x 100% = 66,67 %  ( SEDANG ) 

Nilai 
Kematangan/Bobot 

: 2 

 
 

Indikator 4.5 : 
Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja 

1. Verifier 4.5.1 
( Bobot : 1 ) 

: Ketersediaan sarana hubungan industrial.  
 

NILAI KINERJA : BAIK  / Nilai Aktual : 3 x 1 = 3 

Ringkasan 
Justifikasi 

: PBPH PT Hutan Berau Lestari telah memiliki sarana hubungan industrial 
terhadap karyawannya tertuang dalam:  
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  Peraturan Perusahaan Periode Tahun 2024 - 2026 yang telah disahkan 
kepada Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kabupaten Berau dengan 
No. SK KEP.560/040.Hubin tanggal 4 Juni 2024 tentang pengesahan 
Peraturan Perusahaan Hutan Berau Lestari, dengan masa berlaku 2 
tahun (3 Juni 2026)  

 PT Hutan Berau Lestari telah melakukan sosialisasi kepada pekerja baik 
karyawan kontraktor maupun karyawan PT Hutan Berau Lestari tanggal 
2 Februari 2024 yan dihadiri 17 orang 

 PT Hutan Berau Lestari belum memiliki serikat pekerja di lingkungan 
kerjanya. Dan PT Hutan Berau Lestari memberikan kebebasan kepada 
karyawan tertuang dalam dokumen Surat Pernyataan Direktur Utama 
Nomor 001/HBL-HTI/SP/JKT/II/2021 tanggal 6 Februari 2021  

 PT Hutan Berau Lestari belum memiliki keanggotaan organisasi 
pengusaha (APHI), PT Hutan Berau Lestari telah mengajukan 
pendaftaran anggota APHI dengan nomor surat 032/HBL-
HTI/JKT/VI/2025 tanggal 13 Juni 2025 (terdapat bukti tanda terima 
tertanggal 16/6/2025) 

 Tersedia dokumen Laporan ketenagakerjaan PT Hutan Berau Lestari 
tahun 2022 (tanda terima tanggal 9 Juni 2022) dan Laporan 
Ketenagakerjaan PT Hutan Berau Lestari Tahun 2025 ( tanda terima 
tanggal 9 Juni 2025) 

 PT Hutan Berau Lestari tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur 
sesuai dengan Keputusan Direktur Utama PT Hutan Berau Lestari 
Nomor 015/HBL-HTI/JKT/I/2023 tanggal 10 Januari 2023  

 Terdapat contoh SPK an. Rudi Hartono (PKWTT); dan Yoga Eko 
Prasetyo (PKWTT) , telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

 Keputasan Direktur Utama PT Hutan Berau Lestari No.015/HBL-
HTI/JKT/I/2023 tanggal 10 Januari 2023 tentang Penetapan dan 
Komitmen Bersama an. PT Hutan Berau Lestari untuk tidak 
mempekerjakan anak dibawah umur di kab Berau. 

 Tidak ada karyawan dibawah umur dimana karyawan termuda an. 
Erlangga Saputra, pada waktu masuk kerja  berumur 18 Tahun dan .9 
bulan 

 Peraturan perundang- undangan ketenagakerjaan. 

PT Hutan Berau Lestari memiliki  peraturan perundang-undangan 
ketengakerjaan yang tertuang dalam Undang Undang Republik 
Indonesia nomor 11 tahun 2020 tetang Cipta Kerja dimana di dalamnya 
memuat bab IV terkait ketenagakerjaan (UU no 13 tahun 2003 tentang 
ketenagakerjaan, UU no 40 Tahun 2004 tentang system jaminan sosial 
nasional, UU no 24 Tahun 2011 tentang penyelenggara jaminan sosial, 
UU no 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia 
dan PP Nomor 35 Tahun 2021). 

Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen dan wawancara dengan wakil 
karyawan (an. EL, AR dan NL ) diperoleh informasi bahwa PT Hutan Berau 
Lestari telah memiliki sarana hubungan industrial yang legal dan lengkap, dan 
telah diimplementasikan seluruhnya 

PBPH PT Hutan Berau Lestari  memiliki dokumen sarana hubungan industrial 
yang legal dan lengkap, serta telah memiliki mekanisme penyelesaian 
perselisihan hubungan industrial yang disepakati 

2. Verifier 4.5.2 
( Bobot : 1) 

 Implementasi kebijakan standar jenjang karier. 
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NILAI KINERJA : SEDANG / Nilai Aktual : 2 x 1 = 2 

Ringkasan 
Justifikasi 
 

: PBPH PT Hutan Berau Lestari memiliki mekanisme terkait standar jenjang 
karir yang dituangkan dalam Peraturan Perusahaan (PP) PT Hutan Berau 
Lestari Periode Tahun 2024 - 2026 Bab IV (Pasal 11 - 15) tentang Penilaian 
Prestasi Kerja, Promosi, Mutasi, dan Demosi, untuk Promosi karyawan sesuai 
dengan mekanisme yang ada di perusahaan, sedangkan Demosi 
(perunbahan pada posisi lebih rendah) apabila karyawan dianggap tidak 
mampu atau melanggar aturan yang berlaku di perusahaan. 

Struktur Organisasi PT Hutan Berau Lestari yang terakhir ditetapkan oleh 
Direktur Utama pada tanggal 25 September 2024, pada struktur tersebut 
masih terdapat perangkapan jabatan oleh satu orang serta terdapat beberapa 
jabatan yang masih kosong. 

Selain itu terdapat SOP Promosi, Mutasi dan Demosi (No. PK/KTU-06 Rev.0) 
tanggal efektif 01 Oktober 2024, dibuat oleh KTU diperiksa oleh Manager 
Operasional dan disetujui oleh Regional Office Manager. Pada dokumen ini 
dijelaskan proses pengajuan promosi dan peningkatan jenjang karir 
karyawan. 

PBPH PT Hutan Berau Lestari memiliki  kebijakan  standar jenjang karier yang 
berbasis kompetensi (pengetahuan, ketrampilan, sikap kerja), akan tetapi 
baru sebagian diimplementasikan (tidak terdapat rencana promosi, tapi 
ada implementasi tapi hanya sebagian), serta dalam struktur organisasi 
masih terdapat perangkapan jabatan oleh satu orang dan ada  beberapa 
jabatan yang masih kosong. 

Promosi Karyawan PT Hutan Berau Lestari periode Tahun 2022 - 2025 

N
o 

Nama Jabatan 
sebelumnya 

Jabatan 
Promosi 

Keterang
an 

1 
Roby Alfadani Mgr Planning dan 

License 
Manager 
Regional 

1 Januari 
2024 

2 
Mudjiono Assisten Plantation Askep Plantation 27 Januari 

2023 

3 
Ruslin Assisten HSE Askep 

Perlindungan 
dan 
Pengamanan 
Hutan 

27 Januari 
2023 

PBPH PT Hutan Berau Lestari memiliki  mekanisme terkait standar jenjang 
karier yang berbasis kompetensi (pengetahuan, ketrampilan, sikap kerja), 
namun baru diterapkan sebagian pada kenaikan jenjang karier (50 %). 

3. Verifier 4.5.3 
( Bobot : 2 ) 

 Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier 

NILAI KINERJA : SEDANG / Nilai Aktual : 2 x 2 = 4 

Ringkasan 
Justifikasi 
 

: Untuk Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier PT 
Hutan Berau Lestari memiliki mekanisme tertuang dalam  Peraturan 
Perusahaan PT HBL Periode 2024 - 2026 Bab X Pasal 46 tentang Pendidikan 
dan Pelatihan Karyawan, selain itu terdapat SOP Pelatihan dan 
Pengembangan (No. PK/KTU-06 Rev.0) tanggal efektif 01 Oktober 2024, 
dibuat oleh KTU diperiksa oleh Manager Operasional dan disetujui oleh 
Regional Office Manager. 
 
Implementasi pengembangan kompetensi karyawan melalui pendidikan dan 
pelatihan, pada: 
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1. Tahun 2022 rencana 2 jenis pelatihan Non Teknis dengan peserta 2 
orang telah terealisasi 2 pelatihan (100 %) dengan peserta 2 orang ( 
100 %) 

2. Tahun 2023 rencana 4 jenis pelatihanan dengan peserta 8 orang telah 
terealisasi 4 pelatihan ( 100 %) dengan peserta 8 orang (100 %) 

3. Tahun 2024 rencana 5 jenis pelatihan dengan peserta 17 orang, telah 
terealisasi 5 pelatihan ( 100 %) dengan peserta 17 orang (100 %) 

Hasil telaahan terhadap rencana dan realisasi pelatihan tersebut diatas, PT 
Hutan Berau Lestari memiliki dokumen  rencana pengembangan kompetensi 
SDM untuk pemenuhan kompetensi dan kebutuhan promosi, terealisasi rata-
rata untuk Jenis Pelatihan 100 % dan Peserta 100 % 
PBPH PT Hutan Berau Lestari  memiliki rencana pengembangan SDM hanya 
untuk pemenuhan Tenaga Teknis  (GANIS) PHL saja, sedangkan untuk 
rencana pengembangan SDM bidang lainnya masih belum direncanakan, 
pada tahun 2020 – 2021 PT Hutan Berau Lestari belum ada kegiatan 
operasional di lapangan. 
PBPH PT Hutan Berau Lestari memiliki dokumen rencana pengembangan 
kompetensi SDM untuk pemenuhan kompetensi pada jenjang karier dan/atau 
kebutuhan promosi, dengan realisasi sebesar 100 %, akan tetapi masih 
terdapat kekurangan tenaga teknis ( Nenhut ) serta peningkatan 
kompetensi bidang lainnya masih belum direncanakan. 
 

4. Verifier 4.5.4 
( Bobot : 2) 

 Pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan 

NILAI KINERJA : BAIK / Nilai Aktual : 3 x 2 = 6 

Ringkasan 
Justifikasi 
 

: Tunjangan kesejahteraan karyawan PT Hutan Berau Lestari dan 
implementasinya meliputi : 
a) Peraturan Perusahaan PT Hutan Berau Lestari periode 2024 - 2026, Bab 

VII – Bab VIII Pasal 25 - 40,  Bab VII tentang Pengupahan dan Fasilitas, 
sedang Bab VIII tentang Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan  

b) Keputusan Gubernur Kaltim Nomor : 100.3.3.1/K.836/2023 tanggal 30 
November 2023 tentang Pentapan UMK Kab. Berau Tahun 2024 
(sebesar Rp. 3.832.297,-). 

c) Keputusan Gubernur Kaltim Nomor : 100.3.3.1/K.554/2024 tanggal 18 
Desember 2024 tentang Pentapan UMK Kab. Berau Tahun 2025 
(sebesar Rp. 4.081.396,31). 

d) Contoh Slip Gaji Karyawan Terendah an.OK upah yang diterima di atas 
UMK Kab. Berau yang berlaku  

e) Bukti Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan bulan April 2025 sebesar 
Rp.6.589.520,- dan Mei 2025 sebesar Rp. 6.589.520,  contoh kartu BPJS 
Ketenagakerjaan an. Arfin Aris dan Setyo Eko Wahyono 

f) Bukti Pembayaran BPJS Kesehatan bulan April 2025 sebesar Rp. 
2.447.176,- dan Mei 2025 sebesar Rp. 2.447.176,-  , contoh kartu BPJS 
Kesehatan an. Arfin Aris dan Setyo Eko Wahyono  

g) Di Camp PT Hutan Berau Lestari tidak ada Klinik Perusahaan, apabila 
ada karyawan yang sakit dirujuk ke Puskesmas terdekat (Puskesmas 
Kec. Suaran) dengan fasilitas BPJS dan jika Puskesmas tidak mampu 
selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit yang ada di ibukota kabupaten 
(Tanjung Redeb).  

h) Kondisi Fasilitas kesejahteraan di Base Camp PT Hutan Berau Lestari 
Site Gunung Padai, cukup memadai dan representatif (seperti : kantor, 
mess, kantin, tempat olah raga, tempat ibadah dll) 

Hasil wawancara dengan wakil karyawan (an.EL, AR dan NR) diperoleh 
informasi bahwa PT Hutan Berau Lestari memiliki  kebijakan pengupahan, 
tunjangan kepersertaan jaminan sosial ketengakerjaan dan fasilitas karyawan 
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serta telah merealisasikan seluruh tunjangan kesejahteraan kepada 
karyawannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
 
PBPH PT Hutan Berau Lestari memiliki kebijakan pengupahan, tunjangan, 
kepersertaan jaminan kesehatan dan sosial ketenagakerjaan, fasilitas 
karyawan, dan telah diterapkan sesuai standar. 
 

Nilai Kinerja 
Indikator 

: (15/18) x 100% = 83,33 %  ( BAIK ) 

Nilai 
Kematangan/Bobot 

: 3 

 

 

5. STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN 

 

1. Prinsip 1 : 

Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan 

1. Verifier 
1.1.1.a. 

: Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan. 

Nilai : MEMENUHI  

Ringkasan 
Justifikasi 

 

: PBPH PT Hutan Berau Lestari telah memiliki Dokumen legal pemberian PBPH 
atau Hak Pengelolaan yaitu : 
1. SK IUPHHK PT Hutan Berau Lestari berupa Keputusan Menteri Kehutanan 

Republik Indonesia No. SK. 777/Menhut-II/2014 Tanggal 19 September 
2014 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada 
Hutan Tanaman Industri Kepada PT Hutan Berau Lestari Atas Areal Hutan 
Produksi seluas ± 12.002 Ha di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan 
Timur. SK ditanda tangani (Ttd) Menteri Kehutanan; Zulkifli Hasan berlaku 
untuk jangka waktu 60 tahun sejak 19 September 2014 s/d 18 September 
2014 dilengkapi dengan peta lampiran skala 1:250.000. Areal PT Hutan 
Berau Lestari terdiri atas 3 (tiga) Blok yaitu Blok I seluas ±2.017 Ha, Blok II 
seluas ±1.550 Ha dan Blok III seluas ±8.435 Ha..   

2. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 
94/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2/2020 tanggal 4 Februari 2020 tentang 
Penetapan Sebagian Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan 
Kayu pada Hutan Tanaman Industri PT Hutan Berau Lestari (Blok III) 
Seluas ± 8.532,66 Ha di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur. SK 
ditanda tangani di Jakarta pada tanggal 14 Februari 2020 oleh Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan; (ttd) SITI NURBAYA. 

3. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 
771/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021 tanggal 15 September 2021 tentang 
Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. 
SK. 777/Menhut-II/2014 Tanggal 19 September 2014 tentang Pemberian 
Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri 
Kepada PT Hutan Berau Lestari Atas Areal Hutan Produksi seluas ± 12.002 
Ha di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur. Sesuai SK disebutkan 
mengubah sepanjang menyangkut nomenklatur menjadi Perizinan 
Berusaha Pemanfaatan Hutan untuk Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan 
Kayu Hutan Tanaman. 

Adapun dokumen Legalitas Perseroan yang dimiliki oleh PBPH PT Hutan Berau 
Lestari terdiri Akta Pendirian Perusahaan, Akta Perubahan terakhir, Nomor 
Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta Nomor Induk Berusaha (NIB) Berbasis Risiko. 
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1. Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahan Terakhir 
Akte Pendirian Perusahaan No. 4 tanggal 9 Juni 2005 oleh Notaris Hj. Sri 
Aslinda Sulaiman, SH dan tersedia Keputusan Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manuasis No. C-17453 HT.01.01.TH.2006 tentang Pengesahan Akte 
Pendirian Perseroan Terbatas PT Hutan Berau Lestari /NPWP : 
02.467.465.7722.000 ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Juni 2006 
Akta Perubahan terakhir yaitu Akta No. 61 tanggal 25 Mei 2023 oleh Notaris 
Wiwik Condro, SH. Tentang Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang 
Saham PT Hutan Berau Lestari. Tersedia Keputusan Menteri Hukum dan 
Hak Asasi Manusia No. AHU-0030875.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 5 Juni 
2023 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas 
PT Hutan Berau Lestari. 
Susunan Pengurus : 
- Direktur Utama   : Hari Sumitro 
- Direktur               : Heri Santoso 
- Direktur               : Herry Wijaya 
- Komisaris Utama : Yulius Oetama. 
- Komisaris          : Edie Herjadi 

Komposisi Pemegang Saham : 
- Atas nama Herry Wijaya sebanyak 250 lembar saham atau sebesar 

12,50%, 
- Atas nama Yulius Oetomo sebanyak 250 lembar saham atau sebesar 

12,50%, 
- PT Satya Multi Prakarsa sebanyak 750 lembar saham atau sebesar 

37,50%, 
- PT Tritunggal Eka Perkasa sebanyak 750 lembar saham atau sebesar 

37,50%, 
2. NPWP 

Terdapat copy dokumen NPWP: 02.467.465.7-722.000 atas nama PT 
Hutan Berau Lestari, dengan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) 02020: 
Pengusahaan Hutan Alam, dengan alamat Jl. AM Sangaji No.300 B RT 
65, Pelita Samarinda Utara, Samarinda -75117. 

3. NIB 
PT Hutan Berau Lestari memiliki NIB Berbasis Resiko No. 
9120003711743 atas nama PT Hutan Berau Lestari dengan alamat kantor 
korespondensi : Jl. AM Sangaji No.300 B RT 65, Pelita Samarinda Utara, 
Samarinda Utara, Kota Samarinda Prov. Kalimantan Timur. NIB 
ditetapkan di Jakarta pada 14 Juli 2019, Perubahan ke-2 tanggal 7 Juni 
2023. 

2. Verifier 
1.1.1.b 

: Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan 
(N/A jika tidak ada) 

Nilai : MEMENUHI 

Ringkasan 
Justifikasi 

: Tersedia data dan informasi penggunaan kawasan yang sah diluar kegiatan 
PBPH yaitu pada Blok II seluas ± 1.550 Ha terdapat Ijin Pinjam Pakai Kawasan 
Hutan (IPPKH) seluas ± 425,73 Ha sesuai SK Kepala BKPM No. 
SK.84/1/KLHK/2020 tanggal 18 Mei 2020 tentang IPPKH Untuk Kegiatan 
Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya Atas Nama PT Kaltim 
Jaya Bara Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Di Kabupaten Berau Propinsi 
Kalimantan Timur. 

SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 649/MENLHK-
PKTL/REN/PLA.0/2/2021 tanggal 10 Februari 2021 tentang Penetapan Areal 
Kerja IPPKH Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana 
Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap atas nama PT Kaltim Jaya 
Bara Seluas 425,34 Ha di Kabupaten Berau Propinsi Kalimantan Timur, dan 
terdapat Lampiran Peta Penetapan Areal Kerja IPPKH Untuk Kegiatan Operasi 
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Produksi Batubara dan Sarana Penunjuangannya Pada Kawasan Hutan Tetap 
Seluas 425,34 Ha, Skala 1 : 25.000 yang dibuat oleh Dirjen PKTL (Sigit 
Harjowinarto/NIP 19610202 198603 1 003) 
Terdapat SK. MenLHK No. 367/MenLHK/Setjen/PLA.0/7/2021 tanggal 01 Juli 
2021 tentang Persetujuan PPKH untuk kegiatan Pembangunan SUTT 150 KV 
Tanjung Redeb – Talisayan Atas Nama PLN seluas 63,50 Ha, dimana areal 
kerja PT Hutan Berau Lestari yang masuk kegiatan SUTT seluas +/- 7,03 Ha. 

 

2. Prinsip 2 : 

Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah 

1. Verifier 
2.1.1.a 

: Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) 
dengan lampiran- lampirannya. 

Nilai : MEMENUHI  

Ringkasan 
Justifikasi 

 

: Dokumen Perubahan RKUPHHK Periode 2015-2024 

Terdapat dokumen Perubahan RKUPHHK-HTI Tahun 2015 – 2024 atas nama 
PT Hutan Berau Lestari di Provinsi Kalimantan Timur.  Dokumen Perubahan 
RKUPHHK-HTI telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
melalui SK. No. SK.4871/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/4/2023 tanggal 26 April 
2023 tentang Persetujuan Perubahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan 
Hutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Periode Tahun 2015 – 2024 Atas 
Nama PT Hutan Berau Lestari di Kalimantan Timur. SK berlaku sejak tanggal 
ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. SK ditandatangani oleh 
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari an. Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan – Agus Justianto NIP. 19630807 198803 1 001.  Salinan sesuai 
aslinya ditandatangani oleh Kepala Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan 
Kerjasanma Teknik; Dr. Deden Nurochman, Shut. MP. NIP. 19810215 200604 
1 002. Perubahan dibuat atas perubahan rencana blok tebangan sesuai surat 
Direktorat Usaha Hutan Produksi Dirjen PHPL Kementrian LHK Nomor 
S.950/UHP/RKUPHT/HPL.1/12/2021 tanggal 6 Desember 2021. Terdapat 
Lampiran Peta Perubahan RKUPHHK-HTI skala 1 : 50.000.   Peta dibuat oleh 
GanisCANHUT-PHPL atas nama PURWANTO dengan No.Reg.01220004758, 
mengetahui Direktur Utama PT Hutan Berau Lestari; HARI SUMITRO dan 
disetujui oleh a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Direktur Jenderal 
Pengelolaan Hutan Lestari; Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc/ NIP 19630807 198803 
1 001. 

Dokumen RKUPH Periode Tahun 2025 - 2034 

PT Hutan Berau Lestari memiliki dokumen RKUPH PBPH Periode Tahun 2025 – 
2034 yang telah disahkan oleh Menteri Lingkunan Hidup dan Kehutanan melalui 
SK. No. 78 Tahun 2025 tanggal 14 Januari 2025 tentang Persetujuan Rencana 
Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan 
Periode Tahun 2025 – 2034 Atas nama PT Hutan Berau Lestari Provinsi 
Kalimantan Timur. Diantara isi SK sebagai berikut : 
Rencana kegiatan Multiusaha Kehutanan pada usulan  RKUPH Periode 
Tahun 2025-2034, kegiatan pemanfaatan  hasil  hutan   kayu  budidaya 
tanaman (Hutan  Tanaman) terdiri  dari 
1. Rencana   penyiapan  lahan dan  penanaman  jenis akasia, ekaliptus dan 

sengon daur 5 tahun ada areal swakelola tota  seluas ±17.336,40 Ha  yang  
dilakukan pada areal hutan sekunder  (LOA), hutan tanaman dan areal non 
hutan (semak dan tanah terbuka) yaitu : 
a. Daur  I (2025-2029) total seluas ± 8.668,20 Ha yang dilakukan pada:  

1. Areal  hutan kering sekunder seluas  ±853,72 Ha, 
2. Areal  hutan tanaman seluas ±1.179,70 Ha  dan  
3. Areal  non hutan seluas ± 6.634,18 Ha. 
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b. Daur II (2030-2034) total  seluas  ±8.668,20 Ha yang seluruhnya 
dilakukan pada areal  hutan tanaman 

2. Rencana  penyiapan lahan dan penanaman jenis akasia dan ekaliptus daur 5 
tahun pada   areal kemitraan konsesi total seluas ±107,05 Ha yang dilakukan 
pada areal hutan tanamandan areal  non hutan (semak dan tanah terbuka) 
terdiri dari : 
a. Daur I (2025-2029) seluas ±107,05 Ha yang dilakukan pada areal 

hutan tanaman    seluas ± 92,80 Ha dan areal non hutan seluas ± 
14,25 Ha. 

b. Daur II (2030 – 2034) seluas 107.05 Ha yang seluruhnya 
dilakukan pada areal hutan tanaman. 

3. Rencana produksi dan pemanenan 
a. Rencana Produksi hasil hutan kayu dari kegiatan penyiapan lahan 

pada  areal    hutan sekunder seluas ± 853,72 Ha  dengan volume 
sebesar ±15.75 m3. 

b. Rencana pemanenan hasil hutan kayu dari kegiatan 
penanaman(hutan tanaman) pada areal produktif seluas 
±9.847,90 Ha dengan volume sebesar ±1.139.278 m3'. 

c. Rencana Produksi hasil hutan kayu dari kegiatan penyiapan lahan 
pada areal    non hutan (semak dan tanah terbuka) seluas ± 
6.634,78 Ha dengan volume sebesar ± 111.955 rn3. 

2. Verifier 
2.1.2.a. 

: Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH / RTT beserta lampirannya yang telah disahkan 
oleh pejabat yang berwenang, meliputi : 

 Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan 
IHMB/inventar isasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di 
bidang kehutanan 

 Dokumen RKTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan 
disahkan oleh pejabat yang berwenang. 

 Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut 

Nilai : MEMENUHI  

Ringkasan 
Justifikasi 

: Dokumen Perubahan RKUPHHK Periode 2015-2024 

Terdapat dokumen Perubahan RKUPHHK-HTI Tahun 2015 – 2024 atas nama 
PT Hutan Berau Lestari di Provinsi Kalimantan Timur.  Dokumen Perubahan 
RKUPHHK-HTI telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
melalui SK. No. SK.4871/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/4/2023 tanggal 26 April 
2023 tentang Persetujuan Perubahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan 
Hutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Periode Tahun 2015 – 2024 Atas 
Nama PT Hutan Berau Lestari di Kalimantan Timur. SK berlaku sejak tanggal 
ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. SK ditandatangani oleh 
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari an. Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan – Agus Justianto NIP. 19630807 198803 1 001.  Salinan sesuai 
aslinya ditandatangani oleh Kepala Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan 
Kerjasanma Teknik; Dr. Deden Nurochman, Shut. MP. NIP. 19810215 200604 
1 002. Perubahan dibuat atas perubahan rencana blok tebangan sesuai surat 
Direktorat Usaha Hutan Produksi Dirjen PHPL Kementrian LHK Nomor 
S.950/UHP/RKUPHT/HPL.1/12/2021 tanggal 6 Desember 2021. Terdapat 
Lampiran Peta Perubahan RKUPHHK-HTI skala 1 : 50.000. Peta dibuat oleh 
Ganis CANHUT-PHPL atas nama Purwanto dengan No.Reg.01220004758, 
mengetahui Direktur Utama PT Hutan Berau Lestari; Hari Sumitro dan disetujui 
oleh a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Direktur Jenderal 
Pengelolaan Hutan Lestari; Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc/ NIP 19630807 198803 
1 001. 

Dokumen RKUPH Periode Tahun 2025 - 2034 
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PT Hutan Berau Lestari memiliki dokumen RKUPH PBPH Periode Tahun 2025 – 
2034 yang telah disahkan oleh Menteri Lingkunan Hidup dan Kehutanan melalui 
SK. No. 78 Tahun 2025 tanggal 14 Januari 2025 tentang Persetujuan Rencana 
Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan 
Periode Tahun 2025 – 2034 Atas nama PT Hutan Berau Lestari Provinsi 
Kalimantan Timur. Diantara isi SK sebagai berikut : 
Rencana kegiatan Multiusaha Kehutanan pada usulan RKUPH Periode 
Tahun 2025-2034, kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya 
tanaman (Hutan Tanaman) terdiri dari 
1. Rencana   penyiapan lahan dan penanaman jenis akasia, ekaliptus dan 

sengon daur 5 tahun ada areal swakelola tota seluas ±17.336,40 Ha yang 
dilakukan pada areal hutan sekunder (LOA), hutan tanaman dan areal non 
hutan (semak dan tanah terbuka) yaitu : 
a. Daur I (2025-2029) total seluas ± 8.668,20 Ha yang dilakukan pada:  

1. Areal hutan kering sekunder seluas ± 853,72 Ha, 
2. Areal hutan tanaman seluas ±1.179,70 Ha dan  
3. Areal non hutan seluas ± 6.634,18 Ha. 

b. Daur II (2030-2034) total seluas  ±8.668,20 Ha yang seluruhnya 
dilakukan pada areal  hutan tanaman 

2. Rencana penyiapan lahan dan penanaman jenis akasia dan ekaliptus daur 5 
tahun pada areal kemitraan konsesi total seluas ±107,05 Ha yang dilakukan 
pada areal hutan tanamandan areal  non hutan (semak   dan   tanah    terbuka) 
terdiri dari : 
a. Daur I (2025-2029) seluas ±107,05 Ha yang dilakukan pada areal 

hutan tanaman    seluas ± 92,80 Ha dan areal non hutan seluas ± 
14,25 Ha. 

b. Daur II (2030 – 2034) seluas 107.05 Ha yang seluruhnya 
dilakukan pada areal hutan tanaman. 

3. Rencana produksi dan pemanenan 
a. Rencana Produksi hasil hutan kayu dari kegiatan penyiapan lahan 

pada areal hutan sekunder seluas ± 853,72 Ha dengan volume 
sebesar ±15.75 m3. 

b. Rencana pemanenan hasil hutan kayu dari kegiatan penanaman 
(hutan tanaman) pada areal produktif seluas ±9.847,90 Ha 
dengan volume sebesar ±1.139.278 m3'. 

c. Rencana Produksi hasil hutan kayu dari kegiatan penyiapan lahan 
pada areal    non hutan (semak dan tanah terbuka) seluas ± 
6.634,78 Ha dengan volume sebesar ± 111.955 rn3. 

Dokumen RKTPH Tahun 2024  

Dokumen RKTPH tahun 2024 telah diterbitkan secara self-approval melalui 
aplikasi SIPASHUT dan telah disahkan sesuai keputusan Direktur Utama PT 
Hutan Berau Lestari No. 03/HBL-HTI/RKTPH/JKT/I/2024 tanggal 4 Januari 2024 
tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH) 
Tahun 2024 atas nama PT Hutan Berau Lestari.  SK berlaku sejak tanggal 4 
Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. 
Terdapat lampiran Peta RKTPH PBPH Tahun 2024 dan Carry Over RKTPH 
Tahun 2023 PT Hutan Berau Lestari Skala 1 : 50.000.  Peta dibuat oleh GanisPH 
CANHUT YOGA EKO PRASETYO Noreg. 01230002018. Disetujui di Jakarta 
pada tanggal 4 Januari 2024 Nomor: 03/HBL-HTI/RKTPH/JKT/I/2024 oleh 
Direktur Utama PT Hutan Berau Lestari; HARI SUMITRO. 
Sesuai SK RKTPH 2024, target pemanfaatan hutan yang ditetapkan adalah: 
1. RKTPH 2024 target pemanfaatan hasil hutan kayu pada areal LOA seluas 

1.330,60 Ha dengan volume 32.024,31 m3. 
2. Carry Over RKTPH 2023 target pemanfaatan hasil hutan kayu pada areal 

LOA seluas 1.737,90 Ha dengan volume 25.767,63 m3. 
3. Penyiapan lahan dan penanaman pada RKTPH 2024 seluas 1.330,63 Ha. 
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4. Penyiapan lahan dan penanaman pada carry over RKTPH 2023 seluas 
1.737,90 Ha. 

Dokumen RKTPH Tahun 2025  
Dokumen RKTPH tahun 2025 telah diterbitkan secara self-approval melalui 
aplikasi SIPASHUT dan telah disahkan sesuai keputusan Direktur Utama PT 
Hutan Berau Lestari No. 007/HBL-HTI/RKTPH/JKT/I/2025 tanggal 23 Januari 
2025 tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH) 
Tahun 2025 atas nama PT Hutan Berau Lestari.  SK berlaku sejak tanggal 23 
Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. 
Terdapat lampiran Peta RKTPH PBPH Tahun 2025 PT Hutan Berau Lestari Skala 
1 : 50.000.  Peta dibuat oleh GanisPH CANHUT YOGA EKO PRASETYO Noreg. 
01230002018. Disetujui di Jakarta pada tanggal 23 Januari 2025 Nomor: 
007/HBL-HTI/RKTPH/JKT/I/2025 oleh Direktur Utama PT Hutan Berau Lestari; 
HARI SUMITRO. 
Sesuai SK RKTPH 2025, target pemanfaatan hutan yang ditetapkan adalah: 
1. RKTPH 2025 target pemanfaatan hasil hutan kayu pada areal LOA seluas 

2.062,84 Ha dengan volume 64.269,52 m3. 
2. Pemanfaatan kayu di areal budidaya (hutan tanaman) seluas 701,15 Ha 

dengan volume 58.896,00 m3. 
3. Penyiapan lahan dan penanaman pada RKTPH 2025 seluas 2.656,94 

Ha.TNM 

Penugasan Ganis PH CANHUT 
Terdapat penugasan Ganis PH CANHUT pada PBPH PT Hutan Berau Lestari 
sampai dengan periode Audit Sertifikasi Awali pada bulan Juni 2025 Yoga Eko 
Prasetyo No. Register 01230002018 Persetujuan Penugasan No. 01230002018 
tanggal 26 Oktober 2023 – 1 September 2028 dan persetujuan Penempatan No. 
115319826268 tanggal 23 Februari 2024 yang berlaku sampai dengan tanggal 
2 Februari 2026. 

3.  Verifier 
2.2.1.a. 

: Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya 

 Nilai : MEMENUHI  

 Ringkasan 
Justifikasi 

 

: Berdasarkan telaah dokumen RKUPHHK-PBPH periode 2015-2024, dokumen 
RKTPH Tahun 2024 dan dokumen RKTPH Tahun 2025 serta informasi 
Management Represantatif (MR) PBPH PT Hutan Berau Lestari, diketahui 
bahwa sampai saat audit Sertifikasi Awal  PHL PBPH PT Hutan Berau Lestari 
masih melakukan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam untuk 
persiapan lahan hutan tanaman, sehingga untuk keperluan kegiatan 
pemanfaatan hasil hutan kayu alam tersebut maka dilaksanakan kegiatan 
Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) atau Timber Cruising sesuai 
amanah PermenLHK No. 8 Tahun 2021. 
Terdapat dokumen hasil Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) 
atau Timber Cruising pada PBPH PT Hutan Berau Lestari dengan uraian sebagai 
berikut : 
a. Terdapat Dokumen Laporan Hasil Inventarisasi Hutan Sebelum Penebangan 

pada Rencana Blok RKTPH Tahun 2024. Dokumen Laporan tersusun atas 
Lembar Judul, Lembar Pengesahan, Surat Pernyataan atas Data dan 
Informasi ITSP adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan, Pakta 
Integritas Pelaksanaan Timber Cruising, Laporan Kegiatan ITSP, Peta 
Penyebaran Pohon serta Rekapitulasi Hasil Timber Cruising.   
Terdapat dokumen Pakta Integritas pelaksanaan kegiatan ITSP pada areal 
Blok Tebangan RKTPH 2024 dengan luas 1.330,63 Ha yang ditanda tangani 
pada tanggal 31 Desember 2023 oleh Direktur Utama PT Hutan Berau 
Lestari; HARI SUMITRO dan GanisPH CANHUT selaku penanggungjawab 
ITSP; Yoga Eko Prasetyo NoRegister 01230002018. 
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Terdapat Rekapitulasi Hasil Timber Cruising pada areal Rencana Blok 
RKTPH Tahun 2024 sebanyak 18 petak, luas areal 1.330,63 Ha dengan total 
pohon diameter 10 cm Up sebanyak 41.399 Btg dan volume 29.109,10 m3. 
Terdapat Peta Penyebaran Pohon setiap Petak dengan skala 1:5.000 s/d 
1:10.000 yang dibuat dan ditanda tangani oleh GanisPH CANHUT; atas 
nama Yoga Eko Prasetyo NoRegister 01230002018. 

b. Terdapat Dokumen Laporan Hasil Inventarisasi Hutan Sebelum Penebangan 
pada Rencana Blok RKTPH Tahun 2025. Dokumen Laporan tersusun atas 
Lembar Judul, Lembar Pengesahan, Surat Pernyataan atas Data dan 
Informasi ITSP adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan, Pakta 
Integritas Pelaksanaan Timber Cruising, Laporan Kegiatan ITSP, Peta 
Penyebaran Pohon serta Rekapitulasi Hasil Timber Cruising.   
Terdapat dokumen Pakta Integritas pelaksanaan kegiatan ITSP pada areal 
Blok Tebangan RKTPH 2025 dengan luas 2.763,99 Ha yang ditanda tangani 
pada tanggal 25 Desember 2024 oleh Direktur Utama PT Hutan Berau 
Lestari; HARI SUMITRO dan Ganis PH CANHUT selaku penanggungjawab 
ITSP; Yoga Eko Prasetyo NoRegister 01230002018. 
Terdapat Rekapitulasi Hasil Timber Cruising pada areal Rencana Blok 
RKTPH Tahun 2025 sebanyak 18 petak, luas areal 1.330,63 Ha dengan total 
pohon diameter 10 cm Up sebanyak 41.399 Btg dan volume 29.109,10 m3. 

c. Terdapat data potensi berdasarkan kegiatan PHI dari tanaman Akasia seluas 
701,15 Ha dengan volume 58.896 m3 yang direncanakan dipanen pada 
tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam dokumen RKTPH Tahun 2025. 

Berdasarkan hasil pengechekan lapangan terhadap pohon ITSP yang terletak di 
Petak 46 RKT Tahun 2025 pada koordinat 1°50’43,314’’LU dan 
117°44’51,222’’BT diketahui bahwa terdapat kesesuaian antara data hasil ITSP 
dengan hasil pengechekan. 

4. Verifier 
2.2.1.b 

: Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup 
areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti 
implementasinya di lapangan. 

Nilai : MEMENUHI  

Ringkasan 
Justifikasi 

 

: PT Hutan Berau Lestari memiliki lampiran Peta RKTPH PBPH Tahun 2024 dan 
Carry Over RKTPH Tahun 2023 PT Hutan Berau Lestari Skala 1 : 50.000.  Peta 
dibuat oleh GanisPH CANHUT Yoga Eko Prasetyo Noreg. 01230002018. 
Disetujui di Jakarta pada tanggal 4 Januari 2024 Nomor: 03/HBL-
HTI/RKTPH/JKT/I/2024 oleh Direktur Utama PT Hutan Berau Lestari; Hari 
Sumitro. 
Terdapat lampiran Peta RKTPH PBPH Tahun 2025 PT Hutan Berau Lestari Skala 
1 : 50.000.  Peta dibuat oleh GanisPH CANHUT Yoga Eko Prasetyo Noreg. 
01230002018. Disetujui di Jakarta pada tanggal 23 Januari 2025 Nomor: 
007/HBL-HTI/RKTPH/JKT/I/2025 oleh Direktur Utama PT Hutan Berau Lestari; 
Hari Sumitro. 
Terdapat dokumen Laporan Hasil Kegiatan Penataan Areal Kerja RKT 2025 yang 
dibuat oleh Ganis PH Canhut Yoga Eko Prasetyo (Asisten FIM dan Perpetaan) 
dan diperiksa oleh Rudi hartono (Kabag Perencanaan) Pada Tahun 2024. 
Kegiatan pelaksanaan PAK pada 5 Januari 2023 – 11 Mei 2024. Panjang PAK 
120,78 Km. Terdapat Peta Kerja. 

Hasil telaah Lampiran Peta RKTPH Tahun 2024 dan Peta RKTPH Tahun 2025 
skala 1:50.000 yang memuat areal yang tidak boleh ditebang beserta areal yang 
ditetapkan sebagai kawasan lindung diberi warna merah meliputi Areal Lereng 
E, Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN), Sempadan Sungai dan Kawasan 
Perlindungan Satwa Liar (KPSL). Hasil pengechekan di lapangan menunjukan 
bahwa terdapat penandaan Kawasan Lindung yaitu Sempadan Sungai Semurut 
pada koordinat 1°51’52,782’’LU dan 117°45’9,516’’BT. Kawasan Lindung 
Lerengan “E” yang terletak pada koordinat 1°53’18,30”LU dan 
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117°44’19,65”BT.  Terdapat tanda batas Kawasan Lereng E menggunakan patok 
kayu setinggi 1,2 meter cat warna putih merah serta pada batang pohon 
sepanjang jalur dengan cat warna merah silang. Terdapat Plang pengelolaan 
Kawasan Lereng E. 

5. Verifier 
2.2.1.c 

: Penandaan blok tebangan/ blok RKTPH/petak RTT yang jelas di peta dan 
implementasinya di lapangan. 

Nilai : MEMENUHI  

Ringkasan 
Justifikasi 

 

: PBPH PT Hutan Berau Lestari telah melaksanakan kegiatan Penandaan lokasi 
blok tebangan/blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan. 
Penandaan lokasi blok tebangan RKTPH pada PBPH PT Hutan Berau Lestari 
telah dibuat jelas di peta dan terbukti implementasi keberadaannya di lapangan. 
Dapat diverifikasi dokumen penataan blok/petak tebangan RKTPH pada PBPH 
PT Hutan Berau Lestari  antara lain: 
Lampiran Peta RKTPH Tahun 2024 dan Carry Over RKTPH Tahun 2023 PT 
Hutan Berau Lestari Skala 1 : 50.000.  Peta dibuat oleh GanisPH Canhut Yoga 
Eko Prasetyo Noreg. 01230002018. 
Terdapat dokumen Laporan Hasil Kegiatan Penataan Areal Kerja RKT 2025 yang 
dibuat oleh Ganis PH Canhut Yoga Eko Prasetyo (Asisten FIM dan Perpetaan) 
dan diperiksa oleh Rudi hartono (Kabag Perencanaan) Pada Tahun 2024. 
Kegiatan pelaksanaan PAK pada 5 Januari 2023 – 11 Mei 2024. Panjang PAK 
120,78 Km. Terdapat Peta Kerja. 
Berdasarkan hasil verifikasi lapangan secara sampling, dapat dijumpai adanya 
penandaan batas blok maupun batas petak pada areal RKTPH 2024 dan RKTPH 
2025 sebagai berikut : 
1. Plang RKTPH 2025 pada koordinat 1°51’54,072’’LU dan 117°45’11,022’’BT. 
2. Plang RKTPH 2025 pada koordinat 1°51’29,952’’LU dan 117°45’6,288’’BT.    
3. Batas Petak V.31/V.39 RKTPH 2025 pada koordinat 1°52’28,038’’LU dan 

117°45’7,242’’BT.     
4. Batas Petak V.26/V.32 RKTPH 2025 pada koordinat 1°52’0,9’’LU dan 

117°45’27,768’’BT.     
5. Batas Blok RKTPH 2025 Petak V.26 pada koordinat 1°52’10,092’’LU dan 

117°45’29,508’’BT.     
6. Batas Petak 33/38 RKTPH 2024 pada koordinat 1°53’5,52’’LU dan 

117°45’51,538’’BT.     
7. Batas Blok RKTPH Tahun 2024 dan RKTPH Tahun 2023 pada titik koordinat 

01°53’36,7”LU dan  117°44’08,0”BT. Terdapat patok tanda batas areal 
PBPH dengan menggunakan patok kayu kuat ukuran 15X15 cm setinggi 
1,2 meter cat warna putih. 

8. Batas Petak 30/40 RKTPH 2024 pada titik koordinat 1°53’37,3”LU dan 
117°44’08,6”BT. Terdapat tanda batas petak RKTPH dengan menggunakan 
cat merah polet vertikal sepanjang jalur batas. 

9. Plang nama Blok RKTPH 2024 pada koordinat 01°53’38,9”LU dan 
117°44’13,2”BT. Plang dibuat dengan menggunakan papan kayu warna 
dasar hijau dengan tulisan putih.  

10. Batas Petak 30/40 RKTPH 2024 pada titik koordinat 01°53’37,6”LU dan 
117°44’19,7”BT. Terdapat tanda batas berupa patok kayu ukuran 10X10 
cm setinggi 1,2 meter serta menggunakan cat merah polet vertikal 
sepanjang jalur batas. 

6. Verifier 
2.2.1.d. 

: Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal 
penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman. 

Nilai : MEMENUHI 

Ringkasan 
Justifikasi 

: Sesuai Izin PBPH serta dokumen Perubahan RKUPHHHK-HTI periode 2015-
2024 dan RKUPH Periode Tahun 2025 – 2034 PBPH PT Hutan Berau Lestari 
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 menerapkan Sistem Silvikultur THPB. Dalam hal ini, PBPH PT Hutan Berau 
Lestari melakukan kegiatan pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal 
hutan alam (areal LOA) dengan sistim silvikultur THPB untuk penyiapan lahan 
yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman. Selama periode 
Sertifikasi Awal PT Hutan Berau Lestari telah merencanakan pemanenan 
sebagaimana dijelaskan dalam Verifier 2.1.2.a. Berdasarkan laporan realisasi 
pelaksanaan RKT diketahui rencana dan realisasi pemanenan sebagai berikut :  

Rencana dan Realisasi Pemanenan PT Hutan Berau Lestari 

No Tahun 
Rencana Realisasi % 

Luas 
(Ha) 

Vol (m3) Luas 
(Ha) 

Vol (m3) Luas 
(Ha) 

Vol 
(m3) 

1 2023 1.960,60 31.284,52 315,29 5.516,89 16,08 17,63 
  2.075,54 44.438,50 1.092,22 23.384,32 52,62 52,62 
2 2024 1.330,63 32.024,31 330,91 8.620,51 24,87 26,92 
  1.737,90 25.767,63 1.116,2 27.497,34 64,23 106,71 

Realisasi volume pemanenan pada LOA sesuai dengan dokumen RKTPH Tahun 
2023 dan 2024.  

Berdasarkan dokumen LHP lokasi pemanenan RKTPH Tahun 2024 berada pada 
petak 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 42, 47, 48,49, 
50, 51, 52, 53, 54, 59, 60, 61, 66 dan 67 masih pada petak yang telah disahkan 
dalam dokumen RKTPH Tahun 2024 dan CO 2023 yaitu petak 21, 22, 23, 26, 
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 
54, 59, 60, 61, 66, 67, 73, 74, 75 dan  82. 
Berdasarkan dokumen LHP lokasi pemanenan RKTPH Tahun 2025 berada pada 
petak V16, V25,V30, V31, V32, V33, V34, V43, V52, V26, V27, V28, V31, V38, 
V39, V42, V43, V44, V45, V46, V47, V46, V50,V51, V58, V59, V60 dan  V61 masih 
pada petak yang telah disahkan dalam dokumen RKTPH Tahun 2025 yaitu petak 
K01, V01, V02, V03, V04, V05, V06, V07, V08, V09, V10, V11, V12, V13, V14, 
V15, V16, V17, V18, V19, V20, V21, V22, V23, V24, V25, V26, V27, V28, V29, 
V30, V31, V32, V33, V34, V35, V36, V37, V38, V39, V40, V41, V42, V43, V44, 
V45, V46, V47, V48, V49, V50, V51, V52, V53, V54, V55, V56, V57, V58, V59, 
V60, V61, V62, V63, V64 dan V65. 

 

3. Prinsip 3 : 

Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan kayu bulat 

1 Verifier 
3.1.1. 

: Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang 

Nilai : MEMENUHI 

Ringkasa
n 
Justifikasi 

 

: Terdapat buku ukur yang telah dibuat oleh TUK PT Hutan Berau Lestari. Buku 
ukur dibuat di TPK Hutan oleh penanggungjawab P2LHP atas nama Abib 
Musthofa dengan No. Register SiGANISHUT 04210012986. Selama periode 
audit Sertifikasi Awal jangka 12 bulan terakhir (periode Juni 2024 s/d Mei 2025), 
PBPH PT Hutan Berau Lestari telah membuat Buku Ukur sebanyak 78 Buku Ukur 
untuk kayu bulat sebanyak 17.408 batang dengan volume 44.755,93 m3.  
Pembuatan Buku Ukur digunakan sebagai dasar penerrbitan LHP. Selama 
periode audit Sertifikasi Awal jangka 12 bulan terakhir (periode Juni 2024 s/d 
Mei 2025), PBPH PT Hutan Berau Lestari telah menerbitkan dokumen LHP 
sebanyak 35 set untuk kayu bulat sebanyak 17.408  batang dengan volume 
44.755,93 m3. 
Realisasi pemanenan perjenis sortimen untuk Kayu Bulat Besar sebesar 11.603 
batang dengan volume 38.034,63 m3, Kayu Bulat Sedang 3.095 batang dengan 
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volume 6.247,14 m3 dan Kayu Bulat Kecil 2.710 batang dengan volume 474,16 
m3. 

Hingga pelaksanaan kegiatan audit Sertifikasi Awal kegiatan pemanenan pada 
areal budidaya (hutan tanaman) jenis Akasia seluas 701,15 Ha dengan volume 
58.896 m3 yang direncanakan dipanen pada tahun 2025 belum terealisasi akibat 
adanya permasalahan sosial. 

Terdapat Ganis PH PKB yang telah ditempatkan dan ditugaskan sebagai Pejabat 
Penerbit Laporan Hasil Produksi (P2LHP) pada PBPH PT Hutan Berau Lestari 
atas nama: 
1. Abib Mustofa Register 04210012986 dengan Surat Persetujuan Penugasan 

Ganis PHPL dari Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda No. 110223345 tanggal 
28 Februari 2023 masa berlaku sampai dengan tanggal 18 November 2027 
dengan SK Penempatan Ganis No. 115041937348 tanggal 11 Desember April 
2024 berlaku hingga 31 Desember 2025 dan sudah terupload pada website 
SIPUHH Online. 

2. Terdapat penugasan Ganis PH PKB pada saat audit Sertifikasi Awal atas nama 
Abib Musthofa dengan No. Register 23230012986 dengan Penugasan sesuai 
SiGANISHUT No. 110223345 dan Penempatan sesuai SiGANISHUT No. 
114417576434 yang berlaku mulai tanggal 1 Maret 2023 s/d 18 November 
2027 dan sudah terupload pada website SIPUHH Online. 

Uji petik kesesuaian fisik kayu dengan dokumen dilakukan di TPK Antara 
Logpond Pilanjau pada koordinat 1°58’58,998’’LU dan 117°48’31,872’’BT. 
Berdasarkan LMKB diketahui bahwa di lokasi tersebut terdapat kayu bulat 
sebanyak 1.130 batang dengan volume 3.301,12 m3. Pengukuran dilakukan 
terhadap 125 batang kayu. Hasil uji petik menunjukan terdapat kesesuaian jenis 
antara fisik kayu dengan dokumen sedangkan pada volume hasil pengukuran 
terdapat perbedaan sebesar 1,86% (kurang dari 5%).. 

Uji petik kesesuaian fisik kayu dengan dokumen juga dilakukan di TPn pada 
koordinat 1°51’45,75’’LU dan 117°44’44,562’’BT. Pada TPn tersebut tersebut 
terdapat kayu bulat sebanyak 80 batang sehingga pengukuran dilakukan secara 
keseluruhan. Hasil uji petik menunjukan terdapat kesesuaian jenis antara fisik 
kayu dengan dokumen sedangkan pada volume hasil pengukuran terdapat 
perbedaan sebesar 0,2% (kurang dari 5%). 

PBPH PT Hutan Berau Lestari melakukan kegiatan TUK Hasil Kayu Hutan 
menggunakan SIPUHH Online.  
- PBPH PT Hutan Berau Lestari telah memiliki Hak Akses (id/username dan 

password) SIPUHH guna melaksanakan kegiatan penatausahaan hasil 
hutan secara online melalui SIPUHH dalam hal ini menerbitkan dokumen 
LHP, menerbitkan dokumen SKSHHK maupun mencetak ID-Barcode. 

- PBPH PT Hutan Berau Lestari telah memiliki Hak Akses (id/username dan 
password) SI-PNBP guna penerbitan dokumen SPP DR dan PSDH maupun 
proses pembayarannya. 

- Terdapat dokumen Surat Penunjukan sebagai Operator SIPUHH pada 
PBPH PT Hutan Berau Lestari berdasarkan SK Direktur Utama PT Hutan 
Berau Lestari atas nama Ade Irawan sesuai dengan SK Direktur Utama PT 
Hutan Berau Lestari No. 011/HBL-HTI/JKT/I/2023 tanggal 07 Januari 
tentang Pengangkatan Petugas Operator SIPUHH pada PT Hutan Berau 
Lestari dan No. 010/HBL-HTI/JKT/I/2023 tanggal 07 Januari 2023 tentang 
Pengangkatan Petugas Operator SIPNBP pada PT Hutan Berau Lestari 
Provinsi Kalimantan Timur. 

- Dapat diverifikasi bahwa PT Hutan Berau Lestari telah melengkapi sarana 
prasarana perangkat komputer dan printer yang diperlukan untuk tata 
laksana operasional SIPUHH Online. 
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- Telah dilakukan demo operasional penggunaan SIPUHH secara langsung 
oleh Operator SIPUHH PT Hutan Berau Lestari yang telah ditunjuk atas 
nama Ade Irawan. 

2 Verifier 
3.1.2.a. 

: Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi 
dokumen angkutan yang sah 

Nilai : MEMENUHI  

Ringkasa
n 
Justifikasi 
 

: PT Hutan Berau Lestari telah memiliki dan menetapkan posisi TPK Hutan dan 
TPK Antara sebagai tempat untuk melakukan pendokumentasian dan 
penatausahaan kayu. Lokasi simpul tata usaha kayu telah ditetapkan dan termuat 
dalam SIPUHH Online.  

PT Hutan Berau Lestari memiliki Ganis PHPL PKB yang bertugas menerbitkan 
dokumen SKSHHK dan sebagai P3KB yang ditunjuk melalui SK Direktur Utama, 
yaitu sebagai berikut: 
1. Ganis PH PKB yang telah ditempatkan dan ditugaskan sebagai Petugas 

Penerbit Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (P2SKSHHK) pada 
wilayah TPK Hutan pada PBPH PT Hutan Berau Lestari atas nama Ade Irawan 
dengan No. Register SiGANISHUT 04210016313. Persetujuan Penugasan 
Ganis PHPL PKB-R pada PT Hutan Berau Lestari sesuai SiGANISHUT No. 
110422009 yang berlaku s/d 26 November 2024. Penempatan sebagai 
P2SKSHHK TPK Hutan pada PBPH PT Hutan Berau Lestari sesuai 
SiGANISHUT No. 111483481191 dengan masa berlaku mulai Tgl. 26 
November 2021 s/d 26 November 2024. Kemudian Persetujuan Penugasan 
Ganis PHPL PKB-R pada PT Hutan Berau Lestari sesuai SiGANISHUT No. 
130625017 yang berlaku s/d 31 Mei 2026. Penempatan sebagai P2SKSHHK 
TPK Hutan pada PBPH PT Hutan Berau Lestari sesuai SiGANISHUT No. 
138011847519 dengan masa berlaku mulai Tgl. 3 Juni 2025 s/d 31 Agustus 
2025. 

2. Ganis PH PKB yang telah ditempatkan dan ditugaskan sebagai Petugas 
Penerbit Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (P2SKSHHK) pada 
wilayah TPK Antara Tabalar pada PBPH PT Hutan Berau Lestari atas nama 
Ade Irawan dengan No. Register SiGANISHUT 04210016313. Persetujuan 
Penugasan Ganis PHPL PKB-R pada PT Hutan Berau Lestari sesuai 
SiGANISHUT No.  110422009 yang berlaku s/d 26 November 2024.  

3. Ganis PH PKB yang telah ditempatkan dan ditugaskan sebagai Petugas 
Penerima dan Pemeriksa Kayu Bulat (P3KB) pada wilayah TPK Antara Pilanjau  
Logpond pada PBPH PT Hutan Berau Lestari  atas nama Arfin Aris No. 
Register 23240022633 dengan Surat Persetujuan Penugasan Ganis PHPL dari 
Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda No. 111224016 tanggal 11 Desember 
2024 masa berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dengan SK 
Penempatan Ganis No. 110465843789 tanggal 11 Desember 2024 dan sudah 
terupload pada website SIPUHH Online. 

4. Terdapat penugasan Ganis PH PKB P3KB pada saat audit Sertifikasi Awal atas 
nama Abib Musthofa dengan No. Register 23230012986 dengan Penugasan 
sesuai SiGANISHUT No. 110223345 dan Penempatan sesuai SiGANISHUT 
No.  114417576434 yang berlaku mulai tanggal 1 Maret 2023 s/d 18 
November 2027 dan sudah terupload pada website SIPUHH Online. 

Selama periode Sertifikasi Awal pengangkutan kayu yang dilakukan dan 
penyertaan dokumen SKSHHK sebagai berikut : 
- Pengangkutan kayu dari TPK Hutan ke TPK Antara Logpond Pilanjau 

dilengkapi SKSHHK sebanyak 1.308 set untuk kayu sebanyak 14.416 batang 
dengan volume 44.257,05 m3. 

- Pengangkutan kayu dari TPK Antara Logpond Tabalar ke TPK Antara 
Logpond Pilanjau dilengkapi SKSHHK sebanyak 16 set untuk kayu sebanyak 
166 batang dengan volume 614,18 m3. 
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- Pengangkutan Kayu dari Logpond Antara Tabalar ke Industri dilengkapi 
SKSHHK sebanyak 2 set untuk kayu sebanyak 600 batang dengan volume 
1.737,36 m3. 

- Pengangkutan kayu dari TPK Antara Logpond Pilanjau Ke Industri dilengkapi 
SKSHHK sebanyak 39 set untuk kayu sebanyak 13.452 batang dengan 
volume 41.570,11 m3. 

(Pada periode audit Sertifikasi Awal terjadi pemindahan Logpond dari Tabalar ke 
Pilanjau sebagaimana termuat dalam SIPUHH Online). 

Selama periode Sertifikasi Awal jumlah pemindah tanganan (penjualan) kayu 
bulat dengan tujuan industri sebagai berikut : 

No 
Jumlah 
SKSHH

K 

Batan
g 

Vol (m3) Industri Tujuan 

1 25 222 147,55 
UD Perdana Sawmill Bersama, Jl. Hauling Km 
2 Kampung Batu Batu Kec. Gunung Tabur. 

2 14 13.264 41.570,7
3 

PT Agung Kharisma Jaya Abadi, Jl. 
Margomulyo Indah No. 10 Kav. 19 Surabaya. 

3 2 566 1.589,19 PT Demas Raya, Solok Bugis RT 08 Kel. 
Kariangau, Kec Balikpapan Barat, Balikapan 

Jumlah 41 14.052 43.307,4
7 

 

Hasil uji silang dokumen SKSHHK dengan dokumen penjualan menunjukan 
bahwa pada tanggal 16 Mei 2025 terdapat penerbitan SKSHHK No. 
KB.C.540418 sebagai dokumen ngangkutan kayu sebanyak 1.153 batang 
dengan volume sebesar 3.245,56 M3 dengan tujuan PT Agung Kharisma Jaya 
Abadi di Surabaya. Terdapat dokumen Invoice tertanggal 16 Mei 2025 yang 
ditujukan ke PT Agung Kharisma Jaya Abadi di Surabaya dari pembelian kayu 
bulat sebanyak  1.153 batang dengan volume sebesar 3.245,56 M3 yang 
pengirimannya dilengkapi dengan SKSHHK No. KB.C.540418. Terdapat 
kesesuaian antara dokumen SKSHHK dengan Invoice. 

3. Verifier 
3.1.3.a 

: Tanda-tanda PUHH/ barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau hak 
pengelolaan dapat dilakukan lacak balak. 

Nilai : MEMENUHI  

Ringkasa
n 
Justifikasi 

 
 

: Kegiatan penatausahaan hasil hutan (PUHH) pada PT Hutan Berau Lestari telah 
dilaksanakan melalui SIPUHH Online sesuai ketentuan. Terdapat penggunaan 
ID-Barcode pada bontos kayu dan tunggak kayu (yang mungkin tersisa di areal 
landclearing). Di samping itu pada bontos kayu juga diberi penomoran produksi 
dengan menggunakan plastic ekolin warna kuning yang bertuliskan nomor 
produksi untuk memudahkan pelacakan nomor produksi dengan nomor barcode 
yang ada. 
Berdasarkan hasil observasi lapangan saat audit Sertifikasi Awal dapat 
diverifikasi penggunaan barcode yang dilakukan di TPK Hutan maupun di TPK 
Antara Km.0 Logpond Pilanjau dan seluruh kayu sudah dilengkapi barcode dan 
label nomor produksi : 
a) Label ID-Barcode SIPUHH dengan plastic ecolin warna Kuning  
b) Label dengan ecolin warna kuning dengan tulisan warna hitam untuk 

keterangan nomor produksi kayu log. 

Hasil Pengamatan terhadap penandaan PUHH berupa pemasangan ID Barcode 
pada setiap batang kayu di TPK Hutan maupun di TPK Antara yang dapat dibaca 
dengan barcode scanner dapat dilakukan secara langsung.  Penandaan berupa 
Label ID Barcode, label ekolin warna kuning untuk kode nomor produksi. 
Bahwa PBPH PT Hutan Berau Lestari telah melakukan penatausahaan hasil hutan 
kayu menggunakan SIPUHH Online dan berstatus aktif dengan User atas nama 
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PBPH PT Hutan Berau Lestari dengan User Name PBPH-LC-HBL. Telah 
dilakukan demo operasional SIPUHH yang dilakukan oleh Operator SIPUHH yang 
telah ditunjuk atas nama Ade Irawan. 

Terdapat dokumen Surat Penunjukan sebagai Operator SIPUHH pada PBPH PT 
Hutan Berau Lestari berdasarkan SK Direktur Utama PT Hutan Berau Lestari atas 
nama Ade Irawan sesuai dengan SK Direktur Utama PT Hutan Berau Lestari No. 
011/HBL-HTI/JKT/I/2023 tanggal 07 Januari tentang Pengangkatan Petugas 
Operator SIPUHH pada PT Hutan Berau Lestari dan No. 010/HBL-HTI/JKT/I/2023 
tanggal 07 Januari 2023 tentang Pengangkatan Petugas Operator SIPNBP pada 
PT Hutan Berau Lestari Provinsi Kalimantan Timur. 

Uji petik ketertelusuran kayu bulat dilakukan dengan mengambil sampel kayu 
bulat yang berada di Logpond Pilanjau. Dari 15 batang kayu bulat diketahui 
bahwa kayu bulat dapat ditelusuri asal usulnya mulai dari keberadaan Log di TPK 
Antara Logpond Pilanjau, Dokumen SKSHHK Hutan, dokumen LHP, Buku Ukur 
sampai posisi petak di lapangan yaitu berasal dari Petak tebang V26, V27, V31, 
V32, V33, V43, V45, V51 dan V52, hasil pengechekan diketahui pada Petak 
tersebut sebagian telah dinanami kayu jenis Ekaliptus. 

4. Verifier 
3.2.1.a. 

: Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.  

Nilai : MEMENUHI  

Ringkasa
n 
Justifikasi 

 

: Selama periode audit Sertifikasi Awal jangka 12 bulan terakhir (periode Juni 
2024 s/d Mei 2025), PBPH PT Hutan Berau Lestari telah menerbitkan dokumen 
LHP sebanyak 45 set untuk kayu bulat hasil penebangan sebanyak 17.408  
batang dengan volume 44.755,93 m3. 

PT Hutan Berau Lestari telah membuat SPP DR dan PSDH telah sesuai dengan 
LHP pada RKTPH Tahun 2024 dan RKTPH Tahun 2025 baik dari kelompok jenis, 
volume dan tarif telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. SPP atas 
kewajiban DR dan PSDH diterbitkan melalui sistem SI PNBP sesuai ketentuan.   
Rincian total tagihan yang diterbitkan pada periode audit yaitu sebagai berikut: 

 DR sebesar  
- US$ 246.949,13 
- Rp 6.722.146.104 

 PSDH sebesar Rp 3.428.447.170,- 
Terdapat bukti kode billing yang telah dikeluarkan dari SiPNBP berdasarkan data 
LHP yang telah diupload atau dilaporkan. 
PT Hutan Berau Lestari telah melakukan pembayaran DR dan/atau PSDH atas 
LHP RKTPH Tahun 2024 dan RKTPH Tahun 2025, sesuai dengan kode billing 
yang diterbitkan melalui dokumen SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan dan 
terdapat Bukti Penerimaan Negara berupa kode Nomor Tanda Penerimaan 
Negara (NTPN) dari SIPNBP SIMPONI serta terdapat bukti setor melalui Bank 
BNI, BCA dan Mandiri kepada rekening yang benar sesuai ketentuan.  Adapun 
rincian total pembayaran SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan DR dan PSDH sesuai 
dengan kode billing yang diterbitkan dengan rincian total sebagai berikut: 

 DR sebesar  
- US$ 246.949,13 
- Rp 6.722.146.104 

 PSDH sebesar Rp 3.428.447.170,- 

Terdapat bukti kode NTPN yang telah dikeluarkan dari SiPNBP berdasarkan SPP 
dengan Kode Billing yang telah dibayarkan. 
Dalam tampilan layar SIPUHH Online terlihat bahwa LHP terakhir No. 10/LHP-
KBB/Reg/V/2025 Tanggal 25-05-2025 status PSDH DR LUNAS. 

1
1 

Verifier 
3.3.1.a. 

: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi 
awal) 
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Nilai : MEMENUHI  

Ringkasa
n 
Justifikasi 
 

: PT Hutan Berau Lestari telah memiliki Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-
Legalitas) dengan No.  0577.SLegalitas.017 dan Perjanjian penggunaan tanda 
SVLK yang dikeluarkan oleh LPVI PT. Trustindo Prima Karya.  Sertifikat Legalitas 
Hasil Hutan PT Hutan Berau Lestari berlaku dari tanggal 1 Juli 2023 s.d. 30 Juni 
2025. 

Tanda SVLK telah dibubuhkan sesuai dengan ketentuan pada barcode di log 
kayu bergambar Logo SVLK bertuliskan “SVLK Indonesian VLHH 64-01-0003” 
dan dokumen SKSHHK bergambar Logo SVLK bertuliskan “SVLK Indonesia 
VLHH 64-01-0003”, sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian Sub Lisensi 
Penggunaan Tanda Sistem Verifikasi dan Legalitas Kelestarian. 

 

4. Prinsip 4 : 

Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan. 

1
. 

Verifier 
4.1.1. 

: Keberadaan Dokumen AMDAL dan Perubahannya 

Nilai : MEMENUHI  

Ringkasa
n 
Justifikas
i 

 

: PBPH PT Hutan Berau Lestari telah memiliki Dokumen AMDAL yang lengkap 
untuk seluruh areal kerja dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. 
Terdapat dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-
ANDAL) Tahun 2013 yang disusun untuk areal seluas ± 14.755 Hektar dan berada 
di lokasi Kec. Kelay, Kec. Sambaliung, Kec. Tabalar Kab. Berau Prov. Kalimantan 
Timur. Dokumen KA-ANDAL telah disahkan berdasarkan Keputusan Ketua Komisi 
Penilai AMDAL Provinsi Kalimantan Timur No. KAKT/009/KOMDAL-
PROV/XI/2013 tanggal 15 November 2013. 
Terdapat dokumen AMDAL berupa Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup 
(ANDAL) Tahun 2014 dan Rencana Pengelolaan Lingkungan & Rencana 
Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) Tahun 2014 yang disusun untuk areal luas ± 
14.755 Hektar dan berada di lokasi Kec. Kelay, Kec. Sambaliung, Kec. Tabalar 
Kab. Berau Prov. Kalimantan Timur. Dokumen AMDAL tersebut telah disahkan 
oleh BLH Provinsi Kaltim No. 660.2/K.339/2014 tanggal 9 Juni 2014. 
Dokumen ANDAL dan RKL-RPL PT Hutan Berau Lestari telah mendapatkan 
kelayakan lingkungan berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 
660.2/K.338/2014 tanggal 9 Juni 2014 dan izin lingkungan berdasarkan 
Keputusan Gubernur Kaltim No. 660.2/K.339/2014 tanggal 9 Juni 2014. 
Dokumen AMDAL disusun berdasarkan surat dari Menteri Kehutanan Republik 
Indonesia Nomor : S.306/Menhut-VI/2013 tanggal 8 Mei 2013 tentang Surat 
Perintah Pertama (SP I) IUPHHK-HTI PT Hutan Berau Lestari untuk menyusun 
dokumen AMDAL. 
Dokumen AMDAL Tahun 2014 disusun oleh Konsultan pelaksana PT Kreasi Prima 
Consultant dengan Registrasi Kompetensi No. 0005/LPJ/AMDAL-1/LRK/KLH 
tanggal 8 Maret 2013 dan beralamat di Sarua Makmur Blok VI No. 1 Ciputat, 
Tangerang Selatan dengan penanggung jawab atas nama MHD Soleh Purba. 
Adapun susunan tim penyusun AMDAL, yaitu sebagai berikut: 

- Ketua Tim : Ir. Yedi Sapta Mulyadiana 
- Ketua Sub Tim Fisik : Ir. A. Juaeni 
- Anggota/ Ahli Tanah : Ir. Marthen Edy 
- Anggota/ Ahli Biota : Suyadi, A.Md 
- Ketua Sub Tim Biologi : Ir. Heri Iswanto 
- Anggota/ Ahli : Yudo Pramono, S.Hut 
- Anggota/ Ahli Satwa : Ir. Bambang Budiono 
- Ketua Sub Tim Sosial : Ir. Hendi Gunawan 
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- Anggota/ Ahli Sosial : Taupik Apriyono, A.Md 
- Ketua Sub Tim : Riri Ridwan, SKM 

Dokumen AMDAL disusun berdasarkan surat dari Menteri Kehutanan Republik 
Indonesia Nomor : S.306/Menhut-VI/2013 tanggal 8 Mei 2013 tentang Surat 
Perintah Pertama (SP I) IUPHHK-HTI PT Hutan Berau Lestari untuk menyusun 
dokumen AMDAL. Adapun proses penyusunan dokumen AMDAL telah sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. 

2
. 

Verifier 
4.1.2.a. 

: Keberadaan Dokumen RKL dan RPL serta perubahannya 

Nilai : MEMENUHI  

Ringkasa
n 
Justifikas
i 

 

: PT Hutan Berau Lestari telah memiliki dokumen Rencana Pengelolaan 
Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) 
Tahun 2014 untuk luasan mencakup ± 14.755 Ha yang   disusun mengacu  pada  
dokumen  ANDAL  yang  disahkan  oleh  Gubernur  Kalimantan  Timur  No. 
660.2/K.339/2014 tanggal 9 Juni 2014. 
Terdapat dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana 
Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) Tahun 2014 untuk luasan mencakup 
± 14.755 Ha yang disusun mengacu pada dokumen ANDAL yang disahkan oleh 
Gubernur Kalimantan Timur No. 660.2/K.339/2014 tanggal 9 Juni 2014.  Dokumen 
RKL – RPL telah disusun mengacu pada dokumen AMDAL. 
Berdasarkan verifikasi dokumen RKL dan RPL pada IUPHHK-HT PT Hutan 
Berau Lestari, Ringkasan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana 
Pemantauan Lingkungan PT HBL, meliputi Komponen Fisik Kimia; Komponen 
Biologi; Komponen Sosial; Komponen Kesehatan Masyarakat. 
Adapun matrik Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan 
Lingkungan PT Hutan Berau Lestari terdiri dari : 
 Komponen Fisik Kimia  

1. Kualitas Udara 
2. Debit Aliran Permukaan  
3. Erosi Tanah 
4. Kesuburan Tanah  
5. Sedimentasi 
6. Kualitas Air 

 Komponen Biologi 
1. Keanekaragaman Jenis Tumbuhan  
2. Kekayaan Jenis Satwa Liar  
3. Hama Penyakit Tanaman  
4. Biota Air 

 Komponen Sosial 
1. Penguasaan Lahan  
2. Penggunaan Lahan  
3. Kesempatan Kerja 
4. Kesempatan Berusaha  
5. Pendapatan Masyarakat  
6. Presepsi dan Sikap Masyarakat terhadap rencana usaha dan/ atau 

kegiatan  
7. Konflik sosial 

 Komponen Kesehatan Masyarakat 
1. Sanitasi Lingkungan 
2. Angka Kesakitan 
3. Pelayanan Kesehatan 
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3
. 

Verifier 
4.1.2.b. 

: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- 
kimia, biologi dan social yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai 
dengan matrik 

Nilai : MEMENUHI  

Ringkasa
n 
Justifikas
i 

 

: PT Hutan Berau Lestari telah melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan 
lingkungan serta membuat Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan 
Lingkungan (RKL-RPL) per semester (Semester I tahun 2024 dan Semester II 
tahun 2024). Laporan Pelaksanaan RKL RPL telah dilaporkan kepada Dinas 
Lingkungan Hidup Kabupaten Berau dan terdapat bukti tanda terima berupa cap/ 
stempel serta paraf pada halaman depan laporan tersebut. 
Terdapat Laporan Hasil Uji Kimia dan Fisik Tanah dalam rangka pemantauan 
lingkungan tertanggal 13 Juli 2024 oleh Laboratorium Lingkungan PT Global 
Environment Laboratory Samarinda. 
Terdapat Laporan Hasil Uji Kualitas Air Permukaan dalam rangka pemantauan 
lingkungan tertanggal 24 Juni  2024 oleh Laboratorium Lingkungan PT Global 
Environment Laboratory Samarinda. 
Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan dijumpai kegiatan pengelolaan dan 
pemantauan lingkungan yang dilakukan oleh PT Hutan Berau Lestari antara lain : 

a. Terdapat persemaian yang ditempatkan di sekitar Basecamp PT Hutan 
Berau Lestari yang berada pada titik koordinat 1056’20,13”LU dan 
117044’24,05”BT. 

b. Terdapat ombrometer yang ditempatkan di sekitar Basecamp PT Hutan 
Berau Lestari yang berada pada titik koordinat 1056’20,13”LU dan 
117044’24,05”BT. 

c. Terdapat plang himbauan dilarang melakukan kegiatan menebang pohon, 
membuka lahan, membakar, berburu dan menangkap satwa dilindungi yang 
di pasang antara lain pada titik koordinat 1049’11,70”LU dan 
117044’51,13”BT. 

a. Terdapat kegiatan pengelolaan kawasan dilindungi pada Kawasan Lindung 
Lereng >40% yang terletak pada titik koordinat 01049’11,69”LU dan 
117044’51,14”BT.  Terdapat plang Areal Kawasan Lindung.  

b. Terdapat kegiatan pengelolaan kawasan dilindungi pada Kawasan Lindung 
Lereng >40% yang terletak pada titik koordinat 01050’25,12”LU dan 
117044’19,49”BT.  Terdapat plang Areal Kawasan Lindung 

c. Terdapat papan Indeks Rawan Kebakaran (FDR: Fire Danger Rating) yang 
ditempatkan di beberapa tempat strategis yang antara lain berada pada titik 
koordinat 1049’48,98”LU dan 117044’28,25”BT; pada titik koordinat 
1050’12,92”BT dan 117044’06,21”BT; serta pada areal Basecamp titik 
koordinat 1056’20,76”LU dan 117044’23,59”BT. 

d. Terdapat kegiatan pemantauan Tinggi Muka Air (TMA) di Sungai Semurut 
dengan menggunakan Stik Ukur yang berada pada titik koordinat 
1049’46,71”LU dan 117042’59,43”BT. 

e. Terdapat kegiatan pemantauan Erosi pada titik koordinat 1056’20,00”LU dan 
117044’23,00”BT. 

f. Terdapat kegiatan Perlindungan Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN) 
PT Hutan Berau Lestari  yang berada pada titik koordinat 1050’20,32”LU dan 
117043’07,55”BT. 

g. Pemasangan plang himbauan Bahaya Kebakaran yang antara lain dilarang 
membuat api dan membuang puntung rokok, salah satunya berada pada titk 
koordinat 1050’12,92”LU dan 117044’06,21”BT. 

Tersedia Laporan RKL RPL Semester I Tahun 2024 dan Semestarr II Tahun 2024. 
Laporan telah disampaikan melalui SIMPEL sebagai berikut : 

Tahun Semester I Semester II 

2024 Penyampaian secara online : Penyampaian secara online : 
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ID TTE : 1747794088-29593 

Periode TTE : 01-01-2024 s/d 30-06-
2024 
Waktu Cetak TTE : 05-07-2024 

ID TTE : 1747793926-29593 
Periode TTE : 01-07-2024 s/d 31-
12-2024 
Waktu Cetak TTE : 06-01-2025 

 

 

5. Indikator 5 : 
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan 

1. Verifier 
5.1.1.a 

: Pedoman/prosedur K3 

Nilai : MEMENUHI  

Ringkasan 
Justifikasi 

 

: Berdasarkan hasil telaah dokumen diketahui bahwa PT Hutan Berau Lestari 
memiliki prosedur terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang meliputi 
: 
1. SOP Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

(SMK3,) No. PK/FPR-K3-01, Rev-0 tanggal 01-10-2024. 
2. SOP Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Resiko, No. PK/K3-02, Rev-0 

tanggal 01-10-2024. 
3. SOP Peraturan Perundangan dan Persyaratan K3 Lainnya, No. PK/K3-

03, Rev-0 tanggal 01-10-2024. 
4. SOP Pelaporan dan Penyelidikan Kecelakaan dan Penyakit Akibat Kerja, 

No. PK/K3-04, Rev-0 tanggal 01-10-2024. 
5. SOP Pelaporan Sumber Bahaya dan Penanganan Masalah K3, No. 

PK/K3-05, Rev-0 tanggal 01-10-2024. 
6. SOP Tanggap Darurat, No. PK/K3-06, Rev-0 tanggal 01-10-2024. 
7. SOP Tindakan P3K, No. PK/K3-07, Rev-0 tanggal 01-10-2024. 
8. SOP Manajemen APD, No. PK/K3-08, Rev-0 tanggal 01-10-2024. 
9. SOP Pemantauan K3L, No. PK/K3-09, Rev-0 tanggal 01-10-2024. 

SOP dibuat dan ditandatangani oleh Ruslin (Askep Forest Protection), Setio 
Eko Wahyono (Manager Operasional) dan Roby Alfadani. (Region Oficer 
Manager). 
Terdapat SK Direktur Utama PT HBL No. 016/HBL-HTI/JKT/IV/2022 tanggal 7 
April 2022 tentang penetapam penanggung jawab Sistem Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja (SMK3) a.n. IUPHHK-HTI PT Hutan Berau Lestari Provinsi 
Kalimantan Timur. Berdasarkan SK tersebut ditunjuk Sdr. Setio Eko Wahyono 
selaku penanggung jawab SMK3. 
Terdapat struktur organisasi SMK3 PT Hutan Berau Lestari yang dibuat oleh 
Setio Eko Wahyono (Manager Operasional) dan diperiksa oleh Agus Woni 
Silvanto (General Manager) serta disetujui oleh Hari Sumitro (Direktur Utama). 
Adapun susunan kepengurusan SMK3 yaitu sebagai berikut : 

a. Penanggung Jawab K3  : Setio Eko Wahyono 
b. Koordinator Program K3    : Ruslin 
c. Perencanaan/ Pengawasan K3 : Yoga Eko Prasetyo 
d. Koordinator Lapangan                 : Abib Musthofa 
e. Logistik dan Peralatan                  : Arfin Aris 

Terdapat SK Penetapan Penanggung Jawab Pengamanan dan Perlindungan 
Hutan (Brigdakarhutla) dengan No. 17/HBL-HTI/JKT/IV/2022 tanggal 7 April 
2022 yang ditandatangani oleh Hari Sumitro selaku Direktur Utama. Adapun 
susunan kepengurusan Brigdakarhutla sebagai berikut : 

a. Koordinator                   : Setio Eko Wahyono 
b. Wakil Koordinator          : Ruslin 
c. Pasukan Inti                   : terdiri atas 12 personil 
d. Pasukan Cadangan Inti            : terdiri dari Tim dalkarhutla 

kontraktor IPK 
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e. Pasukan Cadangan (Bantuan)   : Tim dalkarhutla Desa Semurut, 
Pilanjau dan Pesayan 

Terdapat Surat Keterangan peserta pelatihan Ahli K3 atas nama Lulu Aprianti 
Inas dikeluarkan oleh PT Narada Katiga Nusantara tanggal 30 April 2025 yang 
menerangkan bahwa yang bersangkutan telah mengikuti Pelatihan Ahli K3 
pada tanggal 14 – 28 April 2025 dan saat ini sedang menunggu penerbitan 
Sertifikat Calon Ahli K3 Umum. 

2. Verifier 
5.1.1.b 

: Ketersediaan peralatan K3 

Nilai : MEMENUHI  

Ringkasan 
Justifikasi 

 

: Terdapat daftar peralatan K3 PT Hutan Berau Lestari yang dibuat oleh Arfin 
Aris (Logistik dan Peralatan) dan diketahui oleh Setio Eko Wahyono 
(Penanggung Jawab SMK3). Berdasarkan dokumen tersebut diverifikasi 
peralatan K3 sesuai daftar list yaitu seperti alat transportasi, alat komunikasi, 
perlengkapan satpamhut, perlengkapan satgas damkarhut, pos jaga & portal, 
sarana deteksi dini, sarana pengolahan data dan rambu/ papan peringatan. 
Hasil pemeriksaan di lapangan dijumpai sarana dan prasarana K3 yang dimiliki 
oleh PT Hutan Berau Lestari, yaitu berupa : 
1. Tersedia Alat Pelindung Diri (APD) seperti Helm, Sepatu Boot dan Rompi 

yang berada di basecamp dan telah dibagikan kepada karyawan, namun 
belum terdapat dokumen serah terima APD kepada karyawan bukti bahwa 
APD tersebut telah didistribusikan ; 

2. Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dalam kondisi baik/tidak 
kadarluasa yang di pasang pada bangunan kantor, dapur dan workshop ; 

3. Tersedia Kotak P3K yang berisi obat-obatan yang berada di basecamp,  
4. Terdapat papan himbauan K3 di basecamp seperti pemasangan plang 

Utamakan K3 dan Gunakan selali APD; 
5. Terdapat peralatan damkarhut seperti Pompa air, pompa punggung, 

cangkul, sekop, selang, sepatu, helm; 
6. Terdapat papan FDR/ Indeks Bahaya Kebakaran yang dipasang di tempat-

tempat strategis. 

3. Verifier 
5.1.1.c 

: Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya 

Nilai : MEMENUHI  

Ringkasan 
Justifikasi 

 

: Terdapat dokumen Laporan bulanan kejadian/ Kecelakaan kerja periode bulan 
Juni 2024 s.d Mei 2025 yang dibuat oleh Yoga Eko Prasetyo dan diperiksa 
oleh Ruslin (Koordinator Program K3) serta diketahui oleh Setio Eko Wahyono 
(Manager Operasional). Berdasarkan laporan tersebut diketahui bahwa tidak 
terjadi kecelakaan kerja atau NIHIL di lingkungan kerja PT Hutan Berau Lestari. 
PT Hutan Berau Lestari melakukan upaya pencegahan kecelakaan kerja 
melalui pemberian APD dan penggunaannya serta memberikan penjelasan 
kepada para pekerja sebelum bekerja untuk tetap berhati-hati dalam setiap 
melakukan tindakan kerja. Peringatan K3 dapat dilakukan oleh manager camp 
dan/ atau mandor yang mengawasi di lapangan. Terdapat papan himbauan K3 
di lapangan. 
Apabila terdapat karyawan/pekerja yang sakit dapat ditangani dengan obat-
obatan yang ada di kotak P3K dan berobat terdekat di Puskesmas pembantu 
yang berada di Desa kampung Pilanjau yang berjarak ± 10 km atau dapat 
ditempuh ± ½ jam dari basecamp. 
Pelaporan : 
1. Triwulan II Tahun 2024 diterima Disnaker tanggal 8 Juli 2024 
2. Triwulan III Tahun 2024 diterima Disnaker tanggal 7 Oktober 2024 
3. Triwulan IV Tahun 2024 diterima Disnaker tanggal 13 Januari 2025 
4. Triwulan I Tahun 2025 diterima Disnaker tanggal 11 Juni 2025 
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4. Verifier 
5.2.1 

: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan 
untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. 

Nilai : MEMENUHI  

Ringkasan 
Justifikasi 

: Pada periode audit Sertifikasi Awal diketahui bahwa tidak terdapat serikat 
pekerja di lingkungan PT Hutan Berau Lestari. PT Hutan Berau Lestari 
memberikan kebebasan kepada karyawan jika ingin  berserikat dan berkumpul 
membentuk serikat pekerja. Terdapat  Surat Pernyataan dari Direktur Utama 
PT Hutan Berau Lestari No. 001/HBL-HTI/SP/JKT/II/2021 yang menyatakan 
bahwa PT Hutan Berau Lestari memberikan kebebasan bagi seluruh karyawan 
jika akan membentuk serikat pekerja. Surat Pernyataan tersebut 
ditandatangani oleh Hari Sumitro selaku Direktur Utama PT Hutan Berau 
Lestari tanggal 6 Feb 2021. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa karyawan PT Hutan Berau 
Lestari diperoleh informasi bahwa mereka mengetahui tentang adanya 
kebebasan berserikat dan berkumpul yang disebutkan dalam surat pernyataam 
tersebut, namun sejauh ini belum ada keinginan untuk membentuk organisasi 
serikat pekerja di lingkungan mereka. 

5. Verifier 
5.2.2 

: Ketersediaan Dokumen KKB atau PP 

Nilai : MEMENUHI  

Ringkasan 
Justifikasi 

: PT Hutan Berau Lestari tidak memiliki dokumen Kesepakatan Kerja Bersama 
(KKB) karena di lingkungan kerja PT Hutan Berau Lestari tidak terdapat serikat 
pekerja. Terkait hak dan kewajiban perusahaan dan pekerja PT Hutan Berau 
Lestari memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP). 
Terdapat dokumen Peraturan Perusahaan (PP) PT Hutan Berau Lestari Periode 
Tahun 2024 - 2026 ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Mei 2024 dan 
ditandatangani oleh Hari Sumitro selaku Direktur Utama PT Hutan Berau 
Lestari. 
Peraturan Perusahaan PT Hutan Berau Lestari terdiri atas 14 BAB dan 57 Pasal 
sebagai berikut : 

- Bab I : Ketentuan Umum (3 pasal) 
- Bab II : Hubungan Kerja (4 pasal) 
- Bab III : Tata Tertib Perusahaan (3 pasal) 
- Bab IV : Penilaian Prestasi Kerja, Rotasi, Promosi dan Demosi (5 

pasal) 
- Bab V : Waktu Kerja dan Waktu Kerja Lembur (2 pasal) 
- Bab VI : Waktu Istirahat Kerja, Istirahat Periodik, Cuti Tahunan dan Izin 

Resmi (7 pasal) 
- Bab VII : Pengupahan dan Fasilitas (13 pasal) 
- Bab VIII : Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan Karyawan (3 pasal) 
- Bab IX : Keselamatan, Kesehatan Kerja (K3) Karyawan (5 pasal) 
- Bab X : Program Pengembangan Karyawan (1 pasal) 
- Bab XI : Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) (6 pasal) 
- Bab XII : Penyelesaian Perbedaan Pendapat dan Keluh Kesah (2 

pasal) 
- Bab XIII : Masa Berlaku, Perubahan dan Ketentuan Tambahan 

Peraturan Perusahaan (2    pasal) 
- Bab XIV : Penutup (1 pasal) 

Peraturan Perusahaan (PP) Periode Tahun 2024 – 2026 PT Hutan Berau Lestari 
telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Kabupaten Berau dengan No.  KEP.560/040 Hubin tanggal 4 Juni 
2024. SK Pengesehan PP ditandatangani oleh A.n Kepala, Sekretaris (Marsudi, 
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S.STP, M.PA / NIP. 19790614 200012 1 006) dan berlaku selama 2 tahun dari 
tanggal 4 Juni 2024 s/d 3 Juni 2026. 

6. Verifier 
5.2.3 

: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun. 

Nilai : MEMENUHI  

Ringkasan 
Justifikasi 

: Berdasarkan hasil telaah dokumen diketahui bahwa karyawan yang bekerja di 
PT Hutan Berau Lestari pada bulan Juni 2025 sebanyak 100 orang terdiri dari 
karyawan PT Hutan Berau Lestari sebanyak 19 orang, karyawan mitra PT 
Hamparan Hutan Hijau Mas sebanyak 41 orang dan karyawan mitra PT TWS 
sebanyak 30 orang. Diantara karyawan tersebut tidak terdapat karyawan 
dengan umur di bawah 18 tahun. Karyawan termuda atas nama Erlangga 
Saputra lahir pada 10 April 2006 yang bekerja di bidang Plantation pada mitra 
PT TWS dan pertama kali masuk kerja pada tanggal 3 Januari 2025 saat 
berusia 18 tahun 8 bulan dan 24 hari. 
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3. KESIMPULAN AUDIT 
 
1) Pemenuhan terhadap Standar Penilian Kinerja PHL diberikan dengan predikat 

SEDANG, Total Nilai Kinerja Indikator sebesar 63,49 % dari nilai maksimum yang 
dapat dicapainya dengan rincian nilai kinerja untuk setiap aspek PHL dan 
indikatornya sebagai berikut :  

 

No. ASPEK 
INDIKATOR PHL 

Nomor  Nilai  
Kinerja 

Nilai 
Kematangan 

Nilai 
Maksimum 

1. PRASYARAT 

1.1 Baik 3 3 
1.2 Buruk 1 3 
1.3 Sedang 2 3 
1.4 Sedang 2 3 
1.5 Sedang 2 3 

2. PRODUKSI 

2.1 Sedang 2 3 
2.2 Sedang 2 3 
2.3 Buruk 1 3 

2.4 Sedang 2 3 
2.5 Sedang 2 3 
2.6 Sedang 2 3 

3. EKOLOGI 

3.1 Sedang 2 3 
3.2 Sedang 2 3 
3.3 Sedang 2 3 
3.4 Buruk 1 3 
3.5 Sedang 2 3 

4. SOSIAL 

4.1 Sedang 2 3 
4.2 Buruk 1 3 
4.3 Sedang 2 3 
4.4 Sedang 2 3 
4.5 Baik 3 3 

Jumlah 40 63 
Total Nilai Kinerja Indikator ( 40 / 63 ) x 100% = 63,49 

% 
SEDANG 

 

2) Pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan dinilai MEMENUHI, tidak 
terdapat verifier penyusun standar yang applicable, baik pada Prinsip 1, 2, 3, 4 dan 5 
yang diberikan nilai Tidak Memenuhi. 

3) Berdasarkan poin1) dan 2), maka tim audit menyimpulkan bahwa PBPH PT Hutan 
Berau Lestari, LULUS  audit Sertifikasi Awal dengan predikat SEDANG. 

4) Tim audit menerbitkan permintaan tindakan perbaikan (CARs) bagi verifier penyusun 
Standar Penilaian Kinerja PHL yang diberikan nilai BURUK dan SEDANG. 
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4. PENGAMBILANKEPUTUSAN

Berdasarkan hasil audit sertifikasi awal PHL tanggal 11 - 18 Juni 2025, LPVI PT Trustindo
Prima Karya telah menetapkan keputusan sertifikasi tanggal 27 Juni 2025 kepada PBPH
PT Hutan Berau Lestari, bahwa :

1) PT Hutan Berau Lestari dinilai LULUS Penilaian Kinerja PHL dengan :

- Total Nilai Kinerja PHL mencapai 63,490/o ; dan
- MEMENUHI StandarVLHH Kayu

2) Kepada PT Hutan Berau Lestari dapat diterbitkan Sertifikat Pengelolaan Hutan
Lestari (S-PHL) dengan predikat SEDANG.

Trustindo Prima Karya,

Trus

Kurnia, IPU

Direktur
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